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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Sumba Timur
A.1. Kondisi Geografis

Dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Timur
merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan, baik teritorial, maupun secara
adminitratif Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Sumba Timur yang
terletak di bagian Selatan dan salah satu dari empat Kabupaten yang berada di
Pulau Sumba.

Kabupaten Sumba Timur memiliki 80 buah pulau yang sudah bernama baik
yang berpenghuni maupun yang belum berpenghuni, tiga buah diantaranya berada
di bagian selatan yaitu Pulau Salura, Pulau Koatak dan Pulau Manggudu dan satu
buah pulau di bagian Timur yaitu Pulau Nuha. Selain itu, masih terdapat 16 buah
pulau yang tidak bernama dan tidak berpenghunmi. Kabupaten Sumba Timur
terletak diantara 119°45 — 120°52 Bujur Timur dan 9°16 — 10°20 Lintang Selatan
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sabu

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia

Secara geografis, Kabupaten Sumba Timur memiliki wilayah seluas 7000,5
Km? sedangkan wilayah laut seluas 8.373,53 Km? dengan panjang garis pantai
4336 Km. Secara adminmistratif terdin dan 22 buah Kecamatan dan 156 buah

Desa/Kelurahan.
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a. Klimatolegi dan Hidrologi.

Kabupaten Sumba Timur pada umumnya beriklim semi arid dengan tiga
rejim curah hujan yaitu :

e Kurang dari 1000 mm per tahun meliputi bagian Timur dan bagian Utara
Kabupaten Sumba Timur.

e Antara 1000 — 1.500 mm per tahun meliputi bagian Tengah dan bagian
Selatan Kabupaten Sumba Timur

e Diatas 1.500 mm — 2.000 per tahun meliputi bagian Barat Kabupaten Sumba
Timur.

Dengan tiga rejim curah hujan tersebut di atas, maka tingkat curah hujan
rata-rata per tahun berlangsung 3 —- 4 bulan dengan suhu rata-rata 28,8°C- 31,4°C.
b. Topografi

Luas wilayah Kabupaten Sumba Timur 700.050 hektar dengan kondisi
topograti/tingkat kemiringan Kabupaten Sumba Timur dapat digambarkan sebagai
berikut :

e Kemiringan 0 — 2 persen seluas 102.811 ha (14,68%)

e Kemiringan 2 — 25 persen seluas 119.975 ha (17,13%)

e Kemiringan 25 - 40 persen seluas 285.117 ha (40,73%)

e Kemiringan di atas 40 persen seluas 192.147 ha (27,44%)
A.2. Demografi

a. Kependudukan.

Penduduk yang berjumlah besar merupakan salah satu modal pembangunan,
karena penduduk memiliki dua peran yaitu sebagai subyek sekaligus obyek

pembangunan, namun sebaliknya juga dapat menjadi beban pembangunan, jika
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tidak diimbangi dengan kualitas penduduk yang memadai. Jumiah penduduk di
Kabupaten Sumba Timur tergolong kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah.
Hal ini merupakan tantangan tersendiri oleh Pemerintah Daerah serta seluruh
komponen masyarakat untuk memberdayakan jumlah penduduk yang kecil
tersebut sehingga dapat melahirkan penduduk yang kreatif, inovatif serta mampu
membaca dan memanfaatkan peluang yang ada.
Jumlah Penduduk

Konsentrasi penduduk Sumba Timur berada pada dua kecamatan yaitu
Kecamatan Kambera sebanyak 30.096 jiwa dengan luas wilayah 52 Km? atau
kepadatan penduduk 579 jiwa per Km? dan Kecamatan Kota Waingapu sebanyak
32.375 jiwa persen dengan luas wilayah 73,8 Km? atau kepadatan penduduk 439
jiwa per Km? Dengan demikian pada dua kecamatan tersebut dihuni oleh
penduduk sebanyak 62.471 jiwa atau 28 persen dari jumlah penduduk Sumba
Timur. Sedangkan sisanya tersebar pada 20 Kecamatan dimana Kecamatan Katala
Hamu Lingu merupakan kecamatan yang paling sedikit penduduknya yaitu
sebanyak 3.708 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 8 jiwa per
Km? Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa pola penyebaran penduduk
di Kabupaten Sumba Timur tidak merata antar kecamatan, dimana Kecamatan
Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu merupakan kecamatan yang memiliki
beban yang cukup besar. Hal in1 dapat dimaklumi karena kedua Kecamatan in1
merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa.
b. Tenaga Kerja.

Masalah tenaga kerja merupakan masalah yang berkelanjutan, hal ini

disebabkan karena banyak faktor yang menjadi pemicu masalah tersebut antara
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lain: angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan aerja, tingkat pendidikan,
lapangan kerja, pengangguran terbuka. Sekaitan dengan tenaga kerja, maka
penduduk yang dikategorikan usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun
ke atas, terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja
terdiri dan ; bekerja dan mencan pekerjaan, dan bukan angkatan kerja terdiri dari
sekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya.

Masalah angkatan kerja berkaitan erat dengan penyediaan lapangan
pekerjaan, pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyediaan
lapangan kerja yang memadai akan menimbulkan masalah-masalah sosial lain
yang dapat mengganggu jalannya pembangunan.

Lapangan Pekerjaan.

Berdasarkan data statistik Sumba Timur Dalam Angka menunjukan bahwa
tenaga kerja yang bekerja pada sektor Pertanian cenderung menurun seiring
meningkatnya daya serap tenaga kerja sektor sekunder dan tersier. Laporan dar
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur tahun 2010,
tingkat pendidikan tenaga kerja di Swnba Timur didominasi oleh tenaga kerja
yang berpendidikan rendah (Sekolah dasar) sebesar 33,46 persen atau sebanyak
1.345 orang, dukuti oleh tenaga kerja berpendidikan SL.TA sebanyak 996 orang
atau 24,77 persen. Tingkat pendidikan tenaga kerja didominasi oleh tenaga kerja
berpendidikan tidak tamat / belum tamat Sekolah Dasar sampai dengan tingkat
pendidikan SMP/MTS sebesar 64,910 orang (76 persen).

A.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Perekonomian Daerah

69

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42005.pdf

Pembangunan ekonomi (economic development) diartikan sebagai suatu
proses perubahan terus-menerus menuju ke arah perbaikan di bidang ekonomi,
yaitu mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan
dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.

Konteks pembangunan ekonomi tentunya terarah pada tujuan pembangunan
ekonomi daerah adalah untuk mencapai kesejahteraanmasyarakat dengan sasaran
meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat,
meningkatkan taraf hidup dengan cara meningkatkan pendapatan, penyediaan
lapangan kerja,  pemerataan pendidikan, nilai-nilai budaya, memperluas
jangkauan dan alternatif pilihan yang sepadan dengan kondisi ekonomi dan sosial
masyarakat.

Sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi tersebut di atas, maka
kerangka kebijakan makro ekonomi dalam pembangunan ekonomi Kabupaten
Sumba Timur tahun 2013 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita
melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi dan mengatasi
kemiskinan, mengurangi pengangguran serta pemerataan distribusi pendapatan.
Dalam rangka pencapaian kerangka ekonomi makro yang diinginkan tersebut
pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif
masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan.

b. Pendidikan

Suksesnya pembangunan sangat tergantung pada tingkat pendidikan

masyarakat yang merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan

kualitas sumber daya manusia. Kinerja pendidikan dapat dilihat dari beberapa
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indikator utama, antara lain Angka Partisipasi Sekolah menurut jenjang
pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK), Rasio siswa per gedung dan Rasio
siswa per guru. Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni (APM)

merupakan indikator untuk melihat rata-rata lama sekolah yang merupakan salah

satu indicator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia.

Tabel 4.1. Jumlah Prosentase Penduduk Berumur 10 tahun Ke Atas

Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin

Tahun 2012
No. | Partisipasi Bersekolah | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki +
Perempuan
1. | Tidak / Belum Pemah 7.88 12.35 10.07
Bersekolah
2. | Masih Bersekolah 3229 3094 31.63
a. SD 19.85 18.96 19.41
b. SMP 6.40 5.45 593
c. SMA 5.05 4.65 4.85
d. Perguruan 1.00 1.88 143
Tinggi
3. | Tidak Bersekolah Lagi 59.83 56.71 58.30
Jumlah 100.00 100.00 100.00

Sumber data : Sumba Timur dalam Angka tahun 2013

Dari gambaran tabel 4.1. di atas terlihat bahwa prosentase sejumlah laki-
laki yang bersekolah pada tingkat SD dan SMP lebih banyak, dibanding jumlah
perempuan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA jumlah perempuan
menurun sedangkan yang melanjutkan tingkat Perguruan Tinggi jumlah
perempuan meningkat, hal ini menunjukkan bahwa minat perempuan untuk
melanjutkan sekolah lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Terbukti dengan yang
tidak bersekolah lagi prosentase jumlah laki-laki lebih tinggi dibanding jumlah

perempuan
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B. Deskripsi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten
Sumba Timur

B.1. Gambaran Umum PUGAR di Kabupaten Sumba Timur

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang dicanangkan
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010 telah
memasuki tahun keempat pelaksanaannya. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) merupakan bagian dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP). Sasaran dari PUGAR
adalah tercapainya Swasembada Garam Nasional dengan meningkatkan kualitas
dan kuantitas produksi garam rakyat sehingga bisa memenuhi kebutuhan garam
nasional yang selama ini masth disuplai dengan garam impor dari luar negeri.

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan proses untuk
menumbuhkan kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan
dari, oleh dan untuk masyarakat melalui proses pembelajaran dan pelembagaan
nilai-nilai  universal kemanusiaan, serta  prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan
program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesempatan kerja dan
kesejahteraan bagi petambak garam dan pemasak garam melalui bottom-up,
artinya masyarakat sendiri yang merencanakan kegiatan, melaksanakan dan
melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
Sebagai sebuah proses untuk menumbuhkan kemandirian dan keberlanjutan upaya
penanggulangan kemiskinan, maka Kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

(PUGAR) pada intinya bertujuan untuk:
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1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat melalui implementasi
teknologi geomembran, dan Teknologi Ulir Filter (TUF), dan Unit Pengolahan
Garam (UPG),

2. Meningkatkan pendapatan petambak garam rakyat dari tahun pertama
pelaksanaan kegiatan PUGAR,;

3. Menguatkan usaha KUGAR dengan memfasilitasi kemitraan/jejaring usaha
dan pemasaran garam rakyat;

4. Memberdayakan perempuan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan termasuk dalam hal pengambilan keputusan;

5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan garam rakyat;
6. Menginisiasi, memberdayakan, dan meningkatkan peranan korporatisasi
(Koperasi/Badan Usaha Milik Desa/BUMDes) garam rakyat di tingkat desa.

Kabupaten Sumba Timur memiliki panjang garis pantai sepanjang 433,6 km
dan potensi sumber daya perikanan yang cukup besar baik perikanan tangkap
maupun perikanan budidaya dengan sejumlah potensi lain yang dapat
dikembangkan antara lain, penambangan garam, pasir kwarsa, budidaya air payau,
dengan tingkat pemanfaatannya sangat rendah. Dengan tiga rejim tersebut di atas,
maka lama bulan hujan per tahun berlangsung 3 — 4 bulan degan suhu antara
28,8°C-31,4°C. Hal ini memungkinkan Kabupaten Sumba Timur dapat dijadikan
lokasi potensial untuk pengembangan usaha garam rakyat.

Kabupaten Sumba Timur memiliki lahan potensial seluas 1.111 Ha yang
tersebar pada 11 Kecamatan dengan 21 desa untuk pengembangan usaha garam
rakyat dengan luas lahan prioritas 528 Ha. Dart luas lahan prioritas, banyak yang

belum dimanfaatkan, luas lahan yang sudah dimanfaatkan kurang lebih 28 Ha.
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Usaha garam rakyat yang selama ini di geluti masyarakat Sumba Timur
hanya sebatas usaha sampingan untuk mengisi kekosongan di kala musim
kemarau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan usaha ini dilakukan
secara pribadi oleh masyarakat nelayan dengan hasil produksi yang sangat minim
yang bisa dijual ke pasar tradisional, atau ditukar dengan bahan makanan pokok
(barter), hal ini menyebabkan masyarakat tidak pernah memiliki modal usaha. Di
Kabupaten Sumba Timur petani garam terdiri dan dua kelompok yaitu :

I. Kelompok pemasak garam masih menggunakan sistem tradisional dengan cara
pengumpulan tanah garam kemudian tanah garam tersebut dilarutkan dengan
air laut dalam wadah saringan (nindi) dan air hasil saringan tersebut dimasak
dengan suhu tertentu sampai menghasilkan kristal garam dengan
menggunakan bahan bakar kayu. Kristal-kristal garam tersebut kemudian
ditiriskan/dikeringkan untuk mendapatkan kristal garam yang siap di
konsumsi.

2. Kelompok petambak garam adalah kelompok masyarakat petambak garam
sendiri juga kelompok petambak garam yang kegiatannya dibiayai oleh pabrik
garam milik pemerintah daerah. Kelompok petambak ini mengelola tambak
dengan sistim sistem tambak garam modern atau standar

Di Kabupaten Sumba Timur, dalam memproduksi garam lebih didominasi
oleh kelompok pemasak garam dimana kelompok pemasak garam tersebar pada
wilayah sentra produksi garam yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Proses
pembuatan garam masak membutuhkan biaya yang cukup besar dengan siklus
produksi yang panjang, namun kegiatan ini hanya bersifat musiman atau

sampingan karena pada musim hujan salinitas air laut menurun dan sulit
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mendapatkan kayu bakar yang kering, pemasak garam akan bertani dan
mengerjakan pekerjaan lain pada musim hujan. (Pahadang Manjoru, 2013)

Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa pembuatan garam masak
sangat membutuhkan modal, tenaga, sarana dan prasarana yang memadai. Sarana
dan prasarana yang selama ini di gunakan oleh pemasak tidak mampu bertahan
lama, dimana alat masak hanya bisa digunakan selama 3 - 4 bulan. Alat masak
yang selama ini digunakan adalah drum bekas yang tidak tahan karat dan tidak
higienis. Dalam proses produksi, pemasak garam dapat memperoleh garam masak
setiap hari kurang lebih 50-100 kg dengan periode masak 2 kali sehari.

B.1.2. Organisasi dan Tugas Pokok Pengelolaan PUGAR

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR), maka dalam pelaksanaannya kedudukan dan peran Organisasi
pengelola Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) menjadi sangat penting.
Urgensi organisasi pengelolaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
terfokus peda upaya pembinaan, pendampingan serta penguatan kapasitas
petambak dan pemasak garam pelaksana Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) ditingkat lapangan, termasuk keberadaaan pendamping ditingkat
lapangan.

Adapun organisasi pengelola Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur terdiri atas :

1. Dinas Kabupaten
Kepala Dinas
Dinas Kabupaten terdiri atas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan tim

teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Kepala Dinas
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Kabupaten/Kota bertindak sebagai penanggung jawab operasional PUGAR serta
melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan PUGAR di tingkat
Kabupaten.

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Kepala

Dinas mempunyai tugas :

1. Menetapkan Tim Teknis dan Tenaga Pendamping melalui Surat Keputusan
Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

2. Menetapkan KUGAR dan Koperasi penerima BLM;

3. Melakukan sosialisasi, publikasi, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan;

4. Menyalurkan BLM;

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kabupaten/kota;

6. Melibatkan secara aktif pemangku kepentingan yang terkait dengan upaya
pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan unsur masyarakat;

7. Melakukan optimalisasi peran serta kelembagaan sosial, budaya dan ekonomi
masyarakat lokal dalam mendukung kegiatan PUGAR,;

8. Melibatkan secara aktif petambak garam rakyat, pengolah serta pelaku usaha
garam rakyat lainnya yang terdiri atas Asosiasi Petambak Garam,Tokoh
Masyarakat, Koperasi maupun lembaga terkait yang memiliki peran dalam

pemberdayaan usaha garam rakyat;
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9. Mengoptimalkan peran Tenaga Pendamping dan Ketua Kelompok sebagai
fasilitator sekaligus motivator dalam proses perencanaan partisipatif,
pelaksanaan, dan pelaporan serta melakukan sosialisasi kepada pihak terkait;

10. Menerapkan upaya pemberdayaan dengan pola bottom up, sehingga jenis
kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran di
setiap wilayah secara konsisten dan berkelanjutan;

11. Melakukan pembinaan dan pengendalian untuk mencapai tujuansasaran, dan
indikator keberhasilan PUGAR;

12. Bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan PUGAR.

Tim Teknis

Tim Teknis dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala
Dinas Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan
keanggotaan terdiri atas unsur Sekretanat Daerah dan SKPD yang membidangi
urusan pergaraman, serta dinas terkait lainnya, antara lain Pekerjaan Umum,
Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perdagangan, Koperasi
dan UKM, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat serta unsur lain yang dianggap
perlu, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Tim Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur
dibentuk oleh Kepala Dinas KP yang terdiri dani S orang yang berasal dan SKPD
terkait. Tim Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) terdiri atas 2
orang dari Dinas kelautan dan Penikanan, Dinas PU 1 orang, Dinas Perindag 1
orang dan Dinas Koperasi UKM 1 orang. Tugas tim teknis yaitu :

I. Melakukan verifikasi terhadap calon penerima BLM PUGAR,

2. Melakukan seleksi dan verifikasi RUB KUGAR;
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3. Mengusulkan calon KUGAR dan Koperasi PUGAR (bagi yang belum
menetapkan) sebagai penerima BLM kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota
selaku KPA;

4. Memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan PUGAR;

Koperasi/BUMDES

Koperasi berasal dari koperasi LEPP-M3 atau Koperasi Perikanan, atau
koperasi garam atau koperasi lainnya yang bergerak di bidang usaha pergaraman
dengan kualifikasi koperasi sehat, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur. Koperasi ini menerima bantuan PUGAR
berupa gudang dan/atau UPG untuk dikelola bagi kebutuhan petambak. Tugas
dari Koperast/BUMDES adalah :

1. Mendata semua KUGAR yang menjadi anggota koperasi di wilayahnya
masing-masing;

2. Mengelola dan memelihara gudang dan atau UPG;

3. Membantu KUGAR dalam memenuhi kualitas garam untuk keperluan resi
gudang;

4. Memfasilitasi pengolahan dan pemasaran garam dengan dunia usaha;

5. Memfasilitasi pembiayaan KUGAR

Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping PUGAR diutamakan dari Tenaga Pendamping pada
kegiatan PUGAR sebelumnya yang dinilai berkinerja baik. Tenaga pendamping

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) terdiri atas 2 orang dengan

tugasnya adalah :

1. Mengidentifikasi, dan menyeleksi calon penerima BLM;
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2. Membantu Tim Teknis dalam melakukan verifikasi calon penerima BLM;

3. Menyusun rencana dan melakukan pendampingan dalam penyusunan RUB,
proses pencairan dana BLM dan menyusun laporan hasil pemanfaatan BLM;

4. Melakukan pendampingan teknis produksi dan pengolahan garam;

5. Mencatat data lahan, produksi, dan stok garam PUGAR dan non PUGAR,
pengelolaan administrasi kelompok, pencatatan pemanfaatan BLM, dan
penjualan/pemasaran hasil produksi garam,;

6. Menyusun laporan tertulis perkembangan pelaksanaan kegiatan pendampingan
kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Ditjen KP3K
dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setiap bulan paling lambat laporan

disampaikan pada tanggal S bulan berikutnya.

[

. Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR)

Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) ditetapkan dengan Surat
keputusan kepala Dinas Kalautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur.
Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR). Penentuan lokasi PUGAR dilakukan
dengan memperhatikan kritenia lokasi meliputi:

1. Tempat kegiatan produksi garam rakyat;
2. Diutamakan lokasi yang telah sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZ-WP3K);
3. Lokasi lahan tahun sebelumnya dan/atau lokasi baru dengan memperhatikan
potensi lahan untuk usaha garam sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di
Kabupaten Sumba Timur melibatkan 24 KUGAR yang terdin atas 16 kelompok

petambak dengan anggota sebanyak 155 dan 8 kelompok perebus dengan anggota
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sebanyak 64 orang yang tersebar pada beberapa lokasi pengembangan seperti
tercantum pada Tabel 4.2. di bawah ini

Tabel 4.2. Jumlah KUGAR, Jumlah Anggota dan Lokasi

No | Jumah Jumlah Jenis Usaha Lokasi
KUGAR | Anggota Kecamatan/Desa/
KUGAR Kelaurahan
1. 4 39 Petambak garam | Pandawai (Watumbaka)
2. 6 56 Petambak garam | Pandawai (Kawangu)
3] 6 | 60 Petambak garam | Rindi (Kayuri)
4. 4 32 Perebus garam Kanatang (Temu)
5. 1 8 Perebus garam Haharu (Rambangaru)
6. 2 16 Perebus garam Haharu (Kadahang)
7. 1 8 Perebus garam Umalulu (Patawang)

" Sumber : DKP Kab. Sumba Timur, Laporan Pugar Sumba Timur 2013

B.2. Proses Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Di Sumba Timur

Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan salah
satu strategi pencapaian swasembada garam nasional oleh Pemerintah dengan
tujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat melalui
implementasi teknologi geomembran, dan Teknologi Ulir Filter (TUF), dan Unit
Pengolahan Garam (UPG), meningkatkan pendapatan petambak garam rakyat dari
tahun pertama pelaksanaan kegiatan PUGAR; menguatkan usaha KUGAR dengan
memfasilitasi  kemitraan/jejaring usaha dan pemasaran garam rakyat;
Memberdayakan perempuan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan termasuk dalam hal pengambilan keputusan; mengoptimalkan sarana
dan prasarana produksi dan pengolahan garam rakyat; menginisiasi,
memberdayakan, dan meningkatkan peranan korporatisasi (Koperasi/Badan

Usaha Milik Desa/BUMDes) garam rakyat di tingkat desa.
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Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat di Sumba Timur,
maka terdapat aspek-aspek tinjauan penelitian dimana kesemua aspek tersebut
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian terhadap keberhasilan
pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) berdasarkan Pedoman Teknis
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Aspek-aspek tersebut adalah :

1. Aspek Input
1.1 Dana BLLM Pugar

Dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) merupakan sisi perkuatan modal bagi Kelompok Usaha Garam
Rakyat (KUGAR) yang substansinya adalah untuk meningkatkan kemampuan
usaha garam rakyat di wilayah pengembangan pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat itu sendiri. Dalam Pedoman teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) dijelaskan bahwa Bantuan [Langsung Masyarakat yang selanjutnya
disingkat BLM adalah dana bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan kepada KUGAR atau Gabungan KUGAR yang bertujuan
untuk meningkatkan pengembangan usaha garam rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa salah satu kelemahan usaha
garam rakyat di Kabupaten Sumba Timur adalah lemahnya kapasitas usaha garam
rakyat dari sisi permodalan, salah satu diakibatkan oleh kurangnya modal usaha
dalam pengelolaan garam rakyat. Kondisi ini diperjelas oleh salah satu anggota
yaitu AS dari kelompok Temu dalam wawancara (27/10/2014) :

Kalau usaha garam rakyat ibu, memang selalu berjalan dan dilakukan setiap hari. Hanya
saja bentuknva masith sangat kecil dan produksinva kecil juga. Itu semuanva karena
masyvarakat sendiri kurang punya modal untuk membeli peralatan yang memadai untuk
pengelolaan garam rakyat. Untung saja sekarang pemernntah untuk memperhatikan modal
usaha garam bu, jadi sekarang usaha garam rakvat sudah mulai berkembang.
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Gambaran kondisi permodalan di atas memberikan bahwa tidak mungkin
dipungkiri bahwa aspek pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan
usaha garam rakyat, bukan semata masyarakat di dorong untuk berkinerja dalam
pengelolaan usahanya, tetapi juga motivasi bagi masyarakat untuk secara kontinue
mengelola garam rakyat, salah satu melalui dukungan permodalan menjadi faktor
kuat yang berpengaruh terhadap variable keberhasilan dalam pemberdayaan usaha
garam rakyat.

Kondisi permodalan masyarakat dalam usaha garam rakyat sangat
memprihatinkan. Kondisi tersebut tentunya berimbas pada pemanfaatan peralatan
pengelolaan garam rakyat yang cenderung sangat tradisional yang mengakibatkan
nilai produksi garam rakyat sangat rendah, jika dibandingkan dengan potensi
garam rakyat di Kabupaten Sumba Timur. Perkuatan akan kondisi permodalan di
atas sebagaimana yang di ungkapkan oleh HHN anggota Kelompok Harui Lapa
Milla dalam wawancara (5/11/2014) :

Potensi garam disini sangat banyak bu, itu sekarang hanya untuk sekedar kebutuhan hidup
saja lalu kita ambil. Padahal tanah garam disini sangat berisi dan bagus kalau kita masak.
Sayangnya waktu itu kan kita tidak punva modal untuk bel: peralatan yang baik.

Pernyataan anggota KUGAR di atas menunjukan bahwa keperluan akan
modal menjadi faktor penting dalam pengelolaan garam rakyat di Kabupaten
Sumba Timur, karena potensi garam yang ada sangat besar dan produktif. Bukan
hal yang mustahil bahwa penetapan Kabupaten Sumba Timur sebagai basis
pengembangan garam rakyat karena potensi garam yang menjanjikan dan hal
tersebut perlu dukungan permodalan bagi masyarakat untuk mengembangkan
potensi garam tersebut dengan dukungan peralatan yang memadai.

Urgensi faktor permodalan tersebut di atas telah menjadi perhatian

pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang dimulai
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sejak tahun 2011, dengan adanya pos bantuan langsung masyarakat yang

dialokasikan dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) disamping

beberapa kegiatan penguatan kapasitas lainnya. Hasil penelitian menunjukan

bahwa jumlah dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam Pemberdayaan Usaha

Garam Rakyat (PUGAR) tahun 2013 telah mencapai Rp. 320.000.000 pemasak

garam, dengan rincian perkelompok sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah dana Bantuan Langsung Masyarakat PUGAR
Tahun 2013 di Kabupaten Sumba Timur

No Nama Kelompok Pemanfaatan Dana BLM | Jumlah BLM
Kecamatan/ Desa (Rp,-)
i Temu Tangki masak stainless | 40.000.000
Kec. Kanatang/ Kel. Temu steel, kereta, karung
2 Kanatang Tangki masak stainless 40.000.000
Kec. Kanatang/ Kel. Temu steel, kereta, karung
3 Himbu Lun Tangki masak stainless 40.000.000
Kec. Kanatang/ Kel. Temu steel, kereta, karung
4 Harui Lapa Mila Tangki masak stainless 40.000.000
Kec. Kanatang / Kel. Temu steel, kereta, karung
5 Rambangaru Tangki masak stainless 40.000.000
Kec. Haharu/ Desa Rambangaru | steel, kereta, karung
6 Bunga Karang Tangki masak stainless 40.000.000
Kec. Haharu / Desa Kadahang steel, kereta, karung
7 Marengga Monung Tangki masak stainless 40.000.000
Kec. Haharu / Desa Kadahang steel, kereta, karung
8 Padamu Tangki masak stainless 40.000.000
Kec. Umalulu /Desa Patawang steel, kereta, karung

Sumber : DKP Kab Sumba Timur, Laporan Pugar Sumba Timur 2013

Gambaran pada tabel 4.3 di atas menunjukan bahwa faktor permodalan

sangat berpengaruh kuat terhadap meningkatnya produktifitas. Arti semakin besar

modal usaha bagi usaha garam rakyat maka akan semakin besar tingkat

produktifitasnya. Hipotesis

kelompok Bunga Karang Garam Rakyat dalam wawancara (12/11/2014) :
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Modal yang diperoleh sangat membantu anggota bu. Sava sering ingatkan kepada anggota
bahwa modal yang diberikan itu bukan untuk dipakai habis, tetapi digunakan untuk
pembelian peralatan pendukung pengolahan garam. Jangan kalian salah mengerti bahwa itu
bantuan cuma-cuma dari pemerintah, tetapi dimaksud untuk membantu pemasak garam
memberikan peralatan pengolahan garam agar produksi garam meningkat. Kalau produksi
garam meningkat, maka pendapatan juga akan meningkat.

Pemyataan ketua kelompok tersebut di atas menunjukan bahwa telah ada
pemahaman yang baik dari kelompok dalam pengelolaan pemberdayaan usaha
garam rakyat. Arti masyarakat diberikan Bantuan Langsung Masyarakat itu bukan
bantuan sosial yang dipakai habis secara konsumtif, tetapi dimanfaatkan untuk
membesar aset berupa peralatan pendukung pengolahan garam rakyat, agar
dengan peralatan tersebut masyarakat mampu meningkatkan produksi garam dan
pada ahimya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.2 Sumberdaya Daya Manusia dan Kapasitas Garam Rakyat

Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam
realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika kini
pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan
posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan
menjadi subyek pembangunan. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam
pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi
pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. (Sutoro Eko, 2004)

Masyarakat dalam konteks kebijakan Sumberdaya Manusia yang memilki
potensi akal, pikiran dan motivasi. Rujukan terhadap persoalan sumberdaya
manusia tentunya pada kebutuhan mereka harus dipenuhi, baik ekonomi, sosial
maupun kemasyarakatan. Demikian pula Sumberdaya manusia dalam kebijakan

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
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Sumberdaya manusia dalam konteks Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) adalah masyarakat dan pengelola Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
ditingkat lapangan yang disebut subjek pembangunan. Masyarakat yang dimaksud
adalah petambak dan pemasak garam yang sehari-hari melakukan pengolahan
garam rakyat guna meningkatkan pendapatan. Pekerjaan pengolahan garam
merupakan pekerjaan utama sesuai dengan kriteria Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR).

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), maka
petambak dan pemasak garam dikelompokan dalam bentuk Kelompok Usaha
Garam Rakyat (KUGAR) yang ditetapkan berdasarkan atas hasil verifikasi dan
seleksi, baik administrasi, wilayah jangkauan maupun loyalitas dalam pelaksanaan
kegiatan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR). Berdasarkan hasil penelitian
menunjukan bahwa bahwa dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur, jumlah masyarakat yang
terlibat dalam Kelompok Usaha Garam Rakyat sebanyak 64 orang yang terpilah
dalam masing-masing Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) pada 3 wilayah
kecamatan dan 8 kelurahan/desa. Data yang menujukan hal tersebut sebagai
tergambar dalam tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4. Nama KUGAR, Jumlah Anggota dan Wilayah Domisili

No: NamaKUGAR Jumlah Wilayah Domusili
Anggota
1 Temu 8 Kec. Kanatang/ Kel. Temu
2 Kanatang 8 | Kec. Kaﬁatﬁng/ Kel. Temu
3 Himbu Luri 8 Kec. Kanatang/ Kel. Temu
4 Harui Lapa Mila 8 Kec. Kanatang / Kel. Temu
5 Rambangaru 8 Kec. Haharu / Desa Rambangaru
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6 i Bunga Karang 8 Kec. Haharu / Desa Kadahang
7 1 Marengga Monung 8 Kec. Haharu / Desa Kadahang
L8 Padamu 8 Kec. Umalulu / Desa Patawang

Sumber : DKP Kab. Sumba Timur Laporan Pugar 2013:

Dari gambaran tabel 4.4 di atas menunjukan bahwa penyebaran Kelompok
Usaha Garam Rakyat (KUGAR) telah menjangkau beberapa Kecamatan yang
potensial dalam pengelolaan garam rakyat. Penyebaran Kelompok Usaha Garam
Garam Rakyat (KUGAR) tersebut tentunya didahului oleh adanya identifikasi
potensi garam serta tingkat partisipasi masyarakat. Sesuai pernyatan AS anggota
kelompok Temu dalam wawancara (27/10/2014) :

Memang sejak dahulu keluarga saya sudah memasak garam untuk dijual di pasar bu.
Awalnya dari Dinas Perikanan datang melihat potensi garam vang ada, karena ada Program
Pemerintah yvang mau turun di sini. Saya tanva program apa pak, katanya Program
PUGAR. Pada saat itulah kami diajak untuk masuk kelompok garam dan mendapat
sosialisasi dari pemerintah.

Fakta di atas telah menggambarkan bahwa pelibatan masyarakat dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bukan karena faktor target
program secara kuantitas, tetapt dari sisi kualitas Sumberdaya Manusia yang
dimaksud lebih pada ketersediaan potens: dimana masyarakat itu berada, juga
karena faktor partisipasi masyarakat yang telah melakukan pengolahan garam
rakyat dalam konteks sebuah peristiwa. Artinya masyarakat dilibatkan dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) karena potensi dan
pengalamannya dalam pengelolaan usaha garam rakyat. Fakta itu juga diperkuat
oleh pernyataan pendamping Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR), AUN dalam wawancara (01/11/2014) :

Pelibatan masyarakat PUGAR bukan hanya karena sasaran masyarakat miskin bu, tetapi
dilihat juga wilayah tersebut ada potenst garam atau tidak. Disamping itu masyarakat yang
dilibatkan adalah masvarakat vang memang mau berpartisipasi dalam PUGAR. Ada juga
masvarakal vang tidak masuk dalam PUGAR karena motivasi pribadi dan tidak
berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Garam Rakyvat (KUGAR).
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Kami tidak bisa paksakan mereka, karena ini pemberdayaan yang harus didasarkan atas
inisiatif, prakarsa dan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Dari pendapatan pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) di atas jelas bahwa pelibatan masyarakat tentunya didasarkan atas
kriteria yang telah ditetap pada Dedoman Teknis Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Kriteria tersebut adalah sebagai
berikut :

1. Petambak dan atau pengolah garam rakyat yang berdomisili di wilayah
setempat yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga, atau Surat
Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan;

2. Apabila petambak atau pengolah garam rakyat berdomisili diwilayah lain dari
kegiatan usahanya, maka diwajibkan calon penerima BLLM memiliki surat
keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ada kegiatan usaha
garam rakyat di desa tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah
setempat;

3. Bagi calon penerima BLM baru wajib memiliki surat keterangan sebagai
petambak garam rakyat (pemilik penggarap/penyewa penggarap/penggarap
bagi hasil/mantong) pengolah atau perebus garam yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat, sedangkan calon penerima
BLM lama tidak disyaratkan dokumen tersebut, tetapi menggunakan dokumen
tahun sebelumnya;

4. Pemilik penggarap lahan yang memiliki luas lahan maksimal 1 (satu) hektar
menjadi prioritas utama. Untuk pemilik penggarap lahan yang memiliki luas

lahan maksimal 5 (lima) Hektar, hanya didanai maksimal 1 (satu) hektar,
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dibuktikan dengan dokumen kepemilikan dan penggarap lahan yang diketahui
oleh Kepala Desa/Lurah setempat;

5. Setiap anggota KUGAR maksimal mendapatkan BLM hanya untuk
pengembangan produksi seluas 1 (satu) hektar;

6. Penyewa penggarap memiliki surat bukti sewa lahan yang diketahui oleh
Kepala Desa/Lurah setempat dan pemilik lahan;

7. Penggarap bagi hasil yang dibuktikan dengan surat perjanjian antara
penggarap dengan pemilik lahan atau penggarap penyewa lahan dan diketahui
Kepala Desa/Lurah setempat;

8. Melakukan kegiatan produksi perebusan garam di wilayah pesisir,yang
dibuktikan dengan surat keterangan sebagai pelaku usaha produksi garam
dengan perebusan dari kepala Desa/Lurah setempat bagi penerima BLM baru;

9. Melakukan usaha produksi garam skala rumah tangga/pekarangan di wilayah
pesisir, dibuktikan dengan surat keterangan sebagai pelaku usaha produksi
garam dari kepala Desa/Lurah setempat bagi penerima BLM baru;

10. Anggota KUGAR berjumlah 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) orang;

11. Anggota KUGAR menjadi anggota koperasi dan atau BUMDES;

12. Untuk petambak garam pemula, mempunyai pengalaman sebagai petambak
garam minimal | (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan darn
Kepala Desa/Lurah setempat (Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pedoman
Teknis PUGAR 2013).

Dari keselurahan penjelasan di atas menunjukan bahwa keberadaan

Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Garam

Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur telah melibatkan masyarakat secara
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selektif dengan pertimbagan 1) Tempat kegiatan produksi garam rakyat; 2)
Diutamakan lokasi yang telah sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (RZ-WP3K) dan Lokasi lahan tahun sebelumnya dan/atau
lokasi baru dengan memperhatikan potensi lahan untuk usaha garam sesuai
dengan kebijakan pemerintah daerah. Artinya tidak didasarkan atas kepentingan
pemberdayaan masyarakat miskin saja, tetapi masyarakat miskin yang mau
berusaha yang sesuai dengan potensi ada diwilayahnya.

Eksistensi sumberdaya manusia dalam konteks Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) tentunya harus dimaknai bentuk perkuatan, pengkapasitasan
dan pemberdayaan itu sendiri. Konsepsi ini bukan lahir karena adanya masyarakat
miskin yang terlibat dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), tetapi
karena justru urgensi sumberdaya manusia itu sendiri yang menjadi penggerak
utama berhasil atau tidaknya Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Pemaknaan terhadap eksistensi Sumberdaya manusia dalam Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di atas tentunya merujuk pada persoalan bahwa
masyarakat miskin dilibatkan dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) bukan karena dia tidak mampu menghidupi dirinya dari sisi
pendapatannya semata, tetapi dalam konteks int masyarakat harus diberikan
kapasitas, pemahaman dan pengertian yang mendalam tentang arti penting
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Disinilah fungsi pendamping
selaku motor penggerak secara teknis dari Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) ditingkat lapangan. Pernyataan ini didukung oleh LJB ketua Kelompok
Himbu Luri dalam wawancara (03/11/2014) :

Masyarakat tidak bisa dibiarkan sendiri memahamt PUGAR bu Sejak dulu masyarakat
sudah tahu cara masak garam bu. ... tetapi masak garam yang dilakukan secara tradisional
yang tidak memungkinkan meningkatkan pendapatan masyarakat.
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Jika pemerintah menginginkan meningkatnya produksi garam kami, maka bukan hanya
modal saja yang dibantu, tetapi kirim orang untuk mendampingi kami agar teknis masak
garam yang produktif itu dapat kami peroleh.

Pemyataan tersebut mengambarkan titik sentral pemberdayaan masyarakat

dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah keberadaan

pendamping ditingkat lapangan. Menjadi hal yang wajar jika keberadaan

pendamping dalam artian harafiah pemberdayaan adalah Prime Mover

(Penggerak keluar) yang secara kontinyu memanfaatkan pengetahuannya untuk

membimbing masyarakat kearah kinerja yang produktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan tenaga

pendamping ditingkat lapangan masih belum memadai. Penetapan tenaga

pendamping yang ada masih belum secara proporsional menjangkau wilayah-

wilayah pengembangan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Data

yang menunjukan hal tersebut tergambar dalam tabel 4.5. sebagai berikut :

Tabel 4.5. Pendamping, Tugas,Wilayah,dan Kelompok Dampingan

Nama ‘ Tugas Wilayah Dampingan Jumlah KUGAR yang
No ! pendamping | Pendamping (Kec/desa/kel) didamping
1 : Arwadi Pendamping | - Haharu  (Kadahang, | 24 KUGAR, terdiri dari :
Taloim, S.Pi { Teknis Rambangaru), - 16 kelompok petambak
1 ? - Kanatang (Temu), (155 orang)
]4 - Pandawai (Kawangu, | - 8 kelompok perebus
Watumbaka), (64 orang)
‘ - Umalulu (Patawang),
{ - Riundi (Kavuri)
2 I Askar  Unha 1 Pendamping | - Haharu  (Kadahang, | 24 KUGAR, terdiri dari :
Njanji, S Pi { Kelembagaan Rambangaru), - 16 kelompok petambak
| - Kanatang (Temu), (155 orang)
- Pandawai (Kawangu, | - 8 kelompok perebus
Watumbaka), (64 orang)
- Umalulu (Patawang),
- Rindi (Kayuri)

Sumber : DKP Kab.
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Dari gambaran tabel 4.5. di atas terlihat bahwa keberadaan pendamping
yang tidak proporsional tersebut praktis akan berdampak pada rendahnya
intensitas dampingan. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa dengan
banyaknya kelompok dampingan yang didampingi oleh 2 (dua) orang tenaga
pendamping yaitu 1 (satu) orang Pendamping Teknis dan 1 (satu) orang
Pendamping Kelembagaan, maka tingkat pendampingan, pembinaan, evaluasi
terhadap kinerja kelompok akan sangat rendah. Kondisi ini menyebabkan
rendahnya kinerja masyarakat dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR).

1.3 Ketersediaan Instrumen Pendukung Pugar

Pembangunan ekonomi nasional berbasis kelautan dan perikanan baik
secara langsung maupun tidak langsung, termasuk program Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) akan berdampak pula pada upaya percepatan
peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan dan peningkatan kesempatan
kerja, sehingga pada akhirmya dapat turut mengurangi angka kemiskinan
(Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, Penmen Kelautan dan Perikanan RI,
Nomor 10/Permen KP/ 2014).

Rumusan Peraturan Menteri KP RI tersebut memberikan makna bahwa
pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan
melalui Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bertujuan memberikan
perkuatan bagi masyarakat untuk mampu mandiri dalam meningkatkan
pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan. Perkuatan itu bukan sekedar
diukur dari target berapa dana BLM yang disampaikan kepada masyarakat, tetapi

diukur dari seberapa banyak masyarakat yang mandiri dan terlepas dari kondist
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kemiskinan karena adanya dukungan pemerintah agar mereka dapat bekerja dan
berusaha. Titian dari pernyataan ini adalah apakah modal usaha yang diberikan
kepada masyarakat di gunakan untuk mengadakan peralatan pendukung dalam
pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Pertanyaan tersebut di atas menarik untuk dijawab, karena fenomena
bantuan langsung masyarakat yang selama ditawarkan kepada masyarakat
cenderung disalah artikan pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Bahwa keinginan
baik pemerintah untuk memberdayakan masyarakat patut di hargai, tetapi apakah
pemanfaat program mampu menterjemahkan pemberdayaan itu untuk
meningkatkan pendapatannya, hal itu yang menjadi persoalan dalam setiap
program pemberdayaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR), dana Bantuan Langsung Masyarakat di salurkan kepada
Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) untuk digunakan dalam pengadaan
sarana pendukung pengolahan garam rakyat. Data yang menunjukan hal tersebut

adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6. Jumlah Dana BLM, Jenis Peralatan dan
Tingkat Penyerapan Dana BLM Tahun 2013

No | Nama KUGAR Jumlah Jenis Peralatan Tingkat
Dana BLM penyerapan
(Rp.) %
1 Temu 40.000.000 Tangki masak stainless 100
steel, kereta, karung
2 Kanatang 40.000.000 Tangki masak stainless 100
steel, kereta, karung
3 Himbu Lurni 40.000.000 Tangki masak stainless 100 .
steel, kereta, karung |
4 Harut Lapa 40.000.000 Tangki masak stainless 100
Mila steel, kereta, karung
5 Rambangaru 40.000.000 Tangki masak stainless 100
steel, kereta, karung
6 Bunga Karang 40.000.000 Tangki masak stainless 100
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steel, kereta, karung

7 Marengga 40.000.000 Tangki masak stainless 100
Monung steel, kereta, karung
8 Padamu 40.000.000 Tangki masak stainless 100

steel, kereta, karung
Sumber : DKP Sumba Timur : Laporan PUGAR 2013

Dari gambaran tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana
Bantuan langsung Masyarakat (BLM) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) telah dimanfaatkan oleh Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR)
untuk pengadaan peralatan pendukung pemasak garam rakyat.

Pemanfaatan 1ni sudah sesuai dengan Pedoman Teknmis pelaksanaan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dimana Dana BLM
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) digunakan untuk memperkuat
kapasitas peralatan pengolahan garam rakyat. Jika dilihat dari gambaran tabel 4.6
di atas maka salah satu aspek tinjauan atau perhatian adalah adanya penyerapan
dana BLM Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Dalam kondisi ini
berdasarkan atas pernyataan KA sekertaris kelompok Padamu dalam wawancara
(17/11/2014)

Dana PUGAR vyang diterima kelompok digunakan untuk mengadakan peralatan
pengolahan garam bu. Itu sudah sesuai dengan petunjuk pendamping, dan itu sesuai
petunjuk Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR) untuk pengadaan peralatan pendukung
pengolahan garam rakyat sudah semestinya dilakukan oleh kelompok Usaha
Garam Rakyat (KUGAR), namun mestinya diperhatikan bahwa pemanfaatan itu
harus terjadwal dan teralokasi dengan baik sehingga tingkat penyerapan dana
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

(PUGAR) sesuai dengan kebutuhan Kelompok Usaha Garam Rakyat.
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2. AspekOuput
Output Umum
2.1. Jumlah kelompok Pemanfaat
Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial,
material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan
ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang
memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan
kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah
tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004).
Rumusan kesejahteraan oleh Rambe di atas tentunya dapat diterjemahkan
bahwa kesejahteraan bukan secara individual, tetapi secara menyeluruh. Dalam
sebuah program, maka ukuran yang dapat menjangkau hasanah kesejahteraan
semua orang adalah kelompok masyarakat. Dalam Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) Kelompok masyarakat yang dimaksud adalah kelompok
pemanfaat bantuan langsung masyarakat atau yang disebut sebagai Kelompok
Usaha Garam Rakyat (KUGAR). Adapun KUGAR seperti tersebut seperti pada
Tabel 4.7 di bawah 1m

Tabel 4.7 Jumlah dan Jumlah Anggota Per Kecamatan/desa/kelurahan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)

No Kecamatan/Desa/ Jumlah Jumlah Anggota Luas Lahan
Kelurahan Kelompok *) pengambilan tanah garam
1. Haharu
- Kadahang 2 Kugar 16 anggota 2 Ha
- Rambangaru 1 Kugar 8 anggota 1 Ha
2 Kanatang
- Temu 3 Kugar 24 anggota 3 Ha
3 Umalulu
- Patawang I Kugar 8 anggota 1 Ha

Sumber : DKP Kab. Sumba Timur, Lap PUGAR 2013
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Dari Gambaran tabel 4.7 di atas terlihat bahwa Kelompok pemanfaat
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur
berada pada 3 Kecamatan yang memiliki potensi pengembangan usaha garam
rakyai. Penentuan kelompok tersebut tentunya telah didasarkan atas kriteria yang
telah ditetapkan dalam Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR). Berkenaan dengan eksistensi kelompok pemanfaat tersebut, MMY,
Ketug kelompok Marengga Monung dalam wawancara (14/11/2014) :

Penentuan kelompok itu, kami yang ada dalam kelompok itu semuanya berasal dari satu
kelurahan yang sama. Memang petunjuknya demikian bu, satu kelompok terdiri atas 8
orang anggota yang semua berusaha garam bu. Yang bantu pembentukan kelompok
dilakukan oleh Dinas kelautan sesuai dengan tahapan verifikasi, semua keberadaan
kelompok termasuk kelayakan kelompok itu dinilai oleh Dinas kelautan.

Bertitik tolak dari pernyataan ketua Kelompok Marengga Monung di atas
jelas bahwa pembentukan kelompok dilakukan berdasarkan atas hasil verifikasi
Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat lapangan. Artinya pembentukan
kelompok bukan sekedar memenuhi persyaratan adanya kelompok, tetapi
diadakan berdasarkan kriteria kelompok pemanfaat sebagai yang tercantum
dalam Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Dengan
demikian substansi kelompok pemanfaat dalam Pemberdayaan (Jsaha Garam
Rakyat (PUGAR) lebih pada pemahaman teknis Dinas kelautan dan Perikanan
tentang kriteria penetapan kelompok dan kelayakan dalam pembentukan
kelompok pemanfaat dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan AT selaku pendamping teknis dalam

wawancara (01/11/2014) :

Penetapan KUGAR dilakukan atas dasar ketentuan/kriteria penetapan kelompok.
Pembentukan kelompok bukan atas keinginan masyarakat bu... tetapi berdasarkan
kelayakan berkelompok, termasuk dalam penentuan anggota kelompok itu sendiri. Kita
tidak menerima anggota kelompok yang pekerjaan bukan petambak atau pemasak garam.
Anggota yang diterima itu disamping karena adanya Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
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(PUGAR) dengan kriteria yang telah ditetapkan juga karena pengalaman usaha dari
anggota itu sendini.

Pemyataan Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
tersebut menunjukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kelompok tentunya
ada ukurannya, bukan karena posisinya selaku masyarakat miskin. Kriteria yang
ditetapkan dalam penetuan kelompok dan anggota kelompok lebih berorientasi
pada tujuan program serta pengalaman usaha yang ada pada anggota kelompok,
bukan karena semata mereka disebut sebagai masyarakat miskin.

2.2. Partisipasi Umum

Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam menumbuhkan
kemandirian dan proses pemberdayaan. (Hikmat,2004), menjelaskan bahwa
pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam
rangka pencapaian program pemberdayaan guna meningkatkan ekonomi suatu
masyarakat. Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh dua
(2) faktor, yaitu 1). Faktor internal, vaitu faktor dari dalam komunitas yang
berpengaruh dalam partisipasi masyarakat, yang meliputi usia, jenis kelamin,
tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan, pendapatan, jenis pekerjaan dan
jumlah anggota rumah tangga, keterlibatan dalam kegiatan proses
pembangunan.(2) Faktor eksternal, yaitu stakeholder, dalam hal ini semua pihak
yang berkepentingan dan yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan terhadap
pelaksanaan pemberdayaan.

Konsepsi partisipasi di atas tentunya merujuk pada persoalan apakah
masyarakat akan bertindak sebagai subjek atau objek pemberdayaan. Hakekad
inilah yang sebenar menjadi titian kuat bagi pemberlakuan pemberdayaan disetiap

sudut negeri ini. Partisipasi bukan dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam
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program pemberdayaan sebagai objek, tetapi lebih dan itu keterlibatan masyarakat
yang berpengaruh pada keberhasilan program pemberdayaan, termasuk partisipasi
masyarakat dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten
Sumba Timur.

Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) lebih diarahkan pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
kegiatan, salah satunya dalam penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB).
Proses ini penting artinya karena keputusan yang diambil harus berdasarkan
kekuasaan anggota, bukan kekuasaan pengurus kelompok atau Dinas Kelautan
dan Perikanan. Demikian pula keterlibataan masyarakat dana proses pengawasan
internal aktifitas kelompok serta keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana
Bantuan Langsung Masyarakat.

Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa aspek partisipasi
anggota kelompok dalam proses pembentukan kelompok cukup tinggi yang
dibuktikan dengan terhimpunnya anggota kelompok dalam kelompok usaha
garam rakyat (KUGAR) dengan usaha garam rakyatnya masing-masing. Namun
dilihat dan sisi kelembagaan dan fungsi organisasi, maka aspek partisipasi
anggota kelompok hanya terbatas pada eksistensi sebagai anggota kelompok.
Pernyataan ini diperkuat oleh HHN Ketua kelompok Harui Lapa Milla dalam
wawancara (5/11/2014) .

Kita juga maklumi bu, bahwa anggota kelompok vang ada berfungsi sebatas keberadaanya
sebagai anggota kelompok vang berusaha garam. Mereka kurang memahami arti organisasi
yang sesungguhnya, sehingga dalam pengambilan keputusan mereka lebih terpaku pada
apa vang menjadi keputusan pengurus kelompok. Para anggota vang ada banyak yang
memiliki pendidikan rendah, sehingga untuk aktif dalam proses kelembagaan kelompok
mereka agak kurang,
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Dalam konteks Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), maka
pernyataan di atas menjadi wajar karena para anggota adalah masyarakat miskin
dengan segala keterbatasan. Kondisi keanggotan kelompok dalam Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tidak dapat secara merata dianggap mampu
menjadi anggota yang partisipasi yang positif. Artinya faktor pendidikan, usia dan
pilihan akan waktu berusaha dan berorganisasi menjadi faktor kuat yang
berpengaruh langsung pada tingkat partispasi anggota dalam kelompoknya.
Kondisi anggota yang demikian itu juga diperkuat oleh AUN Pendamping
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dalam wawancara (1/11/2014) :

Jangankan anggota bu, pengurus kelompokpun juga memiliki pendidikan yang cukup
rendah. ITtu sebabnya mereka kurang berpartisipasi dalam kelompok karena rendahnya
pendidikan mereka. Para anggota yang direkrut didalam kelompok rata-rata berpendidikan
rendah vang pada dasarnya hanya berusaha pengolahan garam dengan segala keterbatasan.
Faktor usia dan pilihan akan waktu berusaha dan organisasi menjadi masalah dalam
kelompok. Oleh karena itu kami terus melakukan pendampingan, sehingga paling tidak
anggota paham akan fungsi kelompok mereka. Banyak pekerjaan administrasi yang kami
bantu agar kegiatan kelompok tetap berjalan.

Pemyataan di atas oleh peneliti merupakan hal yang wajar, bahwa
rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) disebabkan rendahnya pendidikan para anggota. Tingkat partisipasi
anggota dalam kelompok akan tinggi apabila para anggota didukung dengan
kapasitas pendidikan yang memadai, khususnya pendidikan dan bimbingan vang
memadai tentang teknis pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR), termasuk pemahaman tentang hakekad kelembagaan yang memayungi
mereka.

2.3. Kualitas Qutput

Output atau keluaran merupakan hasil langsung sebagai akibat adanya input

atau masukan pada suatu kegiatan. Output atau keluaran dalam konteks

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) volume garam yang diproduksi
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oleh kelompok untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Garam yang
diproduksi tentunya harus berkualitas, baik mutu maupun manfaatnya bagi
masyarakat.

Dalam Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
dijelaskan bahwa Kualitas Output yang di maksud adalah berkenaan dengan
waktu Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat serta prosentase pemanfaatan
Bantuan Langsung Masyarakat dengan target dalam satu tahun. Artinya bahwa
kualitas output yang dimaksud lebih terarah pada waktu penyaluran Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) untuk pengadaan alat pendukung pengolahan garam
rakyat untuk menghasilkan garam yang berkualitas serta pemanfaatan Bantuan
Langsung Masyarakat yang diharapkan dapat membantu petani garam untuk
menghasilkan produksi garam yang berkualitas dan mampu meningkatkan
pendapatan petani garam. Terkait dengan hal tersebut, NB ketua kelompok Temu
dalam wawancara (27/10/2014)

PUGARyang dilaksanakan menuntut kami untuk menghasilkan produksi param yang
berkualitas bu. Bagi kita hal itu bukan jadi soal. karena potens: garam yang ada sangat baik
kualitasnya, tetapi sebelum im peralatan pendukung kami sangat minim. Untung beberapa
tahun ini telah ada PUGAR dimana kami dibantu peralatan masak garam sehingga kami
sudah dapat meningkatkan kualitas produksi garam kami secara tepat waktu.

Pemyataan Ketua kelompok Temu di atas menunjukan bahwa
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) telah banyak membantu
masyarakat untuk meningkatkan kapasitas peralatan pendukung pengolahan
garam rakyat yang berimbas pada peningkatan volume produksi, kualitas dan
ketepatan waktu pelaksanaan pengolahan garam rakyat.

Pemmyataan lain yang mendukung kondisi kualitas output di atas

sebagaimana disampaikan MT, anggota Tim Teknis PUGAR dan Dinas
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Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Timur dalam wawancara

(07/11/2014) -

Yodiumnisasi yang wajib kami lakukan selama ini, karena itu produk garam harus
berkualitas bu, karena garam ini akan dipasarkan ditingkat masyarakat. Kami tidak mau
yodiumnisasi garam yang tidak berkualitas, karena itu akan berakibat pada kesehatan
masyarakat. Kami bahkan menyvediakan fasiltator dan bahan yodiumnisasi secara gratis
sehingga pada saat mereka berproduksi dan sebelum menjualnya harus perlakuan
yodiumnisasi, mereka akan selalu ingat akan kualitas garam yang akan di yodiumnisasi.

Pemnyataan di atas menunjukan bahwa faktor kualitas output berupa garam
yang berkualitas menjadi penting untuk diperhatikan dalam pengembangan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Garam yang berkualitas akan
meningkatkan nilai jual serta akan menjamin kesehatan konsumen ditingkat pasar.
Konsumen tidak mau membeli garam tidak berkualitas, karena akan berpengaruh
pada aspek kesehatan manusia.

Berdasarkan atas penelitian menunjukan bahwa target kualitas output dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) telah dapat dipenuhi oleh
kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) bverupa produksi garam dengan
kualitas KP1. Kualitas Output berupa garam rakyat ditentukan dengan kriteria
Garam KP1. Kualitas garam KP1 dimaksudkan bahwa tercapainya kualitas garam
KP1 sebesar 50 % dari total target produksi garam rakyat melalui implementasi
teknologi ulir filter (TUF) dan/ atau teknologi geomembran/isolator yang dibuat
dari Low Density Polyethylene (LDPE) atau High Density Polyethylene (HDPE),
teknologi tambak tradisional dan perebusan serta Unit Pengolahan Garam (UPG).
2.4. Tata kelola yang Baik

Tata kelola yang baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan
diterapkan organisasi atau perusahan untuk meningkatkan pencapalan sasaran

hasil usaha dan mengoptimalkan nilai organisasi atau perusahan-perusahan bagi
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seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang saham, tertanggung, peserta,
dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntable dan
berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

Didalam taia kelola yang baik terdapat unsur 1). Keterbukaan/ Transparansi
(transparency). Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan
(disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh
pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar Perusahaan menjalankan
bisnis secara objektif dan sehat; 2) Akuntabilitas (accountability) mengandung
unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya;
3) Responsibilitas Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan
serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan
mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (good corporate citizen),
4) Independensi Perusahaan harus dikelola secara independent sehingga masing-
masing organ Perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan
tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun; 5) Kewajaran dan Kesetaraan unsur
kesamaan perlakuan dan kesempatan. Dalam melaksanakan kegiatannya,
Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Konsep tata kelola di atas memberikan gambaran dalam pelaksanaan
organisasi tata kelola memegang peranan penting karena berhubungan dengan
hakekad organisasi, etika dan hubungan antar stuktur dan hubungan antar anggota

organisasi. Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat ( PUGAR),
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maka tata kelola lebih di arahkan pada eksistensi organisasi atau kelompok usaha
garam rakyat (KUGAR) yang didalam terdapat unsur-unsur tata kelola yang baik.

Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa unsur keterbukaan
dan akuntabilitas lebih terithat dalam bentuk pertanggungjawaban pengurus
kelompok kepada anggota kelompok. Menurut HHN, Ketua kelompok Harui
Lapamilla dalam wawancara (5/11/2014) :

Pengurus tidak bisa bekerja sendiri bu. Semua yang kami kerjakan kami sampaikan kepada
anggota kelompok. Dalam mempertanggungjawabkan kegiatan kelompok saja kami selalu
mengundang anggota untuk mendengar dan menilainya. Memang kelompok kami kecil,
tetapi kami selalu terbuka kepada anggota. Kami juga bertanggung jawab atas apa yang
kami kerjakan.

Pernyataan ketua kelompok Harui Lapamilla di atas menunjukan bahwa
unsur keterbukaan dan akuntabilitas telah menjadi kewajiban dalam pelaksanaan
kegiatan kelompok usaha garam rakyat (KUGAR). Hal tersebut kelompok usaha
garam rakyat (KUGAR) merupakan organisasi yang berorientasi kemasyarakatan
dimana semua kegiatannya dipantau dan lihat oleh masyarakat. Faktor
keterbukaan dan akuntabilitas menjadi kewajiban utama dalam tata kelompok
usaha garam rakyat (KUGAR). Lebih lanjut dalam wawancara dengan PNW
anggota kelompok Rambangaru dalam wawancara (10/11/2014) :

Pengurus kelompok cukup bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan KUGAR bu.
Kami tahu apa yang dikerjakan pengurus kelompok, apalagi kalau berhubungan dengan
uang. Kami tidak mau pengurus saja yang tahu tentang uang kelompok, karena itu
berhubungan dengan keperluan kelompok untuk pembelian alat masak garam. Dia
(ketua) tidak membela salah anggota kalau ada salah, dia bilang kita dalam kelompok
semua sama tidak boleh ada yang lebih dari yang {ain. Kita ini sama nasibnya, jadi jangan
mau menang sendiri.

Kondisi kepengurusan kelompok usaha garam rakyat yang disampaikan
anggota kelompok Rambangaru di atas menunjukan unsur responsbility,
kewajaran dan kesetaraan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan

kelompok Rambangaru. Idealitas yang ada berdasarkan jaminan akan
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kebersamaam nasib untuk dipertanggungkan bersama dalam kelompok menjadi
titian kuat dalam aktifitas kelompok. Kondisi ini menjadi aspek yang harus
dipertahankan dalam konsistensi Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) di
Kabupaten Sumba Timur.
2.5. Gender

Gender adalah pembedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan
pada konstruk sosial dan budaya, bukan secara biologis. Pembedaan antara laki-
laki dan perempuan dikaitkan dengan kekuatan yang melekat, misal perempuan
identik dengan kelembutan dan laki-laki identik dengan keperkasaan.

Perempuan yang berada pada wilayah domestik dan laki-laki bekerja di
luar rumah terjadi karena adanya konstruk dari masyarakat sehingga wacana itu
menjadi hal yang wajar. Laki-laki dengan sifat maskulin yang melekat di
tubuhnya terus mewacanakan sebagai diri yang kuat sehingga layak untuk berada
di luar. Sementara itu, perempuan dengan feminim yang melekat dicitrakan
sebagai pribadi yang hanya mampu berada di dapur, kamar, dan sumur. Dengan
kata lain, perempuan cukup berada di rumah saja dengan melakukan pekerjaan
yang rtingan seperti memasak dan mencuci. Padahal perempuan juga
membutuhkan aktualisasi diri dalam masyarakat tempat ia tinggal, bukan sebagai
individu yang menjalankan fungsinya dalam lingkup rumah tangga saja. Akan
tetapi, lebih dari itu perempuan memerlukan sarana dalam pergaulan sosial tetapi
memperhitungkan adanya perbedaan seperti agama, ras, etnis, dan sebagainya.
Peran tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sudah terlebih dahulu dilakukan

oleh pihak laki-laki (Sugihastuti dan Saptiawan, 2007: 84).
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Pemahaman tentang gender di atas juga teraplikasi dalam Pemberdayaan

Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur. Berdasarkan hasil penelitian

menunjukan bahwa jumlah perempuan dalam kelompok usaha garam rakyat

(KUGAR) 31.25 persen dari total anggota kelompok.

Tabel 4.8 Jumlah Anggota Kelompok, Laki-laki dan Perempuan

Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) Tahun 2013

No. Nama Jumlah Jumlah Jumlah
Kelompok Anggota Perempuan Laki-laki

1. Temu 8 3 5

2. Kanatang 8 4 4

3. Himbu Luri 8 3 5

4. Harui Lapa Milla 8 4 4

5. Rambangaru 8 3 5

6. Marangga Manung 8 - 8

7. Bunga Karang 8 2 6

8. Padamu 8 1 7
Jumlah 64 20 44

Sumber : DKP Kab. Sumba Timur, Lap PUGAR 2013

Dari Gambaran Tabel 4.8. di atas terlihat bahwa prosentase keterlibatan

perempuan dalam Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) sudah cukup besar,

bila dibandingkan dengan total jumlah anggota, meskipun tidak dapat diingkari

bahwa jumlah laki-laki lebih banyak. Menurut SRR sekertaris kelompok Harui

Lapa Milla dalam wawancara (5/11/2014) :

Perempuan dalam kelompok itu sudah ketentuan dalam pelaksanaan PUGAR di Sumba
Timur. Dalam penetapan kelompok pak pendamping sudah katakan demikian agar
perempuan dilibatkan dalam kelompok. Memang selama ini banyak perempuan yang
berusaha garam rakyat, mereka juga membantu yang mengambil tanah garam, mengambil
air laut, kami laki-laki mencari kayu bakar, sehingga tidak susah untuk menetapkan
anggota kelompok perempuan bu. Kita juga selalu hadir dalam rapat kelompok, karena itu
menyangkut keperluan kami bu. Saya sendir: juga mengerti tentang Rencana Usaha

Bersama yang disusun kelompok, karena perempuan juga dilibatkan.

Pernyataan sekertaris kelompok di atas menunjukan bahwa pada pelaksanaan
kegiatan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) perempuan selalu terlibat.
Keterlibatan itu tentunya alternatif yang juga bisa dipertanyakan, apakah
keterlibatan sebagai anggota kelompok semata ataukah aktif dalam berbagai
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kegiatan kelompok, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pernyataan ini

senada dengan pernyataan HTR ketua kelompok Rambangaru dalam wawancara
(10/11/2014) -

Memang tidak semua perempuan terlibat dalam kegiatan kelompok. Maklum saja bu, kita
perempuan lebih banyak mendengar keputusan rapat saja, karena banyak diantara kami
pendidikannya terbatas. Kami lebih baik ikut seja keputusan kelompok. Scmua
perempuan yang ada memang selalu dilibatkan dalam kegiatan kelompok, apalagi pada
saat pembelian peralatan masak garam, tetapi itu hanya beberapa saat saja, karena kami
juga harus mengurus rumah tangga dan kurang sempat hadir dalam rapat kelompok.

Jika ditilik dari pernyataan ketua kelompok di atas terlihat jelas bahwa
pemahan tentang gender dikalangan anggota kelompok masih terbatas pada faktor
yang bersifat umum saja. Keterlibatan perempuan dalam kelompok lebih sebagai
anggota semata. Anggota perempuan cenderung lebih mendengar apa keputusan
pengurus, meskipun sebenarnya mereka berkeingin untuk terlibat dalam proses
pengambilan keputusan itu. Kondisi tersebut tentunya dipahami karena disamping
tingkat pendidikan mereka rendah juga karena faktor budaya di Kabupaten Sumba
Timur yang cendrung di dominasi oleh laki-laki.

Sedikit berbeda dengan pernyataan LA ketua kelompok Bunga Karang yang

menyatakan dalam wawancara (12/11/2014) :

Saya sangat marah kalau anggota tidak hadir dalam rapat, karena itu menyangkut
kepentingan mereka. Kita tidak boleh menguasai semua ini kelompok. Kelompok ini milik
semua anggota, bukan anggota laki-laki saja bu. Oleh karena itu saya selalu memberikan
kesempatan kepada anggota perempuan untuk omong. Kalau mereka tidak omong,
bagaimana saya tahu kebutuhan mercka. Mereka yang akan dikasih uang, masa harus diam
saja. Saya selalu bilang sama pengurus yang lain, agar anggota perempuan diminta hadir
dan harus bicara dalam kelompok.

Pernyataan ketua kelompok Rambangaru yang meskipun seorang laki-laki
tetapi perhatiannya kepada kepentingan kaum perempuan cukup kuat. ldealitas
gender yang dimaksud seperti itulah yang diharapkan. Gender dalam tataran
faktor pembeda antara laki-laki dan perempuan bukan dimaksudkan agar
perempuan memaksakan diri untuk melebihi kapasitas seorang laki-laki, tetapi

atas dasar kesamaan kepentingan dan kesetaraan dalam proses sosial ditingkat

105

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42005.pdf

masyarakat. Dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat bahwa sasaran gender
dimaksudkan agar perempuan terlibat dalam setiap aspek organisasi, termasuk
sebagai pengurus kelompok, dan hal tersebut memiliki cukup ruang dalam proses
pelibatan perempuan.

2.6. Dukungan Pemda

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang merupakan program
nasional merupakan program pemberdayaan yang diturunkankan dari kapasitas
pemerintah Pusat. Dalam kondist seperti itu, maka aspek penilaian terhadap
keberhasilan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) pada dasarnya
ditentukan secara terpusat. Namun jika dilihat dalam kerangka otonomi daerah,
maka keberhasilan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
dimasing-masing daerah tentunya memerlukan campur tangan pemerintah daerah.
Demikian pula dengan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang
dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dukungan pemerintah
dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten masih
terbatas pada dukungan SKPD teknis sesuai dengan bidang tugasnya. Salah satu
contoh adalah dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Timur.
Menurut pernyataan AT pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

(PUGAR) dalam wawancara (01/11/2014)

Selama ini dukungan Pemerintah Daerah hanya dalam bentuk pelatihan teknis, seperti
pelatihan Yodiumnisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumba Timur. Sebenarnya menurut saya pemerintah daerah bukan saja
mendukung dalam hal pelatihan saja bu, kita berharap agar pemerintah daerah dapat
mendukung dari sisi pengadaan peralatan pengolahan garam serta aspek pemasaran.

Harapan yang disampaikan pendamping Pemberdayaan Usaha Garam

Rakyat (PUGAR) di atas tentunya memberikan makna bahwa Pemberdayaan
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Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bukan dianggap sebagai pemberdayaan
pemerintah pusat, tetapi yang perlu dilihat adalah sasaran program tersebut yang
justru berada di daerah. Kapasitas pemerintah daerah dengan anggaran
perimbangan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dapat dipakai sebagai
pendampingan atas dana Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang
dikucurkan dari pemerintah pusat.

Senada dengan pernyataan pendamping Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) Sumba Timur di atas, MMY ketua kelompok Marangga
Monung, dalam wawancara (14/11/2014) :

Kita sangat berharap dukungan dari pemerintah daerah. Ini saya sampaikan karena sampai
saat ini dukungan pemerintah daerah dalam bentuk peralatan masak garam belum ada sama
sekali. Berharap pemerintah daerah lebih memberikan perhatian pada keberadaan
kelompok yang ada bu, karena kami ini masyarakat Sumba Timur yang harus dibantu.
Kalau hanya pelatihan kami juga mendapat pelatihan dari Dinas Perikanan, termasuk dari
pendamping, tapi yang kami butuhkan adalah peralatan masak, karena dana BLM yang
diperoleh sangat terbatas, bagaimana kami dapat meningkatkan produksi garam kami bu.

Dan pernyataan ketua kelompok Marangga Monung di atas dapat di tarik
kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) hanya bergantung pada
ketersediaan dana BLM dari pemerintah pusat. Fakta itu terlihat dari jumlah dana
yang dikelola kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) yang hanya masih dari
BLM pemerintah pusat. Pemerintah daerah belum sepenuhnya menyentuh
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dengan bantuan yang di butuhkan
oleh kelompok. Bahwa konsep melahirkan program pemberdayaan itu berasal dan
pemerintah pusat, tetapi bukan berarti pemerintah daerah harus berdiam din
menunggu hasil kelompok. Karena persoalan kapasitas garam di Kabupaten
Sumba Timur justru menjadi penting, karena potensi garam di Kabupaten Sumba

Timur sangat menjanjikan.
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Potensi garam yang sangat menjanjikan itu dalam penelitian tidak sebanding
dengan aspek pemasaran. Salah satu kelemahan Program Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur adalah belum tersedianya
aspek pemasaran yang justru menyulitkan kelompok usaha garam rakyat
memasarkan hasil produksi garam. Kalau dapat dijual, itu hanya dalam jumlah
yang terbatas. Hal in1 senada dengan pernyataan UPK anggota kelompok Padamu,
yang menyatakan dalam wawancara (17/11/2014) :

Potensi garam di wilayah kami sangat banyak bu. Kami berusaha untuk memproduksi
garam rakyat ini cukup banyak, meskipun dengan BLM yang sedikit. Kami berusaha untuk
mencapai target produksi sesuai dengan ketentuan PUGAR, tetapi yang menjadi
masalahnya kami sulit untuk menjualnya karena tidak pasaran yang jelas. Kami terbatas
sekali menjual garam kami, karena pemerintah daerah sendiripun belum berupaya untuk
menampung garam kami.

Kenyataan sebagaimana di ungkapkan oleh anggota kelompok Padamu
diatas menjadi catatan penting bagi pengelola Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur. Sebab tidak ada arti produksi
garam dalam kapasitas yang banyak dan memadai, tetapi ditunjang dengan
ketersediaan aspek pemasaran. Dalam output ahir Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) adalah produsi garam yang mampu meningkat pendapatan
masyarakatt. [tu berarti produksi garam harus dapat terjual, bukan hanya sekedar
memenuhi  volume produksi garamnya, tetapi nilai tambahnya dalam
meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Aspek Output Khusus
2.7. Target Produksi Garam

Konsep Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang ditawarkan

kepada masyarakat menjadi sisi penting yang memberikan dampak pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tataran itu, masyarakat diberdayakan,
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tetapt dituntut untuk meningkatkan kinerja usahanya dalam proses pemberdayaan
itu sendiri.

Dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba
Timur, maka kinerja pemberdayaan masyarakat ditunjukan secara kuantitatif
dengan penetapan target produksi garam yang dihasilkan kelompok usaha garam
rakyat (KUGAR). Hasil penelitian menunjukan bahwa target garam yang
ditetapkan dalam sebesar 67 Ton/kelompok untuk garam perebusan, seperti di
tunjukan dalam tabel 4.9. sebagai berikut :

Tabel 4.9. Target dan Realisasi Produksi Garam Rakyat PUGAR
Di Kabupaten Sumba Timur 2013-2014

Target Realisasi %
Produksi Produksi .
Pencapaian target
No Nama Kelompok ton ton ericapaian 1arg
2013 2014 2013 2014 2013 2014
1. Temu 67 67 41,11 | 60,00 | 6136 89,55
2. Kanatang 67 67 41,62 | 51,23 62,12 76,46
3. Himbu Lun 67 67 40,28 57.5 60,12 85,82
4. Harui Lapamilla 67 67 4465 | 59,7 66,64 89,10
5. Rambangaru 67 67 3246 | 398 48,45 59,40
6. Marangga Monung 67 67 41,74 | 50,85 62,30 75,90
7. Bunga Karang 67 67 462 | 53,71 68,96 80,16
8. Padamu 67 67 39,28 43,7 58,63 65,22

Sumber Data : Pendamping PUGAR Kabupaten Sumba Timur

Dan data yang tersaji pada tabel 4.9 di atas maka dapat dilihat bahwa target
yang ditetapkan pada Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) ternyata belum
dapat dicapai secara keselurahan, meskipun prosentasenya hampir mendekati
target produksi garam yang tekah ditentukan. Dalam tabel 4.9 tersebut tergambar
terdapat 3 kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang prosentase pencapaian
targetnya kecil. Berhubungan dengan target produksi tersebut WK anggota

kelompok Padamu, mengatakan dalam wawancara (17/11/2014) :

Ibu, kita ini memang pekerjaannya masak garam. Masak garam memang sudah sejak
lama, tetapi waktu itu produksi garam kam: sangat keci ibu. Waktu itu kami bahkan
hanya untuk menutupi hidup saja dengan jual garam. Tetap: sekarang walaupun produksi
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garam belum mencapai target, tetapi kami bersyukur hasil produksinya bias lebih dari

produksi garam yang lalu. Sekarang juga kita bisa membeli perabotan rumah dengan jual
garam, kalau dulu tidak bisa bu.

Jika di tank makna dari pernyataan anggota kelompok Padamu di atas
bahwa meskipun produksi garam kurang mencapai target, tetapi faktor
peningkatan produksi garam dengan adanya Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) dapat dinikmati oleh masyarakat. Perbandingan antara produksi garam
sebelum adanya Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tentunya menjadi
alasan kuat bagi kehadiran Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di
Kabupaten Sumba Timur yang secara langsung berdampak pada peningkatan
produksi dan pendapatan masyarakat atau pemasak garam.

Peningkatan produksi garam sebagai terungkap pada tabel 4.9 di atas jika
dikaitkan dengan nilai jual garam rebus ditingkat pasaran, maka dalam | musim
produksi kelompok pugar dapat menghasil pendapatan antara Rp 64.920.000
sampai dengan Rp 92.400.000. Dengan demikian masing-masing anggota
kelompok akan memperoleh pendapatan antara Rp 8.115.000 sampai dengan Rp
11.550.000 per musim produksi.

Terkait dengan analisis pendapatan petani garam di atas, HRH anggota
kelompok Himbu Luri, dalam wawancara (03/11/2014) -

Produksi garam kelompok kami cukup meningkat bu...... kalau dibandingkan dengan tahun
2013 cukup baik, memang belum capai target, tetapi kami bersyukur karena produksi
garam itu sudah membuat kami dapat meningkatkan pendapatan kami. Lumayan bu, kami
bisa biaya anak sekolah dan lainnya. Semua itu berkat PUGAR. Memang buat saya
pendapatan garam itu masih kurang cukup, tetapi kalau dibandingkan sebelum ada
PUGAR, pendapatan garam sekarang cukup baik.

Dari pernyataan anggota kelompok Himbu Luri di atas dapat ditarik
kesimpulan ada keterkaitan signifikan antara pelaksanaan Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) dengan peningkatan produksi garam rakyat yang

berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat. Beberapa perlakuan dalam
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pengolahan garam rakyat yang merupakan substansi dari Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) telah memberikan dampak posistif bagi peningkatan
produksi garam rakyat di Sumba Timur.
3. Aspek Outcome
3.1. Rata-rata pendapatan pemasak tambak

Salah satu pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
adalah meningkatkan pendapatan petani garam yang ada di wilayah sasaran.
Penetapan tujuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah bagian
dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
yang salah satu melalui peningkatan produktifitas garam rakyat melalui
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Berdasarkan hasil penelitian
menunjukan bahwa pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
di Kabupaten Sumba Timur telah memberikan dampak yang cukup positif
berkenaan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani garam. Hal
mana senada dengan pernyataan HRH anggota kelompok Himbu Luri dalam

wawancara (03/11/2014) -

Bantuan yang kami terima dari pemerintah itu berupa uang untuk membeli peralatan masak
garam bu, tetapi kami tidak langsung menerima uang, tetapi melalui kelompok kami
diberikan peralatan masak untuk meningkatkan produksi garam. Saya bersyukur karena
peralatan yang kami pakai sekarang cukup bagus dan banyak menghasilkan garam bu.
Garam itu kami jual lumayan dapat meningkatkan pendapatan. Kalau dulu kami susah
sekali dapat uang, karena garam yang masak juga hasilnya sedikit yang kurang bagus
kualitasnya sehingga harganya murah sekali. Apalagi banyak garam dari bima yang dibawa
ke waingapu.

Jika Pemberdayaan Usaha Garam (PUGAR) secara langsung memberikan
perkuatan bagi aspek usaha masyarakat, maka titik tempuh yang paling dekat
untuk melihat keberhasilan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah
bagaimana masyarakat meningkatkan kinerja usahanya untuk meningkatkan
produksi dan pada ahirnya dapat meningkatkan pendapatan. Rumusan usaha
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ekonomi ini tentunya sejalan dengan pendapat anggota kelompok Himbu Luri di
atas bahwa dukungan permodalan usaha berupa pengadaan peralatan masyarakat
garam dapat berdampak pada peningkatan produksi yang pada ahirnya dapat
meningkatkan pendapatan. Sayaugnya belum ditunjang dengan ketersediaan
aksesibilitas yang memadai sehingga terjadi keterbatasan penjualan hasil produksi
garam masyarakat, pada hal masyarakat mampu menghasilkan produksi garam
yang cukup ditunjang oleh potensi garam yang cukup melimpah. Gambaran

pendapatan petani garam tersebut dapat ditkuti pada tabel 4.10. sebagai berikut :

Tabel 4.10. Produksi dan Pendapatan Petani Garam dalam 1 Musim
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013-2014

No Produksi (ton/1000 kg) Produksi/Rp 2.000 / kg
Nama Kelompok 2013 2014
produksi | Rp.2000 Jumlah produksi | Rp.2000 Nilai Jual

1. Temu 44,11 2.000 88.220.000 60 2.000 120.000.000
2. Kanatang 41,62 2.000 83.240.000 51,23 2.000 102.460.000
3 Himbu Luri 40,28 2.000 80.560.000 375 2.000 115.000.000
4. Harui Lapamilla 44,65 2.000 89.300.000 59,7 2.000 119.400.000
S. Rambangaru 32,46 2.000 64.920.000 39.8 2.000 79.600.000
6. Marangga Monung 41,74 2.000 83.480.000 50,85 2.000 101.700.000
7. Bunga Karang 46,2 2.000 92.400.000 53.71 2.000 107.420.000
8. Padamu 39,28 2.000 78.560.000 437 2.000 87.400.000

Jumlah 330,34 660.680.000 | 41649 832.980.000

Sumber : Laporan Pendamping PUGAR 2013-2014

Dari gambaran tabel 4.10 di atas menunjukan bahwa pelaksanaan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur telah
cukup memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam meningkatkan
pendapatan. Gambaran tentang tingkat produksi garam dibandingkan dengan nilai
jual garam sebesar Rp 2.000 telah memberikan penghasilan yang signifikan bagi
masyarakat. Rumusan im diperkuat oleh hasil wawancara dengan NG 1 Ketua
Kelompok Temu, dalam wawancara (27/11/2014) -

Pendapatan dari usaha garam rata-rata naik bu.. memang ada beberapa kelompok yang
produksinya masih kurang, itu karena keterbatasan peralatan masak garam. Tetapi jika
dikaitkan dengan pendapatan masyarakat saya boleh katakan sudah cukup dibandingkan
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dengan sebelumnya. Sekarang petani garam terbantu memproduksi garam dengan ada
bantuan peralatan dari PUGAR, karena produksi rendah mungkin juga faktor peralatan
yang belum maksimal. Bagi saya program ini harus terus dilaksanakan, karena sangat
membantu petani garam dan potensi garam yang cukup besar di Sumba Timur.

Pernyataan ketua kelompok Temu di atas menujukan bahwa keterlibatan
masyarakat dalam Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) telah banyak
memberikan nilai tambah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
Perubahan teknis pengolahan garam dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) telah memberikan arti penting
bagi petani garam dalam meningkatkan produksi garamnya yang selama ini
kurang, baik dari sisi volume produksi maupun pendapatan masyarakat.

3.2. Pembangunan dan pengembangan kemitraan

Banyaknya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan, disebabkan
masyarakatnya hidup dalam suasana alam yang selalu diliputi ketidakpastian
(uncertainty) dalam menjalankan usahanya. Selain harus berlomba-lomba dalam
perebutan sumber daya laut juga harus menghadapi musim paceklik yang selalu
ada tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat diketahui. Sehingga kondisi
tersebut semakin membuat nelayan terus berada dalam lingkaran kemiskinan tiap
tahunnya ( Wijayanti dan lhsannudin, 2013)

Minimnya pekerjaan alternatif bagi masyarakat ditunjukkan oleh masih
sempitnya akses perekonomian dari sektor non-pertanian, dalam hal in1 mayoritas
hanya bisa menggantungkan perekonomiannya dari hasil tangkapan laut.
Meskipun demikian, suatu wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang
terbatas, namun apabila didukung oleh sumberdaya manusia yang menguasai
keterampilan dan teknologi, maka sumberdaya alam 1tu dapat dikelola secara baik

untuk menghasilkan pendapatan yang optimal.
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Terkait dengan permasalahan masyarakat di atas, maka komitmen untuk
menyelesaikan persoalan itu tentunya bukan hanya merupakan tanggung jawab
pemerintah saja. Berbagai stakeholder yang mengidentitaskan dirinya sebagai
komponen integral dari Negara Republik Indonesia ini tentunya bertanggung
jawabatas persoalan kemiskinan masyarakat. Tanggung jawab tersebut tentunya
dapat dilakukan memalui kemitraan antara pemerintah dengan stakeholder
pembangunan lainnya.

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), maka
aspek kemitraan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Tujuan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat tentunya akan dapat dicapai apabila terjadi
kemitraan yang akurat antara pemerintah dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya,
baik pada tataran produksi maupun pada tataran teknis pengolahan garam rakyat
tersebut.

Berdasarkan atas penelitian menunjukan bahwa kemitraan dalam
pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur
faktor kemitraan belum secara baik dilakukan. Kenyataan itu sebagaima dikatakan
oleh NG I ketua kelompok Temu, dalam wawancara (27/11/2014) :

Selama ini yang bisa menampung produksi garam kami hanya ada 1 pengumpul bu. Itu
juga tidak terlalu sering sehingga kami harus mencari sendiri pasaran produksi garam kami.
Kami sangat berharap pemerintah menciptakan kerjasama dengan pihak swasta atau
pengusaha yang dapat menampung produksi garam kami sehingga kami tidak susah untuk
menjual produksi garam kami. Memang katanya ada Koperasi yang dapat menampung
produksi garam masyarakat, tetapi kalau hanya ada satu koperasi saja tidak cukup untuk
menampung garam kami. Kalau kami butuh uang maka kami secepatnya menjualnya
dengan harga garam yang murah bu.

Pernyataan ketua kelompok Temu di atas menunjukan bahwa aspek
pemasaran produksi menjadi kendala bagi petam garam. Aspek pemasaran ini
sebenamya dapat didukung dalam bentuk kemitraan kerja dengan pihak swasta
atau pengusaha yang dapat menampung priduksi garam masyarakat. Hal yang
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memprihatinkan apabila pruduksi garam yang sudah dihasilkan oleh masyarakat
tetapt tidak ada aspek pemasarannya. Masyarakat telah diberikan rasa
kepercayaan diri untuk mandiri dengan usaha dilakukan tetapi usaha tersebut tidak
memberikan nilai tambah yang berarti masyarakat.

Faktor kemitraan menjadi persoalan penting dalam Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah telah berupaya
untuk mendorong Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) untuk
memproduksi garam, seharusnya ada kemitraan yang dapat membantu
menampung hasil produksi garam masyarakat. Kondisi ini seharus menjadi
perhatian pemerintah dan dunia usaha lain agar Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.

3.3. Insiasi Pembentukan KoperasiyBUMDES.

Koperasi/BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang
berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial
institution). Koperasi/BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada
kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan
sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan
melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Wijanarko,2102)

Lebih lanjut mengatakan bahwa dalam menjalankan usahanya prinsip
efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Koperasi/BUMDes sebagai badan
hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai
dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian,
bentuk Koperasi/BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam

bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang
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dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang Koperasi/BUMDes
diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya tugas dan peran Pemerintah
adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui
pemerintah provins: dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting
KoperasyBUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wijanarko,
2012).

Melalui pemernintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan
dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi
dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat
memperlancar  pendinan  Koperasi/BUMDes.  Selanjutnya,  mekanisme
operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu,
masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan
baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan
komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai
yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah
berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah
Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Pernyataan Wijanarko di atas memberikan gambaran bahwa kedudukan
Koperasi/BUMdes menjadi sangat penting dalam proses pembangunan,
khususnya pemberdayaan masyarakat. Kedudukan Koperasi/BUMdes menjadi
penopang bagi ketersediaan permodalan masyarakat. Pemerintah sebenarnya

hanya bersifat sementara dalam penyiapan permodalan bagi masyarakat,
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selanjutnya sudah harus memberikan peran aktif kepada Koperasi/BUMdes untuk
menfasilitasi permodalan masyarakat.

Berdasarkan atas hasil penelitian menujukan bahwa keberadaan
Koperas/BUMdes dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di
Sumba Timur masth belum nampak. Kondisi ini menjadi kendala bagi masyarakat
dalam pengembangan usaha karena adanya keterbatasan modal usaha, sementara
modal usaha yang diberikan oleh pemerintah sangat terbatas. Pernyataan di
dukung oleh HTR ketua kelompok Rambangaru dalam wawancara (10/11/2014) :

Modal usaha untuk pengolahan garam yang ada dari pemerintah tidak cukup bu Kami
butuh modal iagi yang lebih besar agar produks: garam kami bisa berjalan terus. Modal
yang diberikan oleh pemerintah itu hanya untuk membeli peralatan saja, sedangkan untuk
mendukung produksi garam, kami tidak punya uang. Kami harus mencari uang lagi untuk
ongkos angkut dan biaya-biaya lainnya Anggota lain mengeluh, kita ini hanya hidup sekali
sesudah itu mati, maksud mereka usahanya bu. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada
pemerintah untuk membentuk Koperasi/Badan usaha desa yang bisa membantu permodalan
bagi kami dan kami siap untuk mengembalikan pinjamannya bu.

Kondisi keberadaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang
di belum dilengkapi dengan keberadaan Koperasi/BUMdes tersebut di atas
tentunya perlu menjadi penekanan khusus dalam pengembangan Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR) selanjutnya. Bukan hal yang mustahil bahwa
masyarakat merasa kurang diperhatikan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) lantaran mereka kehanisa modal untuk mengembangkan
produksi garamnya. Modal yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan
Langsung Masyarakat oleh masyarakat dirasakan kurang dalam pengembangan
produksi.
C. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
C.1. Komunikasi
C.1.1. Penyusunan Rencana Usaha Bersama

Rencana Usaha Bersama disusun oleh kelompok.
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Penyusunan rencana merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan 1 (satu)
orang atau lebih untuk menentukan alternatif tindakan yang akan dilakukan
dimasa yang akan datang. Dalam penyusunan rencana, maka aspek pemahaman
akan arti dan makna sebuah rencana menjadi peuting, agar rencana yang disusun
menjadi terarah dan dapat mencapai tujuan. Dengan demikian faktor komunikasi
menjadi unsur penting yang mampu menjembatani antara kepentingan
penyusunan rencana dengan pemahaman tentang substansi sebuah rencana.

Rencana adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara
matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Siagian, dalam Ridwan,2009).
Rumusan rencana tersebut menjadi jelas adanya bagi organisasi atau kelompok
yang melaksanakan kegiatannya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau
kelompok secara keseluruhan harus didahului dengan sebuah rencana yang akan
memuat apa-apa saja yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), maka
kewajiban sebuah Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) adalah menyusun
Rencana Usaha Bersama (RUB) sebagai dasar bagi penyaluran dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) bagi pengolahan garam rakyat. Penyusunan rencana
Usaha Bersama (RUB) harus melibatkan semua anggota kelompok, karena
substanst dari Rencana Usaha Bersama tersebut adalah kebutuhan anggota
kelompok itu sendiri. Dengan demikian aspek komunikasi dalam penyusunan
Rencana Usaha Bersama harus berjalan.

Komunikasi yang dimaksud dalam penyusunan Rencana Usaha Bersama

adalah bahwa sebelum penyusunan Rencana Usaha Bersama, maka diperlukan
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adanya sosialisasi tentang alur pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR), yang salah satunya adalah penyusunan Rencana Usaha Bersama
(RUB). Urgensi ini harus dikomunikasi dengan anggota dalam bentuk
peningkatan pemahaman melalui sosialisasi untuk melibatkan anggota secara aktif
dalam penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB). Rencana Usaha Bersama
(RUB) tersebut harus di susun bersama dengan anggota sehingga seluruh usulan
anggota akan diakomodir didalam Rencana Usaha Bersama (RUB) tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MMY Ketua kelompok Marangga Monung
(14/11/2014)

Kita tidak akan mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) apabila kita tidak
menyusun rencana Usaha Bersama (RUB). Karena itu pada saat menyusun RUB semua
anggota harus hadir agar dapat diketahui usulan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam
pengolahan garam rakyat. Hal itu disampaikan Dinas dalam sosialisasi agar para anggota
mengerti tentang alur PUGAR yang sesungguhnya. Kami cukup senang karena dari jauh
hari kami sudah dikomunikasikan tentang penyusunan RUB dan pentingnya RUB dalam
kegiatan PUGAR bu.

Pernyataan ketua kelompok Marangga Monung di atas menunjukan bahwa
faktor komunikasi dalam penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) merupakan
faktor penting dalam Implementasi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR). Rencana Usaha Bersama (RUB) menjadi dasar untuk melakukan
pengolahan garam rakyat. Keterlibatan para anggota kelompok secara aktif dalam
penyusunan rencana Usaha Bersama (RUB) karena adanya komunikasi yang
intensif dan efektif. Senada dengan hal itu, RTD anggota kelompok Temu, dalam

wawancara (27/11/2014) :

Pugar itu usaha garam rakyat ibu, itu yang saya tahu... Pendamping bilang Pugar ini milik
masyarakat jadi kami usul semua. Kita dapat alat masak plat dari stanlis, karung dan
gerobak buat masyarakat. Anggota tidak dapat uang, tetapi dapat peralatan. Jumlah uang
untuk beli peralatan sebesar Rp 40.000.000. masuk lewat rekening kelompok. Pak ketua
minta kita semua anggota empat laki-laki dan tiga orang perempuan anggota hadir untuk
bikin usulan atau proposal, karena didalam proposal katanya semua nama anggota
dicantumkan dan anggota itu yang dapat peralatan..... memang kita tidak tahu cara buat
proposal.
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Pemyataan yang lugas tersebut diatas bisa dimaknai bahwa faktor
rekruitmen menjadi sangat penting dalam subsatnsi RUB yang sesungguhnya.
Rekruitmen tersebut lebih dimaknai sebagai keterlibatan anggota secara formal
yang dibuktikan dengan pencantuman nama anggota para RUB. Dengan demikian
Rencana Usaha Bersama yang disusun bersama dengan para anggota harus
menjadi dasar bagi penyaluran dana BLM itu sendiri. Rekruitmen anggota dalam
konteks Rencana Usaha Bersama (RUB) tentunya dimaknai sebagai faktor
kesepakatan antara anggota dengan pengurus kelompok. Para anggota yang
namanya tercantum dalam Rencana Usaha Bersama (RUB) tentunya sangat
membutuhkan peralatan pengolahan garam, sehingga konsekwensinya mereka
harus hadir dalam penyusunan Rencana Usaha Bersama. Besar atau kecilnya
volume bantuan pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
harus diketahui dan dipahami oleh anggota. Anggota harus secara langsung
mengetahui apa saja usulan kelompok dan secara langsung memberikan masukan
bagi kelayakan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang di susun Kelompok Usaha
Garam Rakyat (KUGAR), namun dalam kenyataannya anggota hadir dalam
penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) tetapi anggota tidak tahu cara
menyusun Rencana Usaha Bersama. Ketimpangan ini menjadi masalah yang
harus tertangani dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat.

Secara harafiah, Rencana Usaha Bersama merupakan pilihan alternatif bagi
anggota kelompok untuk berusaha. Didalam Rencana Usaha Bersama itu
tercantum jenis dan bentuk usaha yang akan dijalankan. Pilihan akan usaha garam
rakyat tentunya bukan sekedar, karena adanya Pemberdayaan Usaha Garam

Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur, tetapi karena usaha tersebut layak

120

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42005.pdf

dikembangkan karena telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan
demikian faktor pendampingan menjadi penting agar masyarakat senantiasa
memahami bahwa pemberdayaan uasaha garam rakyat adalah usaha berbasis
masyarakat dan masyarakat telah berpengalaman dalam usaha tersebut, sehingga
pilihannya bukan karena adanya Pemberdayana Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
di Kabupaten Sumba Timur, tetapi hakekad untuk meningkatkan pendapatan,
itulah yang menjadi penting. Terkait dengan hal tersebut NB I Ketua kelompok
Temu, dalam wawancara (27/11/2014) :

Pendampingan itu selama ini baik juga bu Kita diajarkan bagaimana menyusun jadwal
waktu produksi garam, untung dan rugi serta bagaimana berorganisasi, karena semua itu
harus kita muat di RUB bu..... Orang Perikanan tidak mau kalau RUB hanya berisi usulan
saja, tetapi jadwal produksi, jerus usaha dan peralatan yang dibutuhkan harus dicantum
semua bu. Saya itu pikir itu hal yang benar kalau ada pendampingan sehingga masyarakat
tahu kalau dalam penyusunan RUB ada bisa dipahami oleh masyarakat.

Dari pemyataan ketua Kelompok Temu di atas dipahami bahwa faktor
pendampingan dalam penyusunan RUB menjadi penting. Pendampingan bukan
saja agar faktor fasilitasi itu berjalan, tetapi bagaimana kehadiran pendampingan
menjadi petunjuk dan arah bagi kelompok dalam implemnetsai Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR), termasuk hakekad penyusunan Rencana Usaha
Bersama (RUB).

Aspek usulan sarana dan prasarana

Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun tentunya bukan saja
merupakan keinginan pengurus, tetapi lebih dari itu harus merupakan persetujuan
dan pengetahuan para anggota. Pengetahuan anggota tentunya menjadi penting,
karena yang memanfaatkan sarana dan prasarana itu adalah anggota. Anggota
harus dikomunikasikan secara baik, dikapasitaskan pemahamannya dan di bentuk

pola pikimya agar peralatan yang diusulkan dapat dimanfaatkan secara baik dalam
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meningkatkan pendapatan. Sebelumnya kelompok menyusun proposal seperti

pada Tabel 4.11 dan kemudian di susun dalam bentuk Rencana Usaha Bersama

yang disusun kelompok Usaha Garam Rakyat dapat dilihat pada tabel 4.12

sebagai berikut :

Tabel 4.11. Proposal Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Jenis Kegiatan Usaha Garam Perebus
Kelompok Usaha Garam Rakyat Temu

NO PARAMETER URAIAN
1 Kabupaten/Kota Sumba Timur
2 Kecamatan/Kelurahan Kanatang/Temu
3 Nama Kelompok Usaha Garam Rakyat Temu
4 Jumlah Anggota KUGAR 8 Orang
5 Jenis BLM :
1. Penyediaan Sarana Usaha Garam Rakyat Terlampir
6 Lokasi Kegiatan Kelurahan Temu
7 Jumlah BLM Yang Di Perlukan 40.000.000,00 ( Empat Puluh Juta
Rupiah )
8 Alokasi Pembelanjaan BLM Penvediaan Sarana Usaha Garam
Rakyat 7
9 | Kelayakan Usaha o - ]
a. Produk yang dihasilkan (Ton/Ha) a. 67 Ton
b. Luas lahan produksi (Ha) b. 1
¢.  Siklus Usaha ¢. 4 - 5 Bulan (Juni-Oktober)
d.  Teknologi d. Tradisional (Perebusan)
e. Nilai Jual (Rp/Kg) e. Rp 200.000/50 Kg
10 Prospek Usaha Kedepan i
a. Pemasaran Di Waingapu dan Desa tetangga vang
L berdekatan dengan lokasi usaha |

Tabel 4.12. Rencana Usaha Bersama (RUB)
Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR)
Jenis Kegiatan Garam Rebus
Kelompok Usaha Garam Rakyat Temu

Penyediaan SaranaUsaha Garam Rebus

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kegiatan Harga
Satuan Satuan (Rp) Jumlah (Rp)
a. Sarana

1.Wadah Masak (Stainless) 8 Unit 4.250.000 34.000.000

2. Gerobak 8 Unit 500.000 4.000.000
3 Karung 500 lembar 4.000 2.000.000
Total 40.000.000
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Dari gambaran Tabel Proposal dan Rencana Usaha Bersama (RUB) di atas
menunjukan bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) dalam Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) harus memuat identitas yang jelas dari kelompok,
lokasi, kebutuhan belanja serta analisa kelayakan usaha garam rakyat yang akan
dikelola. Rumusan tersebut penting artinya bahwa Kelompok Usaha Garam
Rakyat (KUGAR) harus memiliki usaha yang jelas, identitas serta untuk
kebutuhan apa Rencana Usaha Bersama (RUB) itu diajukan. Faktor penting yang
dapat diperhatikan dari Rencana Usaha Bersama (RUB) yang diajukan dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah adanya rincian peralatan
yang digunakan dalam pengolahan garam rakyat. Dukungan atas peryataan ini
disampaikan oleh NB I Ketua kelompok Temu, dalam wawancara (27/11/2014) :

Rencana Usaha Bersama yang disusun oleh kelompok itu memuat peralatan masak garam.
Ada peralatan yvang bisa kami beli disini seperti skop, karung, drom, tali rafia dan lain-lain
peralatan kecil sedangkan plat stanlis masak garam itu dipesan dari jawa. Itu semua telah
disampaikan dalam sosialisasi. Peralatan yang diusulkan harus jelas dan kami juga minta
penjelasan dari pendamping, agar tidak salah beli peralatan masak garam. Untuk pembelian
peralatan itu kam serahkan kepada pendamping untuk memesannya di jawa, karena tidak
ada di Waingapu bu, memang masih kurang paralatan bu. Sebenarnya kami usulkan lebih
dari itu, tetapi menurut Dinas dananya terbatas.

Dan Pernyataan Ketua kelompok Temu di atas menunjukan bahwa
peralatan yang diusulkan dalam Rencana Usaha Bersama (RUB) harus dirinci
agar dapat diketahui volume pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan
anggota. Artinya dalam sebuah Rencana Usaha Bersama (RUB) harus dipastikan
peralatan seperti apa yang akan dimanfaatkan, dan hal itu sangat tergantung pada
kebenaran komunikasi yang dilakukan oleh pendamping atau pengelolaan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), hal mana karena Rencana Usaha
Bersama (RUB) itu disusun untuk menjadi dasar dalain pengolahan garam rakyat,
termasuk penjadwalan, kapasitas usaha, ketersediaan peralatan pendukung dan

biaya yang akan dikeluarkan kelompok usaha garam rakyat (KUGAR).
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Demikian hal dengan aspek rekruitmen, bahwa Rencana Usaha Bersama
(RUB) dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) telah menetapkan
anggota yang akan terlibat dalam implemnetasi Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) beserta dengan peralatan usaha garamnya. Rekruitmen bukan
sekedar faktor sumberdaya saja tetapi juga menyangkut peralatan yang akan
dimanfaatkan, karena bisa saja peralatan yang ada justru tidak dimanfaatkan oleh
anggota, tetapi digunakan pada tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Oleh karenanya pendamping harus mampu mendampingi masyarakat untuk secara
benar memanfaatkan sarana pengolahan garam yang sudah ditetapkan dalam
rencana usaha bersama, agar sarana yang ada menjadi bermanfaat dalam
meningkatkan pendapatan masyarakat.

Aspek Kelembagaan

Salah satu kelengkapan sebuah Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah
adanya stuktur kelembagaan dalam Usulan rencana Usaha Bersama (RUB).
Struktur kelembagaan telah menunjukan tugas dan fungsi kelembagaan yang ada.
Pada sisi ini kejelasan komunikasi dipertaruhkan, karena kesalahan komunikasi
yang dilakukan dalam aspek ini akan menjadi fatal yang implementasi
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Sebagai contoh adalah peran
seorang bendahara yang harus dipahami dalam kelembagaan orang anggota
kelompok. Bisa saja akan terjadi perangkapan jabatan pada aspek kelembagaan
karena faktor personalitas atau kepentingan lain. Faktor komunikasi menjadi
penting bagi keakuratan sebuah Rencana Usaha Bersama (RUB). Pemnyataan
tersebut dibenarkan oleh Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

(PUGAR) Sumba Timur AT dalam wawancara (01/11/2014) :
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Pengetahuan kita tentang kelompok tentunya melalui RUB vang disusun oleh KUGAR.
Didalam RUB dicantumkan identitas kelompok terutama nama anggota dan jumlahnya.
PUGAR lebih menekankan pada kejelasan KUGAR termasuk aspek kelembagaannya. Para
anggotapun tahu kalau namanya tercantum dalam RUB yang disusun KUGAR, termasuk
siapa ketua, bendahara dan sekretaris. Kami selalu memberikan penekanan bahwa peralatan
yang dibeli dari uang BLM harus disalurkan kepada anggota vang nama tercantum dalam
RUB.Tentunya yang memegang dana BLM itu bendahara dan membuat laporan keuangan.
Disitulah fungsi kami untuk mengkomunikasikan kepada anggota bu!.

Inti dari pernyataan AT di atas adalah kelembagaan Kelompok Usaha
Garam Rakyat lebih dekat dengan identitas anggota kelompok. Artinya jika
seorang anggota ditanyakan tentang keberadaan Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) maka yang dijawab adalah bagian dari kelompok usaha garam
rakyat, karena telah dikomunikasikan kepadanya. Anggota merupakan bagian
utama dalam kelompok usaha garam rakyat. Kelompok usaha garam rakyat
(KUGAR) tidak mungkin ada kalau tidak ada anggotanya. Dari sisi inilah dapat
dilihat hakekad dari keterlibatan masyarakat miskin dalam sebuah proses
pemberdayaan, termasuk pemahamannya tentang kelembagaan yang
menaunginya.

Pemyataan AT ditemukan fenomena bahwa keterlibatan anggota dalam
penyusunan Rencana Usaha Bersama secara intensif terjadi, namun keterlibatan
itu sebatas kehadiran pada rapat kelompok, tetapi anggota belum sepenuhnya
mengerti mengenai penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB). Dengan
demikian terjadi permasalahan dalam aspek rekruitmen pada aspek kelembagaan.
Anggota telah direkrut dalam kelembagaan kelompok, tetapi justru anggota
sendiri belum memahami teknis pennyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB).
Dengan demikian aspek komunikasi dari sisi pendampingan menjadi urgen dalam
tataran Implemnetasi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Anggota
hanya memahami kalau dijelaskan secara rinci oleh pendamping. Kondisi i

menjadi wajar karena anggota memiliki pendidikan yang rendah, sehingga bagi
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mereka kebutuhan akan peralatan saja yang penting untuk mereka usulkan dalam
Rencana Usaha Bersama (RUB).
Aspek Volume Produksi Garam Rakyat

Salah satu substansi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah
kinerja kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) yang ditunjukan melalui
kapasitas produksi garam rakyat. Artinya baik atau buruknya kinerja kelompok
usaha garam rakyat (KUGAR) akan sangat ditentukan seberapa besar kapasitas
produksi garam yang dihasilkan. Inti permasalahan apakah dalam Rencana Usaha
Bersama (RUB) di cantum volume produksi garam rakyat dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyusunan Rencana Usaha Bersama
(RUB) dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di ketahui bahwa
dalam Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun oleh kelompok telah
dicantumkan volume produksi yang merupakan target yang akan dicapai. Jika
dibandingkan dengan contoh Rencana Usaha Usaha yang disusun oleh kelompok
Padamu pada tabel 4.11 menunjukan bahwa target volume produksi sebesar 67
ton dengan harga jual Rp 200.000/ 50 kg, maka nilai perkilo gram yang dicantum
dalam Rencana Usaha Bersama (RUB) sebesar Rp 4.000 melebihi data nilai jual
sebagaimana yang dicantum dalam tabel 4.10. tentang realisasi volume produksi
per musim sebesar Rp. 2.000. Kenyataan ini disampaikan oleh AT dalam
wawancara (01/11/2014) :

Ia bu.. bahwa namanya juga rencana usaha bu, pasti akan sedikit berbeda dengan
realisasinya. Karena anggota hanva menaksir nilai jual berdasarkan perkiraan mereka,
sedangkan hasil verifikasi iebih mengarahkan kepada kondisi ril nilai jual garam di
tingkat pasar. Sava sudah sampaikan kepada anggota untuk menyesuakan nilai jual
garam dengan harga pasar. Ini membuktikan bahwa harga garam di tingkat pasar tidak
konstan, dan ini salah satu yang mengakibatkan volume produksi garam sedikit
berkurang karena kelompok takut kalau memproduksi banyvak, tetapt harga garam tidak
stabil, nanti mereka vang rugi.
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Pemyataan AT di atas mengindikasikan bahwa anggota dan kelompok
memahami bagaimana memperkirakan volume produksi garam dibandingkan
dengan nilai jualnya ditingkat pasar. Oleh karenanya di dalam Rencana Usaha
Bersama (RUB) nilai produksi diprediksi sebesar 67 ton/ha/permusim dengan
nilai jual sebesar Rp 3000/kg. Hal ini juga akan menjamin nilai kelayakan usaha
dari proposal yang diusulkan dalam Rencana Usaha Bersama (RUB).

Aspek kelayakan usaha.

Sisi penting dalam sebuah Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah adanya
kelayakan usaha sebagai ukuran kinerja kelompok usaha garam rakyat (KUGAR).
Analisa kelayakan usaha menjadi penting artinya untuk mengetahui kemampuan
kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) melakukan kegiatan usahanya. Apakah
dengan usulan dana dan peralatan tersebut kelompok usaha garam rakyat
(KUGAR) mampu menghasil produksi garam yang maksimal. Rumusan ini
diperkuat LJB ketua kelompok Himbu Lurt, dalam wawancara (03/11/2014) -

Awalnya sava lidak mengerti itu kelayakan usaha, apalagi anggota bu... tetapi mau tidak
mau saya harus belajar dan tahu karena didalam RUB kami diminta untuk membuat
kalayakan usaha Awalnya saya ragu dengan RUB yang kam: buat, tetapi karena saya
telah mendapat penjelasan rinci dari pak pendamping, ahirnya saya mengerti bahwa kita
harus punya target kalau mau berusaha, bukan hanva sekedar pakai uang, tetapi tahu
kalau hasilnya nanti akan jadi apa Memang bagi saya penting itu analisa kelayakan
usaha, karena kita akan tahun berapa lama kita harus produksi garam, berapa jumiah
earam vang diproduksi, nilai jualnya serta dimana akan dipasarkan.

Dari penjelasan ketua kelompok Himbu Luri dapat dimaknai bahwa
memberdayakan masyarakat miskin itu tidak seibarat membalik tangan atau
mengerutkan kening ( arifin : 2008). Memberdayakan orang miskin harus melalui
proses yang panjang dengan sebuah kesabaran dan ketekunan, apalagi berkaitan
dengan pemahaman yang sama sekali belum dikenal atau diketahui oleh
masyarakat. Dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), maka

masyarakat miskin dituntut untuk memenuhi kriterta Rencana Usaha Bersama
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(RUB) yang salah satunya adalah adanya kelayakan usaha yang dicantumkan
dalam Rencana Usaha Bersama (RUB). Hal ini tidak mudah. Oleh karenanya
diperlukan intensitas pendampingan oleh pendamping dalam memberikan
pemahaman kepada pengurus kelompok untuk memahami unsur kelayakan usaha
dalam pengolahan garam rakyat, baik sisi penjadwalan, volume produksi, nilai
Jual serta biaya dan keuntungan.

Terkait dengan nilai kelayakan usaha tersebut di atas, WMW Bendahara
Kelompok Temu, dalam wawancara (27/11/2014) :

Memang tidak semua aspek kelayakan usaha dipahami oleh pengurus kelompok, apalagi
anggota bu. .. Sava berusaha untuk memahami itu dari berbagai informasi yang
dapatkan, disamping itu, pak pendamping selalu bantu saya untuk belajar itu kelayakan
usaha Jadi benar bu, kalau Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun oleh kelompok
harus mencantumkan kelayakan usahanya, sehingga proposal itu layak untuk diterima,
dimana kita bisa ukur keberhasilan kelompok. Ini saya terus beri pemahaman kepada
kawan pengurus, bahwa proposal itu bukan sekedar kita usul dana, tetapi harus diketahui
untuk apa dana itu dan bagaimana dengan dana itu kita lakukan usaha garam rakyat ini.

Dari Pernyataan pengurus kelompok Temu di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa proses penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) harus
dipahami betul oleh pengurus keloinpok, terutama aspek kelayakan usaha. Sebuah
Rencana Usaha Bersama dapat dikatakan layak, apabila Rencana tersebut mampu
mengambarkan kinerja kelompok melalui analisa kelayakan usaha, karena hal
tersebut penting bagi perkembangan kelmpok itu sendiri. Mampu atau tidak
mampu kelompok mengembangkan usahanya tergantung pada kinerja kelompok
itu sendiri dan hal itu ditunjukan melalu1 analisa kelayakan usaha dalam rencana
usaha yang dibuat kelompok.

C.1.2. Seleksi dan verifikasi Rencana Usaha Bersama
Adanya rencana Usaha yang diseleksi
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan program

pemberdayaan yang secara langsung memberikan dampak bagi pengkapasitasan
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masyarakat miskin untuk secara mandiri berusaha dalam meningkatkan
pendapatannya. Pemberdayaan itu dilakukan melalui dukungan Dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM), pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengolahan
garam rakyat.

Salah satu proses pemberdayaan dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) adalah melalui kegiatan penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)
oleh Kelompok Usaha Garam rakyat (KUGAR). Rencana Usaha Bersama (RUB)
tersebut selanjutnya di diseleksi, diverifikasi dan di tetapkan sebagai Rencana
Usaha yang layak untuk dibantu dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR). Senada dengan hal tersebut AT dalam wawancara (01/11/2014) :

Sebelum KUGAR menerima dana BLM maka kelompok harus menyusun Rencana Usaha
Bersama (RUB) yang didalamnya memuat rencana usaha, kelembagaan dan kelayakan
usaha Hal itu menjadi persvaratan dalam sebuah Rencana Usaha Bersama (RUB)
berdasarkan atas Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
Rencana Usaha bersama (RUB) yang disusun oleh KUGAR selanjutnya diverifikasi oleh
tim teknis. Memang ada RUB yang langsung diterima, tetapi ada juga RUB yang ditolak
untuk diperbatki, karena tidak sesuai dengan ketentuan sebuah RUB vang baik. Kami
juga sebelumnya sudah melakukan pendampingan dalam penyusunan RUB oleh
kelompok.

AT dalam memberikan pernyataan tersebut tentunya didasarkan atas
pengalamnnya dalam melakukan penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) dan
melakukan seleksi atas Rencana Usaha Bersama (RUB). Intinya bahwa Rencana
Usaha Bersama (RUB) yang disusun kelompok usaha garam rakyat menurut
Arwadi bukan sekedar untuk memenuhi usulan dana BLM yang diusulkan
masyarakat, tetapi substansi dasarnya adalah bahwa masyarakat mengerti tentang
usaha yang dijalankan, termasuk biaya, keuntungan, penjadwalan serta aspek
teknis usaha. Rencana Usaha Bersama ( RUB) yang disusun kelompok usaha
garam rakyat menurut Arwadi harus memenuhi aspek Kelayakan Usaha,

pendanaan yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan dan serta aspek pemasaran.

129

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42005.pdf

Seleksi dan verifikasi Rencana Usaha Bersama (RUB) dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dalam konteks evaluasi menjadi
penting artinya. Sebuah rencana usaha yang di susun oleh Kelompok Usaha
Garam Rakyat (KUGAR) tentunya akan menggambarkan kinerja kelompok yang
sebenarnya, baik itu teknis usaha, biaya dan keutungan. Dengan demikian secara
dini tim Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dapat mengetahui
kapasitas kelompok yang sesungguhnya. Hal senada juga di ungkapkan LA ketua
kelompok Bunga Karang, dalam wawancara (12/11/2014) :

RUB yang kami susun sudah diseleksi oleh tim seleksi bu.. itu sebabnva kami dapat
menerima dana Bantuan Langsung Masvarakat (BLM). BLM vang kami terima itu sudah
sesuai dengan RUB yang sudah diverifikasi oleh tim verifikasi. Kami tahu verifikasi itu,
bukan karena tim sengaja untuk memotong dana kami, tetapi disesuaikan dengan dana
yang disediakan pemerintah. Kadang-kadang saya juga menjelaskan kepada anggota
bahwa seleksi itu penting karena untuk mengetahui apakah RUB yang kita susun itu
sudah betul atau salah. Kalau salah kita juga yang akan menggung akibatnya.

Perlakuan atas Rencana Usaha Bersama yang di susun oleh Kelompok
Usaha Garam Rakyat (KUGAR) melalui seleksi dan verifikasi adalah aspek teknis
dalam proses pemberdayaan. Bahwa Rencana Usaha yang diseleksi tersebut
menjadi patut atau layak dibantu, itu merupakan bagian yang dipertaruhkan
berkenaan kinerja tim seleksi, pendamping dan tim pembina di tingkat Kabupaten.
Rencana Usaha Bersama (RUB) tersebut sudah merupakan upaya masyarakat
untuk ikut dalam proses pemberdayaan. Oleh karenanya imasyarakat harus
diberikan pemahaman agar rencana Usaha yang di susun benar-benar layak dan
dapat diterima.
Aspek Penetapan Rencana Usaha yang layak.

Pilihan untuk mengambil keputusan dalam Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) adalah mutlak dilakukan. Keberanian untuk melakukan

penetapan terhadap proposal yang layak atau tidak layak, mesti ditempuh. Alasan
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hakikinya adalah bahwa pilihan untuk melaksanakan Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) adalah karena adanya ketidakberdayaan masyarakat. Oleh
karena dalam pemberdayaan masyarakat tidak dapat dibiarkan bergantung kepada
pemerintah, tetapi harus berusaha yang layak sehingga memungkin mereka dapat
secara mandiri meningkatkan kesejahteraannya.

Penetapan Rencana Usaha yang layak tentunya menjadi bagian yang tidak
terlepas dari proses pemberdayaan. Rencana Usaha yang di susun diharapkan
dapat layak sesuai dengan pedoman teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR). Pernyataan itu didukung oleh LJB anggota kelompok Himbu Luri,
dalam wawancara (03/11/2014) :

Seleksi RUB itu bagus bu... biar kita bisa tahun kalau RUB yang kita susun itu benar atau
selah. Selama im kalau ada RUB yang disusun kita tidak tahu salah atau benar, pokok ada
RUB, jadi masyarakat tidak diberikan pemahaman tentang layak atau tidaknya sebuah
RUB. Ini hal yang baik dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) karena
anggota sadar sepenuhnya bahwa berusaha itu harus tahu kelayakan bukan hanya sekedar
terima uang, sesudah itu habis bu!. Sebenamnya saya juga belum pernah tahu kalau ada
seleksi proposal, saya pikir masukan saja RUB dan terima uvang. Tetapi pak pendamping
bilang itu harus diseleksi dulu, makanya pak pendamping tunjukan kami RUB yang
benar.

Dari pemyataan LIB di atas jelas bahwa kepastian nilai dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) yang akan diterima oleh masyarakat sangat
ditentukan oleh hasil verifikasi dan seleksi. Dengan demikian tim yang
melakukan seleksi atau verifikasi harus memahami benar aspek-aspek yang
diseleksi dan diverifikasi, termasuk teknis pengolahan garam, sehingga tidak
salah menetapkan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang diusulkan oleh
masyarakat.

Pernyataan LJB di atas justru berbeda dengan TW II anggota kelompok

Harui Lapa Milla, dalam wawancara (05/11/2014) :
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Eeee bu, kami tidak tahu itu RUB itu apa. Yang kami tahu hanya kalau sudah dikasih
tahu sudah ada uang untuk beli peralatan masak garam. Maaf bu kami ini pendidikanya
rendah, jadi kalau soal yang begitu kami tidak tahu, kami percaya semua sama pengurus
kelompok, yang penting kami dapat bantuan. Jadi kalau ibu tanya RUB maaf saya tidak

bisa jelaskan bu!

Dari pernyataan TW II muncul sebuah fenomena baru dalam proses
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bahwa sebagian anggota
kelompok ada yang memahami keberadaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR), termasuk Rencana Usaha Bersama yang di susun Kelompok Usaha
Garam Rakyat (KUGAR), tetapi ada anggota yang sama sekali tidak memahami
proses pemberdayaan tersebut. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh
pengelola program agar hal tersebut dapat diperbaiki dan masyarakat benar-benar
memahami hakekad Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Aspek Tim seleksi RUB

Aspek Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) menjadi penting artinya. Sumberdaya Manusia dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bukan hanya untuk pelengkap
bilangan persyaratan atau pemenuhan aspek pelibatan sektoral, tetapi lebih dari itu
kompetansi selaku tim seleksi benar-benar dipertaruhkan karena hal itu akan
berpengaruh pada kepercayaan masyarakat pada pemerintah dalam Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa Tim seleksi berasal
dari SKPD teknis yang dipercaya untuk melakukan seleksi atas Rencana Usaha
Bersama (RUB) yang disusun oleh Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR).
Berdasarkan atas hasil wawancara dengan Pendamping Pemberdayaan Usaha

Garam Rakyat (PUGAR) AT dalam wawancara (01/11/2014) :

132

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42005.pdf

Tim seleksi itu ditentukan dari SKPD teknis yang terkait dengan Program Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Selama ini banyak RUB vang sudah diseleksi oleh tim
seleksi bu Bahwa tim seleksi memahamai benar tentang teknis pengolahan garam rakyat,
karena mereka yang menseleksi.

AT dalam memberikan pernyataan memahami Tim seleksi, tetapi ikhtiar
tentang konteks pemberdayaan masyarakat miskir. yang dikaitkan dengan
kemampuan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang nota bene
berpendidikan rendah patut diakui. AT dalam konteks ini justru berupaya untuk
meluruskan kondisi yang sebenarnya dan kelompok sehingga mampu dipahami
oleh tim seleksi. Persoalaan selektifitas memang menjadi penting pada saat
pengambilan keputusan, tetapi jangan karena kurangnya pemahaman tentang
kondisi kelompok yang sesungguhnya, maka keputusan akan menjadi salah dalam
penctapan Rencana Usaha Bersama RUB) yang disusun oleh kelompok usaha
garam rakyat (KUGAR).

C.1.3. Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Jumlah dana yang disalurkan per kelompok.

Salah satu fokus Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah
Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) yang disalurkan kepada Kelompok Usaha Garam Rakyat
(KUGAR) diperuntuk bagi pengedaan peralatan pengolahan garam rakyat dalam
meningkatkan produktifitas garam rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) yang disalurkan dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) pada tahun 2013 untuk usaha garam rebus sebesar Rp 320.000.000
(Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

tersebut disalurkan untuk 8 kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dengan
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total anggota sebanyak 64 orang. Dari gambaran tersebut terlihat jelas bahwa
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) telah mencakupi seluruh kelompok usaha garam rakyat yang
tersebar di 3 Kecamatan dan 4 desa/kelurahan. Terkait Dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) tersebut HHN Ketua kelompok Harui Lappamilla dalam
wawancara (05/11/2014)

Dana bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakvat
(PUGAR) 1tu disalurkan kepada kelompok bu, bukan langsung kepada anggota
kelompok. Kelompok disuruh membuka rekening untuk disalurkan, nanti kelompok yang
akan mengatur pembelian paralatan masak garam dan dibagikan kepada anggota Sava
rasa cara itu bagus agar anggota tidak salah menggunakan dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk konsumsi. Maklum namanya juga masyarakat miskin, ada saja
yang mau dibeli sehingga tujuan dana semua tidak tercapai.

Pemyataan Ketua kelompok Harui Lappamilla, di atas menunjukan bahwa
dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) pemberdayaan kelompok
telah secara aktif dilakukan. Artinya keberadaan kelompok difungsikan untuk
membantu masyarakat dalam menfasilitasi pengadaan peralatan pengolahan
garam rakyat. Kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) menjadi terminal pertama
bagi anggota untuk mendapat bantuan pemerintah dalam pengolahan garam
rakyat. Faktor kedekatan anggota dengan kelompok menjadi cara yang efektif
untuk mendekatkan bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin. Anggota
kelompok tidak perlu melakukan hubungan langsung dengan SKPD teknis untuk
urusan pendanaan kegiatan pengolahan garam rakyat, tetapi melalui kelompok
anggota dapat segera terlayani. Senada dengan hal tersebut TW II anggota

kelompok Harui Lapamilla, dalam wawancara (06/11/2014) :

Dana Bantuan Langsung Masvarakat (BLM) diterima oleh kelompok, bukan diterima
langsung oleh anggota. Kita percava sepenuhnva kepada kelompok untuk mengurus
pembelian paralatan masak garam. Memang selama ini ndak ada anggota yang protes
karena mereka tahu uang itu untuk keperluan mereka dan mereka juga sudah menerima
semua peralatan masak garam Hanva saja saya perlu juga kasih ingat sama anggota.
kalau ada rapat kelompok sebaiknya hadir untuk mendengar apa saja permasalahan yang
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dihadapi kelompok kita sehingga masalahnya dapat kita selesaikan memang ..... jangan
nanti kita kasih salah sama pengurus kelompok... iya kan bu!

Dari pernyataan anggota kelompok di atas jelas bahwa kelompok yang
dibentuk oleh anggota diberikan kepercayaan untuk mengurus segala keperluan
anggota dalam pengolahan garam rakyat. Artinya telah ada pernyataan yang tulus
dari anggota bahwa keberadaan kelompok menjadi kekuatan bagi anggota untuk
mendapatkan bantuan pemerintah. Faktor kepercayaan anggota kepada kelompok
menjadi modal yang kuta bagi pengembangan kinerja kelompok, terutama dalam
pengelolaan dana Bantuan langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan melalui
kelompok.

Dana yang diterima langsung oleh pengurus kelompok

Pemahaman akan fungsi kelompok menjadi menjadi kekuatan utama
dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Kelompok
diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan bantuan
pemerintah. Demikian pula halnya dalam penyaluran Dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BL.M) dimana kelompok usaha garam rakyat dipercaya sepenuhnya,
baik oleh pemerintah maupun anggota kelompok untuk menerima Dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM). Keberadaan pengurus yang dipercaya untuk
mengelola kelompok, juga termasuk dalam pengelolaan Dana Bantuan Langsung
Masyarakat. Fungsi pengurus yang mengatur perjalanan dan perkembangan
kelompok menjadi titian kuat bagi pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur.

Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BL.M) diterima langsung oleh pengurus kelompok melalui

rekening kelompok yang telah dibuka. Arti Dana Bantuan langsung Masyarakat
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(BLM) tersebut langsung dimasukan dalam rekening kelompok, kemudian
pengurus kelompok melakukan pencairan berdasarkan tahapan pendanaan yang
diberikan. Gambaran penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
tersebut diperkuat oleh pernyataan MMY Ketua kelompok Merengga Monung,
dalam wawancara (15/11/2014) :

Ya. Bu. fungsi kelompok vang harus mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) bu... Anggota mempercayai pengurus untuk mengelola. Selama ini kami
pengurus selalu berusaha agar segala kebutuhan anggota untuk dipenuhi. Apalagi itu
berhubungan dengan peralatan masak garam. Saya tidak mau ada anggota yang mengeluh
tidak dapat peralatan karena Dana BLM yang ada semuanya dibelikan paralatan masak
garam sesuai rencan rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun. Dana BLM diterima
oleh pengurus melalu rekening kelompok, jadi bukan uang kes (uang tunai) vang kami
terima. Pembelian peralatan juga kami musyawarahkan dengan anggota dan pendamping,
sehingga semua peralatan anggota dapat dipenuhi dari dana BLM itu bu!

Penjelasan ketua kelompok Merengga Monung tersebut di atas
mengindikasikan bahwa anggota telah memberikan keleluasaan kepada pengurus
untuk mengelola dana Bantuan langsung Masyarakat (BLM), terlepas barang kali
ada anggota yang tidak setuju atau memprotes beberapa pengurus yang ada. Hal
seperti itu menjadi bagian yang penting dalam pengembangan usaha garam rakyat
karena keberdaan kelompok mampu memberikan jaminan bagi anggota untuk
lebih mudah mendapat bantuan dan pemerintah, asalkan pengurus amanah dalam
persoaaln tersebut. Senada dengan pernyataan ketua kelompok Marengga
Monung, AT pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dalam
wawancara (08/11/2014) :

Didalam Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) telah
dijelaskan bahwa Dana Bantuan Langsung (BLM) itu diterima oleh pengurus dengan
terlebih dahulu membuka rekening. Tidak diperkenankan kelompok menerima uang tunai
deri pemerintah, karena hal itu kemungkinan akan menyebabkan penyimpangan dana
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dalam pembelian peralatanpun pengurus
mendiskusikan dengan anggota dan saya selaku pendamping untuk membeli peralatan
vang sesuai dengan kebutuhan anggota sebagaimana vang tercantum dana RUB
kelompok usaha garam rakyat (KUGAR). Jadi tidak ada kemauan sendiri pengurus untuk
membeli peralatan masak garam bu.
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Pernyataan AT tersebut telah memperkuat hakekad pemnberdayaan
masyarakat dalam Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
Artinya pemberdayaan bukan sekedar memberikan uang kepada masyarakat untuk
dimanfaatkan, tetapi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dimaksud
agar masyarakat melalui organisasi yang dibentuknya difungsikan secara aktif
Pengurus yang juga berasal dari anggota memiliki integritas yang tinggi terhadap
kelompoknya. Tanggung jawab yang diberikan kepadanya dilaksakan secara
benar dan dibawah pengawasan para anggota.

Dana BLM yang disalurkan sesuai dengan yang diusulkan dalam Rencana
Usaha Bersama.

Menjaga konsistensi antara rencana dengan realisasi adalah mutlak dana
sebuah program pemberdayaan termasuk Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR). Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun menjadi dasar bagi
pelaksanaan kegiatan pengolahan garam rakyat, karena di dalam Rencana Usaha
Bersama (RUB) seluruh keperluan peralatan masyarakat oleh anggota telah
tercantum. Dengan demikian Dana Bantuan langsdung yang diserahkan kepada
kelompok harus dialokasikan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang
telah disusun. Terkait dengan hal itu RP anggota kelompok Marengga Monung,
dalam wawancara (15/11/2014) -

Semua peralatan masak garam vang ada dalam RUB ibu terlayani melalur uang Bantuan
Langsung Masyarakat itu. Dana sebesar Rp 40.000 000 semua dibelikan peralatan masak
garam, ada peralatan yang bisa dibeli di waingapu, tetapi ada juga peralatan yang harus
dipesan dari jawa. Kami setuju melalui dan bersama pendamping yang membantu kami
membeli peralatan itu, karena adanya di Surabaya. Kami pikir biarlah kelompok yang
membeli paralatan masak garam kami, dan kami juga siap menerima peralatan itu.

Pemnyataan Anggota kelompok Marengga Monung di atas menandakan
bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun oleh kelompok

dijadikan dasar dalam alokasi peralatan pengolahan garam rakyat, dan hal itu
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dipahami betul oleh anggota kelompok merengga monung. Adalah hal yang wajar
apabila anggota bersedia menerima peralatan yang diberikan oleh kelompok,
karena dalam penyusunan Rencana Usaha Bersama masyarakat telah dilibatkan
dalam proses itu, sehingga anggota dapat menerima semua peralatan pengolahan
garam rakyat yang diberikan oleh pengurus.

Konsistensi antara penyaluran Dana bantuan langsung Masyarakat dengan
Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah di susun oleh Kelompok Usaha Garam
Rakyat (KUGAR) menjadi kekuatan kepercayaan anggota kepada kelompok dan
pemerintah. Persoalan itu menjadi hal yang cukup diperhatikan dalam proses
pemberdayaan karena pengelaman pemberdayaan mengajarkan bahwa banyak
program pemberdayaan yang tidak dapat menjamin konsistensi itu. Dalam
hubunganya dengan konsistenst antara Rencana Usaha bersama (RUB) dengan
penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) BO anggota kelompok
Himbu Luri, dalam wawancara (04/11/2014) :

RUB yang disusun oleh kelompok telah disepakati bersama dengan anggota. Tidak ada
pengurus yang mau sendiri. Kami bilang bahwa anggota juga punya hak untuk tahu itu
RUB, Jangan kamu bikin sendiri. Memang selama ini pengurus selalu membicaralan
dengan kami tentang peralatan masak garam yang kami butuhkan. Oelh karena itu dana
RUB kami usulkan Jadi dana BLM vang ada harus diberi peralatan yang sesuat dengan
RUB.

Dari aspek pengawasan anggota tentang konsisitensi Rencana Usaha
Bersama (RUB) dengan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
tentunya dapat dilihat dari pernyataan anggota kelompok Himbu Luri. Pernyataan
tersebut justru memberikan penegasan yang kuat tentang tanggungjawab pengurus
untuk mengkonsistenkan antara Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah
disusun dengan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Hal yang

cukup menarik dari persoalan ini bahwa anggota bukan sekedar memilih pengurus
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kelompok semata, tetapi kepada pengurus kelompok itu diberikan tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan keputusan rapat dalam kelompok. Tanggung jawab
itu dipertegas dengan komitmen anggota untuk mengawasi kinerja pengurus,
termasuk dalam penyaluran dana Bantuan langsung Masyarakat (BLM).

C.2. Sumberdaya

C.2.1. Rencana Usaha Bersama (RUB)

Rencana Usaha Bersama disusun oleh kelompok.

Mengartikan sebuah perencanaan dalam konteks kebijakan adalah sebuah
harapan kepastian. Titian kuat dari konsep ini adalah pelaku penyusunan rencana
tersebut, instrumen apa yang digunakan serta dukungan pendanaan yang termuat
sebagai faktor penguatan dalam penyusunan rencana. Dengan demikian persoalan
penyusunan rencana lebih didekatkan dengan eksistensi sumberdaya, baik itu
sumberdaya manusia, sarana dan prasarana maupun dana atau anggaran.

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), maka
dari sisi sumberdaya yang melibatkan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana
serta anggaran tentunya menjadi ukuran yang dapat berpengaruh langsung
terhadap keberhasilan penyusunan sebuah Rencana Usaha Bersama. Rencana
Usaha Bersama yang disusun oleh kelompok akan mempertimbangkan faktor
keberadaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran
didalamnnya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan NB [ ketua kelompok Temnu,
dalam wawancara (28/10/2014) :

Penyusunan RUB yang kami lakukan telah mempertimbangkan faktor Sumberdava
manusia, sarana dan prasarana berupa peralatan masak garam dan dana yang kami
butuhkan untuk membeli peralatan masak garam bu. Semua itu dinilai dalam RUB yang
kami susun. Atas dasar itulah semua kegiatan PUGAR di kelompok kami dapat berjalan
sesuai dengan yang direncana. Kalau berkenaan dengan SDM. peralatan dan anggaran
dari dinas kelautan dan perikanan memang ada. [tu dalam bentuk bantuan pendampingan
dan kami tidak masukan dalam RUB. Yang ada dalam RUB hanva dana BLM, Peralatan
masak garam dan aspek kelembagaannya.

139

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42005.pdf

Pemnyataan ketua kelompok Temu di atas menunjukan bahwa aspek
Sumberdaya menjadi penting dalam penyusunan Rencana Usaha Bersama, baik
Sumberdaya atas dasar eksistensi kelompok maupun sumberdaya yang berasal
dari kelembagaan pengelola Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
Pernyataan ketua kelompok Temu juga di atas memberikan gambaran bahwa
kedudukan, peran dan fungsi Sumberdaya yang ada juga dapat terpilah
berdasarkan fungsinya, baik pada sumberdaya pada sisi pengelolaan PUGAR,
maupun pada sisi kelembagaan di tingkat lapangan.

Dalam prespektif penyusunan rencana usaha bersama, maka berdasarkan
hasil penelitian menunjukan bahwa faktor ketimpangan antara rencana dan
implementasi rencana nampak terlihat dalam aktifitas peningkatan kapasitas.
Peningkatan kapasitas yang dimaksud disini adalah kurangnya peran SKPD teknis
dalam memberikan pemahaman tentang teknis PUGAR dari sisi tugas pokok dan
fungsi SKPDnya, pada hal keberadaan PUGAR merupakan kebijakan yang
komprehsnsif karena berkenaan dengan aspek kehidupan manusia, termasuk
kesehatan, pendidikan (inteletual), usaha ekonomi dan sosial affair. Ketimpangan
yang terjadi dari aspek penyusunan RUB berkaitan dengan eksistensi Sumberdaya
tersebut diperkuat oleh pernyataan RTD anggota kelompok Temu, dalam
wawancara (28/10/2014) :

Pugar itu usaha garam rakyat ibu, itu yang sava tahu... Pendamping bilang Pugar ini milik
masyarakat jadi kami usul semua. Kita dapat stanlis, karung dan gerobak buat masyarakat.
Anggota tidak dapat uang, tetapi dapat peralatan. Jumlah uang untuk beli peralatan sebesar
Rp 40.000.000. Hanya saja bu, kita ini hanya tan masak garam, kalau yang berhubungan
dengan dana, dan pendampingan itu semua di atur dari Kabupaten. Orang bilang garam
vodium itu baik bagi kesehatan, tetapi yang sepertt itu saja kami tahu. Kam masak garam
saja.

Pernyataan diatas menunjukan bahwa konsep sumberdaya yang dimaksud

dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah bukan saja terbatas
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pada Sumberdaya Manusia secara fisik, tetapi manfaat keterlibatan SDM tersebut
itulah yang penting. Banyak Sumberdaya Manusia yang ada kalau tidak
bermanfaatkan maka akan menambah beban biaya. Demikian juga dengan sarana
dan prasarana serta anggaran yang ada dalam pemberdayaan usaha garam rakyat
(PUGAR) yang seharusnya dinikmati oleh anggota kelompok untuk
pengembangan usaha, bukan banyaknya pemanfaatan pada sisi yang bersifat
administratif dan seremonial yang pada ahirnya mengurangi porsi pemberdayaan
usaha garam itu sendiri.
Aspek usulan sarana dan prasarana

Salah satu aspek dalam sumberdaya adalah ketersediaan sarana dan
prasarana. Sumberdaya dalam aspek ini dapat diterjemahkan sebagai dukungan
sarana dan prasarana dalam implmentasi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR). Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan
sumberdaya dalam aspek sarana dan prasarana lebih dilihat dari sisi fasilitasi
sumberdaya manusia, dalam hal imi adalah pendamping yang ditugaskan untuk
memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana. Sedangkan aspek sumberdaya lam
yaitu anggaran lebih terfokus pada Dana Bantuan Langsung (BLM) yang
ditujukan untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa peralatan pengoiahan
garam rakyat.

Berdasarkan atas hasil wawancara dengan AT Pendamping Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dalam wawancara (08/11/2014) :

Aspek sumberdaya dalam implementasi pemberdayaan usaha garam rakyat lebih pada
SDM, peralatan pengolahan garam dan dana BLM bu. Kalau saya mengartikan ketiga
aspek sumberdava itu menjadi bagian vang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan PUGAR.
Sebagai sumberdaya manusia vang ada ditingkat lapangan adalah kami sebagai
pendamping, pengurus kelompok dan anggota Tugas saya menfasilitasi pendampingan
termasuk fasilitasi pengadaan peralatan pengolahan garam Sedangkan untuk anggaran
lebih terfokus pada dana BLM vang diserahkan di kelompok.
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Pemyataan AT di atas menunjukan bahwa pemahaman tentang aspek
sumberdaya lebih didekatkan dengan keberadaannya sebagai pendamping,
peralatan pengolahan garam rakyat dan dana BLM yang disalurkan ditingkat
masyarakat. Faktor ketimpangan yang ditemukan dilapangan adalah seberapa jauh
kemampuan sumberdaya manusia melakukan seleksi terhadap peralatan yang
diserahkan kepada anggota kelompok, sementara pengolahan garam rakyat yang
dilakukan kelompok telah lama berjalan dengan peralatan yang seadanya. Dengan
demikian diperlukan kemampuan teknis sumberdaya manusia untuk menentukan
peralataan yang memadai yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Sedangkan pada sisi lain ketersediaan dana BLM yang ada belum sepenuhnya
memenuhi harapan masyarakat untuk mengadaan sarana dan prsarana pengolahan
garam rakyat. Kenyataan itu disampaikan MD anggota kelompok Marengga
Manung, dalam wawancara (15/11/2014) :

Pengadaan peralatan masak garam vang ada sebenar belum memenuhi keinginan kami bu.
Karena belum terlalu memberikan banyak produksi bagi kami. Kalau untuk lebih dari yang
lalu, ia bu... tetapi kami butuh peralatan yang lebih baik, terutama menyangkut bak
penampung dan rumah tempat menampung tanah garam yang belum ada. Memang kami
sudah sampaikan, tetapi mereka jelaskan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dana.

Dari pernyataan anggota kelompok Marengga Monung di atas jelas
memperkuat temuan penelitian yang mengungkapkan adanya keterbatasan
pelayanan sarana dan prasarana dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR). Keterbatasan itu patut diakui sebagai bagian dan kekurangan
pemerintah daerah sisi pendanaan. Dengan demikian diperlukan adanya upaya
untuk memperbesar pendanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
sehingga memberikan nilai lebih dalam meningkatkan produkstifitas garam rakyat
di Kabupaten Sumba Timur.

Aspek Kelembagaan
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Substansi kelembagaan lebih dapat dipahami dari sisi struktur, kewenangan
dan tanggung jawab. Konsep ini harus dipahami sepenuhnya, baik pada tingkat
pengelolaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), Tim teknis,
Pendamping dan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR). Dengan demikian
sumberdaya yang dimaksud disini adalah sumberdaya manusia yang terlibat
langsung dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Berdasarkan hasil peneilitian menunjukan bahwa dari sisi struktur
sumberdaya manusia, maka dalam kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) terdapat kelembagaan Kabupaten, Pendamping, lembaga Mitra dan
Kelompok Usaha Garam rakyat (KUGAR). Keberadaan sumberdaya manusia
dalam kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) memiliki tugas,
kewenangan dan tangung jawab masing-masing. Menurut MMP Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan dalam wawancara (31/10/2014) :

Ada berbagai kelembagaan vang terlibat langsung dalam Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR). Ada kelembagaan ditingkat Kabupaten vaitu kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan serta Tim Teknis. Ditingkat lapangan ada pendamping, lembaga mitra dan
Kelompok Usaha Garam Rakyat. Semwuanya bersinergi dan saling mendukung dalam
melaksanakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakvat (PUGAR). Sava memiliki keyakinan
bahwa dengan kinerja sumberdaya manusia seperti itu kita pasti akan mampu melaksanaan
Pemberdavaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) secara baik dan benar sesuai tujuan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) sebagaimana yang tercantum dalam
pedoman teknisnya.

Pemnyataan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di atas menggambarkan
bahwa sinergitas kinerja sumberdaya manusia dalam Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur menjadi faktor pendorong
implemnetasi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur.
Arti tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dukungan sumbedaya manusia dalam
pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) memberikan

motivast lebih bagi keberhasilan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
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(PUGAR) karena sumberdaya manusia merupakan penggerak tunggal dalam
memotivasi pencapaian tujuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
Pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di atas diperkuat oleh AT
Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dalam wawancara
(08/11/2014) :

Sebagai pendamping saya optimis bahwa Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
di Sumba Timur dapat berhasil bu. Itu semua berkat kerjasama vang baik kelembagaan
vang terlibat dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Memang Kkita
memerlukan intensitas dukungan bagi keberhasilan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR), terutama bagi lembaga mitra dan dukungan SKPD terkait. Saya sampaikan
seperti ifu seharusnya SKPD terkait melalui petugas pendamping mampu memberikan
kontribusi yang lebih bagi keberhasilan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
dari sisi teknis dan tugas pokok dan fungsi SKPD nya. Itu saja yang masih kurang bu. Kita
berharap agar sinergitas bukan saja dari sisi pengolahan garam rakyal saja, tetapi ada nilai
tambah yang diperoleh dengan kehadiran SKPD teknis dalam Pemberdayaan Usaha Garam
Rakvat (PUGAR).

Inti dari pernyataan AT di atas menujukan optimisme akan keberhasilan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur.
Keberhasilan itu tidak terlepas dan peran Sumbedaya Manusia di dalamnya, baik
pengelola, pendamping, lembaga mitra maupun kelompok usaha garam rakyat
yang menjadi sasaran Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Pernyataan
Arwadi juga disisi melihat faktor ketimpangan harapan akan kehadiran SKPD
terkait, karena menurut AT belum sepenuhnya memenuhi harapan nilai tambah
bagi masyarakat, karena belum sepenuhnya menyentuh aspek teknis SKPD terkait
tugas dan fungsinya.

Aspek Volume Produksi Garam Rakyat

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyusunan Rencana Usaha Bersama
(RUB) dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di ketahui bahwa
dalam Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun oleh Kelompok Usaha

Garam Rakyat (RUB) telah dicantumkan volume produksi yang merupakan target
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yang akan dicapai. Keberadaan volume produksi yang dimaksud adalah berasaran
produksi garam rakyat yang dikelola anggota kelompok Usaha Garam Rakyat
(KUGAR). Besaran produksi itu tentunya sangat tergantung pada dukungan
sumberdaya didalamnya, baik Sumberdaya manusia, sarana dan prasarana
maupun anggaran.

Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa aspek sumberdaya
sangat menentukan keberhasilan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
Keberadaan Tun Teknis sebanyak 5 orang, pendamping sebanyak 2 orang dan
kelompok kugar sebanyak 44 kelompok dan anggota sebanyak 396 orang
menunjukan kapasitas sumberdaya manusia dalam Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR). Demikian pula halnya dengan keberadaan sarana dan prasarana
pengolahaan garam rakyat serta adan dana Bantuan langsung Masyarakat (BL.M)
dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Hasil penelitian juga menunjukan bahwa terjadi ketimpangan dalam proses
pendampingan. Disatu diharapkan adanya pendampingan untuk meningkatkan
kapasitas anggota kelompopk, tetapi disi lain keterbatasan tenaga pendamping
menjadi kendala ditingkat lapangan. Keberadaan tenaga pendaping sebanyak 2
orang tidak mampu melakukan pendapingan terhadap 44 kelompok usaha garam
yang tersebar di 7 Kecamatan dan 11 desa/kelurahan. Kenyataan ini disampaikan
oleh MTM ketua kelompok Padamu, dalam wawancara (18/11/2014) :

Sava kasihan juga melihat pendaping PUGAR int bu. Mereka hanya dua orang tetapi
melakukan pendampingan di 44 kelompok. Saya rasa itu kurang efektif karena mereka juga
memuiliki keterbatasan dalam melakukan pendampingan. Harapan saya kalau bisa di tambah
agar pendapaingan dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata bu.

Pernyataan ketua kelompok Padamu di atas menunjukan bahwa faktor

sumberdaya manusia menjadi penting dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
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(PUGAR). Faktor pendampingan harus menjadi bagian yang penting dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) karena tujuan dari Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat, baik dari sisi kapasitas produksi maupun pengetahuan dan
pemahaman masyarakat tantang hakekad Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR).

Aspek kelayakan usaha.

Sisi penting dalam sebuah Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah adanya
kelayakan usaha sebagai ukuran kinerja Kelompok Usaha Garam Rakyat
(KUGAR). Penilaian atas kelayakan usaha menjadi penting artinya untuk
mengetahui kemampuan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) melakukan
kegiatan usahanya. Apakah dengan usulan dana dan peralatan tersebut Kelompok
Usaha Garam Rakyat (KUGAR) mampu menghasil produksi garam yang
maksimal. Rumusan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan MTM ketua
kelompok Padamu, dalam wawancara (18/11/2014) :

Kelavakan usaha garam rakyat itu sangat ditentukan oleh kemampuan kita dalam
menjelaskan tantnag produksi. keutungan dan biayva. Memang yang diberikan kepada kita
peralatan masak garam, tetapi kita harus tahu bagaimana menggunakan peralatan masak
garam tersebut agar bermanfaat dalam meningkatkan produksi garam. Itu semua bisa kita
mengerti kalau kita mendapat penjelasan dan tenaga pendamping dan pengelola dan
Kabupaten.

Dari penjelasan ketua kelompok Padamu di atas menunjukan bahwa dari sisi
kelayakan usaha peran sumberdaya menjadi penting karena kelayakan usaha itu
dapat terjadi apabila ada dukungan sumberdaya yang memadai. Kemampuan
pendamping dan pengelola Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) harus
mampu memberikan arti penting dalam peningkatan pemahaman anggota

kelompok dalam menyusun rencana usaha bersama yang memuat kelayakan
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usaha. Hal itu dapat dilakukan secara baik, jika kelompok diberikan pemahaman
tentang kelayakan usaha, termasuk dukungan sarana dan prasarana serta Dana
Bantuan Langsung masyarakat yang diberikan kepada kelompok garam rakyat.
Memperkuat pernyataan di atas, MT dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumba Timur dalam wawancara (07/11/2014) :

KUGAR harus menyusun analisa kelayakan usaha dalam RUB mereka, sebab kalau tidak
maka RUB itu sendiri menjadi tidak layak bu. Saya rasa ini peran penting dari pendamping
untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Kelayakan usaha itu tergantung pada faktor
manusia, baik itu pendamping maupun anggota kelompok yang mengelola garam rakyat.
Ada kalanya anggota merasa hal itu tidak penting, pada hal sekarang tidak adanya lagi
proposal yang tidak memuat analisa kelayakan usaha bu.

Pernyataan MT di atas menunjukan bahwa fokus utama dalam penyusunan
Rencana Usaha Bersama adalah adanya amalisa kelayakan usaha Kelompok
Usaha Garam Rakyat (KUGAR) Kelayakan usaha itu dapat dibuat atau disusun
oleh kelompok sepanjang mereka mengerti bagaimana membuat analisa
kelayakan usaha. Dengan demikian peran Sumberdaya dalam proses ini menjadi
sangat penting, baik Sumberdaya manusia pendamping dan pengelola
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) maupun pengurus kelompok dan
anggota kelompok garam rakyat (KUGAR).

C.2.2. Seleksi dan verifikasi Rencana Usaha Bersama
Adanya rencana Usaha yang diseleksi

Rencana usaha yang diseleksi adalah Rencana Usaha Bersama yang disusun
oleh kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) yang dianggap layak dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Seleksi atas Rencana Usaha
Bersama (RUB) dilakukan oleh Tim teknis dan pendamping yang terlibat
langsung dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Dengan

demikian dalam konteks ini, maka peran sumberdaya menjadi urgen, baik dalam
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tataran seleksi, verifikasi maupun penetapan. Tinjauan atas aspek Rencana Usaha
bersama yang diseleksi tentunya mengarah pada Sumberdaya Manusia yang
terlibat dalam proses seleksi tersebut.

Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa proses seleksi atas
rencana usaha bersama dalam kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) dilakukan oleh tim teknis dan pendamping. Proses seleksi itu dilakukan
setelah seluruh kelompok garam rakyat memasukan rencana usaha bersama yang
kemudian dilakukan seleksi untuk memastikan kelayakan usaha kelompok usaha
garam rakyat. Dalam proses ini menurut AT pendamping PUGAR dalam
wawancara (08/11/2014) :

Seleksi RUB dilakukan setelah semua KUGAR masukan RUB bu. Seleksi dilakukan oleh
Tim teknis yang dianggap cakap dan mampu melakukan seleksi atas RUB yang ada. Saya
rasa proses seleksi sudah berjalan baik, namun perlu diperhatikan tenyang aspek kelayakan
teknisnya, karena belum tentu semua mengerti teknis teknis pengelolaan garam rakyat. Dari
seluruh RUB yang masuk semuanya diterima, tetapi ada vang perlu diperbaiki, karena
kelayakan usahanya masih belum memadai. Kita mengakui kalau pengurus kelompok juga
berpendidikan rendah, sehingga kita meminta untuk menyusun kelayakan usaha yang
sederhana saja agar mereka mudah memahaminva.

Kedudukan dan peran Sumberdaya manusia dalam proses seleksi Rencana
usaha bersama tentunya menjadi sangat penting. Kemampuan dan pengetahuan
tim selekst tentang teknis pengolahan garam serta kemampuannya dalam
menganilis kelayakan usaha garam rakyat merupakan hal yang patut dalam
proses seleksi. Dengan demikian merupakan kapasitas sumberdaya dalam seleksi
rencana usaha memberikan dampak positif bagi kelayakan sebuah usaha garam
rakyat. Memperkuat hal tersebut NB I ketua kelompok Temu dalam wawancara

(28/10/2014)

RUB vang kami susun diseleksi oleh tim seleksi bu. Kami berusaha untuk buat RUB yang
sebaik mungkin, tapi ibu mengerti juga kalau kami ini sekolahnyva terbatas. Mungkin saja
menurut kami baik RUB itu, tetapi bagi tim seleksi belum tentu. Oleh karenanva kami
serahkan semuanya kepada keputusan tim seleksi vang layak bagaimana RUB vang kami
susun. Kalau RUB itu tidak lavak, kam juga periu menanvakan yang layak yang bagaimna
bu, sehingga kami tahu cara menyusun RUB vang lavak.
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Dari pernyataan ketua kelompok temu di atas menunjukan bahwa peran
Sumberdaya Manusia dalam proses seleksi rencana usaha bersama menjadi utama
karena kelompok hanya dapat menyusun rencana usaha bersama selebihnya
adalah kemampuan tim seleksi untuk menentukan kelayakan rencana usaha
bersama. Faktor sumberdaya manusia dalam proses ini menjadi pendukung utama
layaknya sebuah rencana usaha bersama, namun perlu diperkatikan bahwa tidak;
semua tim seleksi itu mampu memahami teknis pengolahan garam atau kelayakan
usaha, karena tim seleksi itu berasal dari berbagai SKPD yang secara tupoksi
tidak menangani persoalan pengolahan garam rakyat.

Aspek Penetapan Rencana Usaha yang layak.

Dalam konteks Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba
Timur, maka pentahapan kegiatannya tentunya secara teknis dimulai dengan
penyusunan rencana usaha, seksi dan verifikasi kemudia proses penetapan rencana
usaha bersama. Pentahapan ini menjadi sebuah proses yang menentukan layaknya
sebuah rencana usaha bersama untuk ditetapkan sebagai rencana usaha yang layak
mendapat bantuan dana bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses penetapan
rencana usaha bersama, maka peran sumberdaya, khususnya sumberdaya inanusia
menjadi alternatif utama untuk dipertimbangkan. Artinya ditetapkan sebuah
rencana usaha bersama sebagai sebuah rencana usaha bersama yang layak sangat
tergantung pada kemapuan tim seleksi dalam menetapkan rencana usaha yang
layak. Dengan demikian tidak ada faktor yang turut menentukan kelayakan
sebuah rencana usaha bersama dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

(PUGAR) selain tim teknis itu sendiri.
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Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa dari sisi kelengkapan
sebuah rencana usaha mestinya diperhatikan bahwa sebuah rencana usaha
bersama harus memenuhi syarat administratif, kelayakan usaha dan teknis
pengolahan garam. Dari hasil wawancara dengan HTR ketua lelompok
Rambangaru dalam wawancara (11/11/2014) :

RUB yang kami susun sudah atas dasart pertimbangan kelayakan usaha, tetapi bagi kami
tentunya belum memenuhi harapan anggota karena peralatan yang ada tentunya belum
sepenuhnya layak unutuk sebuah pengeolahan garam rakyat. Kalau dibilang layak, yah
layak karena itukan program pemerintah dengan targetnmya masing-masing, tetapi jika
dikaitkan dengan teknis pengoiahan garam rakyat, bagi saya tentunya belum sepenuhnya
layak, karena peralatan belum memadai.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pilihan akan kelayakan
usaha sebuah rencana usaha menjadi mutlak, karena rencana usaha bersama dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) harus ada dan menjadi dasar
dalam penyaluran dana bantuan langsung masayrakat. Hasil penelitian dilapangan
juga terungkap bahwa banyak proposal yang dikembalikan untuk diperbaik,
namun kalau pada ahirnya pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk peralatan
pengolahan garam rakyat belum memadai akan tersangkut pula dengan nilai
kelayakan rencana usaha tersebut.

Aspek Tim seleksi RUB

Pada aspek Tim seleksi secara umum rujukan adalah keberadaan
sumberdaya manusia di dalamnya. Aspek Sumberdaya Manusia dalam
pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) menjad: penting
artinya. Sumberdaya Manusia dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) karena taruhannya adalah hasil kerja tim teknis itu sendiri. Dengan
demikian bukan aspek sumberdaya manusia saja yang menjadi urgen dalam hal

ini, tetapi bagaimana renumerasi tim teknis perlu menjadi perhatian pengelola

150

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42005.pdf

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur.
Terkait dengan hal itu, H tim teknis Dinas Kelautan dan Perikanan dalam
wawancara (31/10/2014) :

Tim itu bekerja bu, bukan hanya asal ditunjuk oleh SKPD. Tugas tim teknis itu menjadi
puot dalam Pemberdavaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), karena berhubungan dengan
kelangsungan kelompok dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) itu sendiri.
Saya menyadari betul pekerjaan tim teknis, oleh karenanya saya selalu berusaha untuk
melakukan pembinaan terhadap kelompok. Betul bahwa kami diberikan honor dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), tetapi bagi kami itu adalah bagian dari
proses pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang memang telah
disediakan untuk tim teknis. Honor bagi saya bukan jaminan saya bekerja atau tidak, karena
kita sudah dapat gaji PNS dan pekerjaan ini kita anggap sebagai tugas kita dan harus kita
laksanakan sebaik mungkin.

Pernyataan H di atas menunjukan bahwa tugas tim teknis lebih berorietasi
pada keberadaan kelompok secara teknis. Teknis maksudnya dikaitkan dengan
kapasitas tim teknis itu sendint bedasarkan tupoksi SKPD nya. Persoalan yang
menarik dari pemyataan ini adalah bagaimana seorang tim teknis melaksanakan
tugasnya bukan karena ketersediaan honor atau insentif, tetapi lebih dari itu
menjadi tanggung jawab mereka sebagai abdi negara. Namun apakah dengan hal
itu menjadi motivasi, terlepas dan tim teknis sebagai PNS, tetapi mereka juga
manusia yang membutuhkan faktor motivasi, salah satunya adalah renumerasi.
C.2.3. Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Jumlah dana yang disalurkan per kelompok.

Salah satu aspek dalam implemnatsi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) adalah aspek penganggaran. Bantuan langsung masyarakat adalah
wujud nyata dari aspek penganggaran tersebut. Dalam konteks pelaksanaan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), maka aspek penganggaran yang
dalam hal ini dana bantuan langsung masyarakat bersifat substantif, artinya
bantuan langsung masyarakat menjadi dukungan kuat bagi keberlangsung

kelompok usaha garam rakyat.
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Berdasarkan atas penelitian menunjukan bahwa salah satu fokus
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah Penyaluran Dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM). Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang
disalurkan kepada Kelompok Usaha Garam rakyat (KUGAR) diperuntuk bagi
pengadaan peralatan pengolahan garam rakyat dalam meningkatkan produktifitas
garam rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) diterima olek kelompok dengan terlebih dahulu membuka
rekening pada lembaga keuangan yang ditunjuk pemerintah. Dana bantuan
langsung dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) diberikan kepada
kelompok sebesar Rp 40.000.000 dan sampai saat ini telah mencapai Rp
320.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Terkait dengan hal tersebut TR
anggota kelompok Padamu dalam wawancara (18/11/2014) :

Kami tidak terima langsung dana tersebut, karena dana BLM itu dipakai untuk membeli
peralatan masak garam. Katanya pendamping yang membantu kasitau tempat beli
peralatan masak garam, kami vang disuruh beli mau beli dimana bu.... itu stenlis saja
dipesannya di Surabava, diwaingapu tidak ada. Dana BLM diterima oleh kelompok
dimasukan rekening pengurus, jumlah Rp 40.000.000 sesuai usulan kita. Saya juga dapat
peralatannya, tetapi tentu belum semuanya terpenuhi karena masih ada sebenamya
peralatan yang kami butuhkan.

Dari pernyataan TR anggota kelompok Padamu di atas dapat di ketahui
bahwa Dana bantuan langsung masyarakat diterima oleh kelompok melalui
rekening kelompok. Dana tersebut selanjutnya diberikan kepada pendamping
untuk membeli peralatan masyarakat garam. Proses cukup transparan sehingga
anggota juga tahu kalau peralatan masak garam yang tidak ada di waingapu itu
dibeli oleh pendamping di luar pulau sumba sehingga dimungkinkan adanya
kepercayaan yang lebih anggota kelompok terhadap pendamping.

Dana yang diterima langsung oleh pengurus kelompok
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Sumberdaya dalam sebuah kegiatan adalah instrumen penguat bagi
keberlanjutan kegiatan tersebut. Demikian pula dalam Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur. Sumberdaya menjadi kekuatan yang
handal dalam mencapai tujuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
Pemahaman akan keberdaan sumberdaya lebih didekatkan dengan kekuatan atau
kapasitas yang menjadikan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
menjadi berhasil.

Pengurus adalah bagi yang tidak terpisah dari konsep sumberdaya itu
sendiri. Oleh karena keberdaan sumberdaya manusia dalam hal ini pengurus
menjadi kekuataan utama dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) ditingkat lapangan.

Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi pengurus,
disamping sebagai pelaksan tugas-tugas kelompok juga diberikan sebagai
pengelola dana Bantuan langsung masyarakat. Pada tataran ini terjadi perpaduan
yang kuat antara konsep sumberdaya dan aspek anggaran. Berhasil atau tidaknya
pengelolaan dana bantuan Isngung masyarakt itu akan sangat tergantung pada
kemampuan pengurus untuk melakukan pengelolaan bantuan langsung
masyarakat teresebut. Kondisi tersebut menurut MMY Ketua kelompok
Marengga Monung dalam wawancara (15/11/2014) :

Kita dipercaya oleh anggota untuk melakukan pengelolaan dana Bantuan Langsung (BLM).
Ini juga vang kami jaga agar kepecayaan anggota itu bisa kita pertanggung jawabkan
Kalau uang BLM itu memang untuk belanja peralatan masak garam, kami bisa membeli
peralatan yang ada di waingapu, sedangkan peralatan vang tidak ada di waingapu dibeli di
surabaya, dan itu kami serahkan kepada pendamping untuk membelinyva. Kadang-kadang
ada juga dalam program lain, anggota tidak percava sama pengurus, dianggap pengurus
selalu menggunakan uang BLM untuk kepentingan pribadi. Tetapi didalam kegiatan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) ini tidak ada bu. Kami dipercaya anggota
untuk mengelola uang BLM dan mereka bisa menerima peralatan masak garam vang kami
serahkan.
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Dari rumusan pernyataan MMY ketua kelompok Marengga Monung
menunjukan bahwa fungsi kelompok itu adalah instrumen implementator
tercapainya tujuan kelompok usaha garam rakyat. Jika demikian halnya, maka
peran pengurus tentunya menjadi sangat penting untuk memperkuat posisi
kelompok dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Pengurus
menjadi sumberdaya yang diharapkan dalam pengelolaan tugas-tugas kelompok.
Oleh karenanya keberdaan pengurus kelompok harus menjadi perhatian dalam
Pemberdayaan  Usaha Garam Rakyat (PUGAR), termasuk  aspek

kesejahteraannya.

Dana BLM yang disalurkan sesuai dengan yang diusulkan dalam Rencana
Usaha Bersama.

Konsistensi antara rencana dan realisasi merupakan faktor penentu
keberhasilan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
Pemahaman itu merujuk pada keberdaan Dana bantuan langsung Masyarakat
(BLM) yang harus disaliurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan
masyarakat itu tertuang dalam Rencana Usaha Bersama, baik jumlah dana,
anggota penerima dan keabsahan rencana usaha bersama tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penyaluran Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) disesuaikan dengan usulan masyarakat dalam
Rencana Usaha bersama (BLM). Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
yang disalurkan pada rekening kelompok yang selanjutnya dikelola oleh pengurus
kelompok. Penyaluran secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan

masyarakat. Menurut AT Pendamping dalam wawancara (08/11/2014) :

Penyaluran dana BLM dilakukan setelah semua RUB diseleksi dan pengurus telah
membuka rekening di bank. Penyaluran itu dihadin oleh semua pengelolaan Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur, baik pengelola tingkat Kabupaten,
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Pendamping dan Kelompok garam rakyat. Dana yang ada dimasukan dalam rekening
pengurus dan dengan persetujuan ketua dan bendahara, dana BLM tersebut dapat dikelola.
Dana BLM yang disaliurkan itu juga disampaikan kepada anggota, karena itu menyangkut
peralatan pengolahan garam yang diusulkan masyarakat, sehingga masyarakat atau anggota
kelompok harus tahu kapan penyaluran itu dilakukan dan berapa jumlah dana BLM itu bu.

Pemnyataan AT di atas menunjukan bahwa aspek Sumberdaya berupa
anggaran menjadi bagian substansial yang mendukung implementasi
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur. Aspek
penggaran itu lebith didekatkan dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM). Dana Bantuan langsung masyarakat tersebut disalurkan kepada kelompok
yang sebelumnya telah didahului dengan pembukaan rekening oleh pengurus
kelompok. Keberdaan dana bantuan langsung Masyarakat (BLM) tersebut harus
diketahui oleh anggota karena dana bantuan langsung tersebut diperuntukan bagi
pengadaan peralatan pengolahan garam anggota kelompok.

C.3. Disposisi/Sikap
C.3.1. Rencana Usaha Bersama disusun oleh kelompok.

Rencana Usaha Bersama (RUB) merupakan sebuah kesepakatan bersama
tentang apa yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang. Rencana Usaha
bersama tersebut dipakai sebagai dasar untuk menindaklanjuti penyaluran bantuan
langsung masyarakat (BLM) kepada kelompok usaha garam rakyat. Jika demikian
halnya maka dalam Rencana Usaha Bersama (RUB) aspek disposisi menjadi
unsur penting yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan
pemerintah dalam mendukung pengolahan garam rakyat dikelola masyarakat.

Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa aspek disposisi/sikap
dalam proses Penyusunan rencana usaha bersama (RUB) telah berjalan sesuai
dengan kondisi yang diharapkan. Rencana Usaha bersama yang disusun telah

mendapat persetujuan bersama dan didasarkan atas kesepakatan seluruh anggota
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kelompok. Hal ini tentunya menjadi persyaratan dari sebuah rencana usaha
bersama yang diusulkan untuk diseleksi dalam penyaluran bantuan langsung
masyarakat (BLM). Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan NB 1
ketua kelompok Temu dalam wawancara (28/10/2014) -

Salah satu persyaratan untuk kami mendapatkan BLM adalah pengusulan RUB kepada
Dinas Kelautan dan Perikanan. RUB yang kami usulkan itu sudah disetujui dan disepakati
bersama dengan anggota. Semua anggota sepakat dan mempercayakan kami untuk
menyusun RUB sesuai dengan usulan anggota juga bu. Oleh karena itu saya sampaikan

kepada semua anggota aggota usulan peralatan masak garam harus jelas dan dapat
dimanfaatkan oleh anggota.

Sejalan dengan pernyataan ketua kelompok Usaha Garam Rakyat KUGAR
Temu di atas, MMP Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba
Timur dalam wawancara (31/10/2014) :

Kita perlu melihat dulu RUB yang disusun oleh kelompok. Kita berharap bahwa RUB yang
disusun itu harus merupakan kesepakatan bersama antara anggota dengan pengurus
kelompok. RUB harus mencerminkan secara keseluruhan kebutuhan anggota akan
peralatan pengolahan garam rakyat, bukan keinginan dan kemauan para pengurus
kelompok. Saya meminta kepada tim teknis untuk memperhatikan hal itu, karena hal
tersebut sangat berpengaruh pada keberhasilan PUGAR di Sumba Timur.

Dar kedua pernyataan diatas menunjukan bahwa aspek disposisi/ sikap atau
kesepakatan dalam proses penyusunan Rencana Usaha Bersama (Rub) oleh
kelompok usaha garam rakyat menjadi persoalan yang penting dalam pelaksanaan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur. Disposisi/sikap
yang ada dalam proses penyusunan rencana Usaha Bersama (RUB) menjadi dasar
dan motivasi bagi anggota kelompok untuk mengakui dan menerima keberadaan
rencana usaha bersama (RUB), karena merupakan hasil kesepakatan bersama di
antara pengurus dan anggota.

Aspek usulan sarana dan prasarana
Aspek sarana dan prasarana dalam konteks Pemberdayaan Usaha Garam

Rakyat (PUGAR) merupakan komponen pokok yang menjadi kekuatan bagi
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kelompok untuk melaksanakan kegiatan pengolahan garam rakyat. Penetapan
sarana dan prasaranan dalam rencana Usaha bersama (RUB) Rencana Usaha
Bersama (RUB) yang disusun tentunya bukan saja merupakan keinginan
pengurus, tetapi lebih dari itu harus merupakan persetujuan dan pengetahuan para
anggota. Pengetahuan anggota tentunya menjadi penting, karena yang
memanfaatkan sarana dan prasarana itu adalah anggota. Anggota harus diminta
kesepakatannya berkenaan dengan sarana dan prasarana yang dicantukan dalam
rencana usaha.

Faktor penting yang dapat diperhatikan dari Rencana Usaha Bersama (RUB)
yang diajukan dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah
adanya rincian peralatan yang digunakan dalam pengolahan garam rakyat yang
tentunya merupakan kesepakatan anggota kelompok. Dukungan atas peryataan ini
disampaikan oleh MD anggota kelompok Marengga Monung dalam wawancara

(15/11/2014) -

Penyusunan RUB oleh kelompok itu sudah menjadi kesepakatan kita semua bu. Jadi
peralatan masak garam yang ada didalam RUB harus betul-betul sesuai dengan yang
diusulkan anggota. Kami tidak mau terima kalau peralatannya berbeda dengan usulan
anggota, karena anggota yang memanfaatkan bukan pengurus. Kalu ada pengurus yang mau
jalan dengan dia punya mau, ya kasth dia saja peralatannya Kamu semua sepakat bahwa
peralatan masak garam yang ada itu dibeli oleh pengrus dan pendamping, karena kami
sendiri tidak tahu peralatan itu dijual dimana. Katanya ada ada yang dijual diwaingapu ada
juga yang dijual diSurabaya.

Dan pernyataan anggota kelompok Marengga Monung di atas menunjukan
bahwa peralatan yang diusulkan dalam Rencana Usaha Bersama (RUB) harus
sesuai dengan dengan usulan masyarakat. Respek masyarakat terhadap kinerja
pengurus dalam penyusunan Rencana Usaha bersama (RUB) akan sangat
ditentukan oleh sesuai atau tidaknya peralatan pengolahan garam yang diusulkan
masyarakat. Tanggapan atas penyusunan Rencana Usaha Bersama ( RUB) oleh

anggota secara positif itu tentunya harus dipahami betul oleh pengurus kelompok,
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hal mana karena keterlibatan dan kesepakatan anggota secara aktif dan positif
sangat tergantung pada terpenuhi atau tidaknya kesepakatan mereka itu. Faktor
disposisi dalam hal ini menjagi ujung tombak dalam meningkatkan peran serta
anggota dalam kegiatan kelompok usaha garam rakyat (KUGAR).

Aspek Kelembagaan

Faktor kelembagaan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) adalah tiang pokok bagi unsur kewenangan, tugas dan tanggung
jawab serta job deskrition. Rumusan ini menjadi jelas pada tataran implementasi
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) ditingkat lapangan manakala
tercantum dalam Rencana usaha bersama (RUB) yang di usulkan. Aspek
kelembagaan merupakan salah satu kelengkapan sebuah Rencana Usaha Bersama
(RUB) adalah adanya stuktur kelembagaan dalam Usulan rencana Usaha Bersama
(RUB).

Dari sist disposisi, maka struktur kelembagaan telah menunjukan tugas dan
fungsi kelembagaan yang ada. Pada sisi ini kejelasan tentang sturktur
kelembagaan, baik itu kewenangan, pembagian tugas dan tanggung jawab
menjadi bagian penting dalam sebuah Rencana Usaha Bersama (RUB). Menurut
AT Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dalam

wawancara (08/11/2014) :

Kita bisa mengerti tentang unsur-unsur kelembagaan yang ada tentunya memalui RUB
yang di usulkan masyarakat. Unsur kelembagaan dalam RUB sangat penting bu, karena
keabsahan sebuan RUB juga tergantung pada kelembagaan tadi. Sepanjang pemahaman
saya bahwa didalam RUB ketua dan bendahara menandatangi, arti ada kesepakatan bahwa
RUB yang disusun itu sah dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyaluran dana
bantuan langsung Masyarakat (BLM). Hal ini harus dilakukan karena dari sisi
pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan dana Bantuan langsung Masyarakat berada
pada faktor.
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Inti dari pernyataan AT di atas adalah kelembagaan Kelompok Usaha
Garam Rakyat lebih dekat dengan kesepakatan dan keabsahan sebuah Rencana
Usaha Bersama yang disusun kelompok usaha garam rakyat. Kelompok usaha
garam rakyat (KUGAR) tidak mungkin ada kaiau tidak ada unsur disposisi atau
kesepakatan didalamnya. Dari sisi inilah dapat dilihat hakekad dari kelembagaan
itu sendiri, termasuk kesepakatan atau disposisi dalam Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR).

Dar sisi pengelolaan rencana Usaha Bersama yang disusun kelompok usaha
garam rakyat, maka rencana usaha bersama tersebut tentunya harus dipahami
secara bersama pada semua level kelembagaan yang ada, baik pada tingkat
Kabupaten, pendamping dan kelompok usaha garam rakyat. Menurut H tim teknis
Dinas Kelautan dan Perikanan dalam wawancara (31/10/2014) :

RUB yang disusun oleh kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) harus dipahami oleh
semua level kelembagaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang ada, bukan
atas pemahaman kelompok sendiri. Akomodasi terhadap RUB tersebut tentu pula
berdasatkan atas level kelembagaan. Contohnya bapak kepala Dinas kelautan dan Perikanan
akan mempelajari RUB yang diusulkan oleh kelompok usaha garam rakyat (KUGAR). Jadi
tidak serta menrta RUB itu lamngsung disetujui. Arti ada kesepakatan dulu pada semua
level kelembagaan tentang RUB yang diusulkan oleh kelompok usaha garam rakyat.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa aspek kelembagaan menjadi
bagian yang tidak dipisahkan dari substansi penyusunan rencana usaha bersama.
Arti sebuah rencana usaha menjadi sah atau layak apabila ada keterlibatan aspek
kelembagaan pada sebuah level. Kesepakatan terhadap‘isi dan substansi rencana
usaha bersama tentunya menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), karena ini dari seluruh kegiatan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) terletak pada keberadaan rencana
usaha bersama yang disusun oleh kelompok usaha garam rakyat 9KUGAR).

Aspek Volume Produksi Garam Rakyat
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Baik atau buruknya kinerja kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) akan
sangat ditentukan seberapa besar kapasitas produksi garamk yang dihasilkan.
Berdasarkan hasil penelitian tentang penyusunan rencana Usaha Bersama (RUB)
dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di kctahui bahwa dalam
Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun oleh Kelompok usaha garam rakyat
telah dicantumkan volume produksi yang merupakan target yang akan dicapai.
Volume produksi yang dicantumkan dalam rencana Usaha Bersama (RUB) adalah
hasil kesepakatan semua anggota kelompok yang memanfaatkan dana bantuan
langsung masyarakat (BLM). Jika demikian halnya, maka dalam proses
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), kata kunci kuantitatif dari
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah besaran produksi garam
yang dihasilkan oleh kelompok usaha garam rakyat. Hal tersebut sejalan
dengan pernyataan HRH anggota kelompok Himbu Luri dalam wawancara
(04/11/2014) -

Ada target yang ditetapkan dalam kelompok bu yaitu sebesar 67 ton permusim produksi
untuk satu kelompok. Kami berusaha untuk memenuhi target tersebut, tapi ibu juga
mengerti bahwa peralatan yang ada memang belum memadai karena masih ada peralatan
yang sebenarnya sangat kami butuhkan. Tapi memang karena pemerintah uangnya terbatas,
jadi kami pakai dulu peralatan yang ada bu. Ketetapan target volume itu memang atas dasar
perhitungan mereka dari pusat. Tapi kalau dilihat dari potensinya memang bisa kita capai,
asal saja peralatan yang ada ditambah lagi bu.

Dari pernyataan anggota kelompok Himbu Luri di atas dapat disimpulkan
bahwa dalam penetapan volume produksi ada aspek disposisi didalamnya. Faktor
penetapan produksi lebih pada upaya untuk mendorong masyarakat untuk
berupaya dengan usaha pengolahan garam rakyat. Disposisi dalam konteks ini
dimotivasi oleh keinginan pemerinah agar masyarakat konsisten dalam berusaha.
Masyarakat harus mampu secara mandiri usahanya sehingga akan mampu

meningkatkan pendapatan. Namun perlu diperhatikan bahwa peralatan yang
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digunakan oleh masyarakat dalam pengolahan belum memadai sehingga unsur
ketetapan atau disposisi lebih pada upaya pemenuhan target secarta minimal, jika
dibandingkan dengan potensi garam yang ada. Hal ini juga didukung oleh
pernyataan LJB ketua kelompok Himbuluri dalam wawancara (04/11/2014) :

Kita boleh saja menetapkan target bu, tetapi perlu juga diperhatikan bahwa dengan dana
sebesar Rp 40.000.000 menurut saya belum memadai karena peralatan yang dibeli dengan
dana BLM tersebut belum cukup untuk memenuh: target produksi ngaram secara maksimal.
Memang kalau dibandingkan dengan dulu, sekaran agalk lebih baik, karena produksi
garam sekarang cukup meningkat bu. Saya sudah sarankan kepada pak pendamping kalau
bisa usulkan juga pemerintah daerah tambah dananya agar volume produksi garam dapat
mencapai target bu.

Pernyataan Ketua kelompok Himbu Luri sebenarnya bukan pesimis
terhadap volume produksi yang ditetapkan, tetapi perlu diperlihatkan bahwa
ketetapan atau disposisi dalam konteks Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) harus pula disesuaikan dengan dukungan dana yang diberikan. Dari
pernyataan ketua kelompok Himbu Luri di atas di pahami bahwa dukungan
pendanaan dari pemerintah memang ditujukan untuk meningkatkan produksi
garam rakyat, tetapi pada sisi lain dengan potensi garam yang ada seharusnya
dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi garam rakyat
melalui peningkatan dana Bantuan Langsung Masyarakat.

Aspek kelayakan usaha.

Analisa kelayakan usaha menjadi penting artinya untuk mengetahui
kemampuan kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) melakukan kegiatan
usahanya. Apakah dengan usulan dana dan peralatan tersebut kelompok usaha
garam rakyat (KUGAR) mampu menghasil produksi garam yang maksimal,
Rumusan ini diperkuat oleh MTM ketua kelompok Padamu dalam wawancara

(18/11/2014)

Ibu harus memahami bahwa analisa kelayakan usaha dalam RUB yang kami susun adalah
sangat sederhana [tu juga karena kami diajarkan oleh pak pendamping Itu sebabnya
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selama ini kami hanya berusaha garam tanpa harus memperhitungkan untung dan ruginya.
Kami jujur saja kalau analisa kelayakan usaha yang ada itu hanya memenuhi persyaratan
supaya RUB kami diterima. Hampir semua pengurus kurang paham tentang analisa
kelayakan usaha, padahal itu sangar pneting untuk menhgetahui hasil usaha garam kita.
Saya selalu bilang sama pengerus yang lain agar kita menghitung baik-baik.

Dari penjelasan ketua kelompok Padamu di atas dapat dimaknai bahwa
konsep disposisi dalam tataran teoritis mungkin meripakan hal yang mudabh, tetapi
pada tataran realitas disposisi itu bukan merupakan hal yang mudah. Semua itu
memerlukan perhatian yang intens karena kondisi masyarakat yang demikian
mungkin saja mereka terima, tetapi dari sisi kemampuan, masyarakat merasa
kesulitan dengan ketetapan seperti itu. Analisis kelayakan seperti itu sebenarnya
perlu dibiasakan kepada masyarakat serta selalu dilakukan peningkatan
pengetahuan masyarakat tentang kelayakan usaha tersebut. Faktor manfaat dan
biaya harus menjadi hal yang penting bagi masyarakat karena usaha yang
dijalankan lebih bersifat ekonomis yang pada ahirnya bermuara pada peningkatan
pendapatan masyarakat. Harapan seperti juga di ungkapkan AT Pendamping
dalam wawancara (08/11/2014) :

Kami selalu berupaya agar masyarakat dalam melakukan pengolahan garam rakyat harus
dapat mengetahui untung dan ruginya usaha tersebut. Benar sudah bu bahwa dalam RUB
harus dicantumkan analisa kelayakan usaha, tetapi masyarakat selama ini sudah terbiasa
dengan berusaha asal dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bukan untuk
pengembangan usaha. Oleh karena dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
proses pemahaman masyarakat harus selalu ditingkatkan, karena buat apa bantuan
diberikan toh masyarakat hanya berusaha dengan pendapatan yang minimal atau untuk
menutup kebutuhan sehari-hari, padahal potensi garam yang ada sangat banyak bu.

Pernyataan AT di atas memberikan gambaran bahwa pemerintah harus
sudah memulai membiasakan masyarakat untuk menganalisa keutungan dan
kerugian dalam melakukan usaha. Pemberdayaan masyarakat, bukan saja
ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat tentang kapasitas yang dimiliki untuk menumbuhkan kemandirian

masyarakat.
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C.3.2. Seleksi dan verifikasi Rencana Usaha Bersama
Adanya Rencana Usaha yang diseleksi

Salah satu bentuk pemberdayaan dalam Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) adalah melalui kegiatan penyusunan rencana Usaha Bersama
(RUB) oleh Kelompok Usaha Bersama Garam rakyat (KUGAR). Rencana Usaha
Bersama (RUB) tersebut selanjutnya di diseleksi, diverifikasi dan di tetapkan
sebagai Rencana Usaha yang layak untuk dibantu dalam Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR).

Senada dengan hal tersebut MMY Ketua kelompok Marengga Monung
dalam wawancara (15/11/2014) :

RUB itu disusun oleh kelompok bu. Tetapi tidak semuanya ususlan kami itu diterima,
karena harus dilihat dulu layak atau tidak RUB yang kami susun. Kalau dibilang semua
proposal ditertma betul bu, tetapi harus didseleksi agar benar-benar RUB itu layak untuk
dilayani dana BLM. Kalau masyarakat kami mereka sudah memahami bahwa RUB yang
kami susun harus diperiksa oleh petugas dan mereka juga memahami kalau tidak semua
usulan mereka terima, karena tergantung juga dana BLM yang sediakan oleh pemerintah.

Faktor seleksi oleh Ketua Kelompok Marengga Monung memang menjadi
persyaratan bagi kelompok usaha garam rakyat. Pada tataran ini aspek disposisi
lebth terlihat pada kemampuan tim teknis untuk melakukan seleksi atas rencana
usaha bersama yang telah disusun oleh kelompok. Faktor ketetapan atau disposisi
menjadi penting karena adanya keterbatasan, baik itu keterbatasan pemeringtah
dalam menyediaan dana BLM, juga karena keterbatasan pengurus kelompok
dalam menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB) sehingga benar-benar harus
diperhatikan agar Rencana Usaha Bersama yang disusun kelompok usaha garam
rakyat menjadi rencana usaha bersama yang layak, baik dari sisi teknis maupun

dari sisi penganggaran.
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Berbeda halnya dengan pernyataan H tim teknis dari Dinas Kelautan dan
Perikanan dalam wawancara (31/10/2014) :

Kalau disposisi atau penetapan yang dilakukan terhadap RUB yang disusun oleh kelompok,
maka disposisi itu harus jelas bu. Bukan sekedar bahwa namanya RUB sudah diseleksi,
tetapi apakah RUB itu dapat menjadi pedoman bagi kelompok untuk pengelolaan garam
rakyat, itu yang harus diperhatikan. Kita harus mengakui bahwa RUB dalam Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR) menjadi persyaratan utama, tetapi RUB harus benar-benar

diseleksi agar tidak sebarang RUB yang ada dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR).

H dalam memberkan pernyataan telah melihat berbagai kendala dalam
berbagai program yang kadang-kadang usulan masyarakat yang ada formalitas,
alasannya tidak lain karena masyarakat berpendidikan rendah. Namun perlu
diperhatikan bahwa sebenarnya Rencana Usaha Bersama (RUB) dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan pedoman pokok bagi
kelompok dalam pengelolaan garam rakyat. Rencana usaha bersama yang disusun
kelompok harus menjadi ketetapan yang wajib didikuti oleh semua anggota,
sehingga rencana usaha bersama yang ada harus benar-benar baik dan menjamin
kelangsungan usaha anggota.

Aspek Penetapan Rencana Usaha yang layak.

Kepastian dalam pengambilan keputusan dalam Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) tentunya menjadi faktor utama untuk dilakukan.
Penetapan rencana usaha bersama yang dianggap layak tetantunya melalui proses
yang intens sehingga hasilnya dapat maksimal. Rencana usaha bersama yang
disusun kelompok tentunya harus dimaknai sebagai usaha keras kelompok untuk
memenuhi persyaratan dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
Menurut MMP Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam wawancara
(31/10/2014) :

Tim teknis itu tugasnya melakukan seleksi, verifikasi dan penetapan proposal yang layak
dalam kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Itu sudah menjadi
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ketentuan dalam pedoman teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Oleh
karena itu faktor ketetapan itu menjadi penting, karena hasilnya adalah RUB yang layak,
bukan sebarang RUB. Kita juga memahami keterbatasan pengurus kelompok dalam
menyusun kelompok, oleh karena saya selalu menyampaikan kepada pendampingan agar
kelompok terus didampingi, termasuk dalam penyusunan rencana usaha bersama.

Pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di atas menjadi penting
artinya bagi proses pemberdayaan masyarakat. Pilihan akan penetapan rencana
usaha bersama menjadi hal yang diutamakan agar rencana usaha bersama yang
disusun kelompok dapat bermakna bagi kelompok dalam melakukan pengelolaan
garam rakyat. Senada dengan hal tersebut, MT anggota Tim Teknis dart Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dalam wawancara (07/11/2014) :

Tim teknis harus mampu menentukan RUB yang layak dan yang tidak layak bu. Bukan
karena faktor kasihan pada masyarakat miskin, tetapi hal itu akan mengajarkan kepada
masyarakat untuk melakukan usaha yang baik. RUB itu kan harus dilihat faktor
kelayakannya, sehingga ketetapan atau disposisi yang diambil dalam proses penetapan
RUB yang layak harus dapat dipertimbangkan sebagai mungkin.

MT memberikan pernyataan tersebut tentunya didasarkan atas pengalaman
yang mengajarkan bahwa kebanyakan penetapan rencana usaha bersama banyak
yang belum maksimal. Artinya diperlukan perhatian yang serius bagi tim teknis
untuk menetapkan Rencana usaha bersama yang layak, karena faktor penetapan
Rencana Usaha yang layak tentunya menjadi bagian yang tidak terlepas dari
proses pemberdayaan, dimana masyarakat di berikan pemahaman bahwa Rencana
Usaha yang di susun harus dapat layak sesuai dengan pedoman teknis
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Aspek Tim seleksi RUB

Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa Tim seleksi yang ada
dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur tentunya
telah memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan seleksi terhadap rencana

Usaha Bersama (RUB). Fungsi tim seleksi sebagaimana tercantum dalam
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Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah
melakukan seleksi, verifikasi dan penetapan Rencana Usaha yang disusun oleh
kelompok usaha garam rakyat. Dalam konteks itu disposisi atau ketetapan
menjadi unsur kuat dalam mengkapsitaskan rencana usaha bersama yang disusun
oleh kelompok. Senada dengan pernyataan di atas, AUN pendamping

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dalam wawancara (08/11/2014) :

Ketetapan atas rencana usaha bersama yang disusun oleh kelompok itu harus diseleksi oleh
tim teknis bu. Didalam Pedoman Teknis sudah dijelaskan. Oleh karena itu kita berharap
bahwa tim teknis mampu melakukan seleksi atas rencana usaha bersama yang disusun oleh
kelompok. Tim teknis itu sangat menetukan dalanm proses seleksi dan verifikasi. Mereka
harus memahami teknis pengolahan garam rakyat.

Aspek ketetapan yang disampaikan AUN di atas tentunya beralasan bahwa
ketetapan bukan sekedar memenuhi persyaratan dalam pedoman teknis, tetapi
menghasilkan rencana usaha bersama yang sesual dengan harapan dalam
pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Pernyataan AUN
diatas didukung oleh R anggota Tim Teknis dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah dalam wawancara (07/11/2014) :

Saya ini tim teknis dari Dinas Koperasi dan UKM, ibu tahu bahwa kita tim teknis memang
cukup berat tugasnya, apalagi kalau sudah berkaitan dengan penetapan RUB yang layak
atau tidak layak, karena itu harus benar-benar membutuhkan pemahaman yang baik tentang
teknis garam rakyat. Memang kalau dari sisi teknis PUGAR kita bukan ahlinya, kita juga
dibantu oleh pendamping sehingga kita tidak salah dalam penetapan RUB yang layak.

Pernyataan R di atas menunjukan bahwa meskipun telah ada ketetapan
dalam proses Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tentang rencana
usaha yang layak, namun diakui oleh R bahwa tidak semua tim teknis memiliki
pengetahuan tentang teknis pengolahan garam rakyat. Hal ini dipahami karena tim
teknis yang ada tidak memiliki spesifikasi pendidikan yang sesuai dengan konsep
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Hal tersebut menjadi

permasalahan dalam pengembangan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
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(PUGAR) di Sumba Timur. Faktor pendidikan tim teknis akan berpengaruh
langsung pada aspek disposisi atau keketapan yang diberlalukan dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

C.3.3. Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Jumlah dana yang disalurkan per kelompok.

Keberadaan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) menjadi titik
sentral bagi anggota untuk mendapat bantuan pemerintah dalam pengolahan
garam rakyat. Faktor hubungan anggota dengan kelompok menjadi metode yang
efektif dalam mendekatkan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Senada
dengan hal tersebut TR anggota kelompok Padamu, dalam wawancara
(18/11/2014) -

Kami merasa terbantu dengan ada pengurus kelompok bu. . maklum kami ini sekolahnya
tidak cukup, jadi semua urusan kami pengurus yang bikin. Eeee kalau kami juga yang bikin
waduh kami susah sekali na. Itu seperti mereka bilang RUB, itu semua yang bikin
pengurus, kita tinggal tunggu peralatan saja. Kami percaya sepenuhnya kepada pengurus
terutama tentang uang, biar pengurus saja yang terima itu uang dan mereka beli kita
peralatan masak garam, cukup sudah. Kita tidak usaha terlalu menuntut, karena kerja
pengurus untuk mengelola uang BLM itu sudah susah, jangan kita bikin tambah masalah
lagi Memang juga ada juga yang protes, karena katanya uang dipegang pengurus. Saya
bilang itu memang tugas pengurus, bukan tugas kita anggota.

Dari pernyataan anggota kelompok Padamu di atas menujukan bahwa di
atas jelas bahwa kelompok yang dibentuk oleh anggota diberikan kepercayaan
untuk mengurus segala keperluan anggota dalam pengolahan garam rakyat.
Artinya telah ada kesepakatan dari anggota untuk menyerahkan segala urusan
Bantuan Langsung Masyarakat kepada pengurus. Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) disalurkan langsung
pada masing-masing kelompok. Hal tersebut telah menjadi kesepakatan formal

sesuai petunjuk Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
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Hal tersebut didukung oleh AUN pendamping kelembagaan Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) dalam wawancara (07/11/2014) :

Semua aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis, telah kami terapkan, termasuk
penyaluran dana BLM pada masing-masing kelompok. Semua anggota dan penguurus
harus tahu tentang dana BLM itu, karena dana BLM miliki semua anggota yang nantinya
untuk membeli peralatan masak garam. Saya selalu menyampaikan kepada pengurus
walaupun dana BLM itu disalurkan dalam rekening kelompok, anggota harus tahu kapan

penyaluran itu dilakukan dan kapan peralatan pengolahan garam rakyat itu dilaksanakan
sehingga ada faktor transparansi didalamnya.

Permnyataan AUN tersebut menunjukan bahwa kelompok dalam tataran
disposisi tidak boleh menunjukan penguasaan atas dana bantuan langsung
masyarakat dipercayakan kepada dirinya. Fenomena ini justru muncul dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dimana pengurus justru lebih
menunjukan faktor penguasaan karena adanya disposisi seperti itu. Hal ini akan
menjadikan anggota tidak berdaya dan mampu melakukan pengolahan garam
rakyat karena adanya dominasi pengurus atas nama disposisi atau kesepakatakn
formal sebagaimana yang tercantum dalam pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) yang tulus dart anggota bahwa keberadaan kelompok
menjadi kekuatan bagi anggota untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Faktor
kepercayaan anggota kepada kelompok menjadi modal yang utama bagi
pengembangan kinerja kelompok, terutama dalam pengelolaan dana Bantuan
-angsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan melalui kelompok.

Dana yang diterima langsung oleh pengurus kelompok

Pemahaman akan fungsi kelompok menjadi menjadi kekuatan utama dalam
pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Kelompok
diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan bantuan
pemerintah. Demikian pula halnya dalam penyaluran Dana Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) dimana kelompok usaha garam rakyat dipercaya sepenuhnya,

168

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42005.pdf

baik oleh pemerintah maupun anggota kelompok untuk menerima Dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM). Keberadaan pengurus yang dipercaya untuk
mengelola kelompok, juga termasuk dalam pengelolaan Dana Bantuan Langsung
Masyarakat. Fungsi pengurus yang mengatur perjalanan dan perkembangan
kelompok menjadi titian kuat bagi pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur.

Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) diterima langsung oleh pengurus kelompok melalui
rekening kelompok yang telah dibuka. Arti Dana Bantuan langsung Masyarakat
(BLM) tersebut langsung dimasukan dalam rekening kelompok, kemudian
pengurus kelompok melakukan pencairan berdasarkan tahapan pendanaan yang
diberikan. Gambaran penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
tersebut diperkuat oleh pernyataan MMY Ketua kelompok Merengga Monung
dalam wawancara (15/11/2014) :

Ya.. disitu sudah fungsi kelompok yang harus mengelola dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) bu.... Anggota harus mempercayai pengurus untuk mengelola dana
BLM itu bu, karena anggota juga yang memilih pengurus kelompok. Selama ini kami
pengurus selalu berusaha agar segala kebutuhan anggota untuk dipenuhi. Apalagi itu
berhubungan dengan peralatan masak garam. Saya tidak mau ada anggota yang mengeluh
tidak dapat peralatan karena Dana BLM yang ada semuanya dibelikan paralatan masak
garam sesuai rencan rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun. Dana BLM diterima
oleh pengurus melalui rekening kelompok, jadi bukan uang kes (uang tunai) yang kami
terima. Pembelian peralatan juga kami musyawarahkan dengan anggota dan pendamping,
sehingga semua peralatan anggota dapat dipenuhi dari dana BLM itu bu!

Penjelasan ketua kelompok Merengga Monung tersebut di atas
mengindikasikan bahwa anggota telah memberikan keleluasaan kepada pengurus
untuk mengelola dana Bantuan langsung Masyarakat (BLM), terlepas barang kali
ada anggota yang tidak setuju atau memprotes beberapa pengurus yang ada. Hal
seperti itu menjadi bagian yang penting dalam pengembangan usaha garam rakyat

karena keberdaan kelompok mampu memberikan jaminan bagi anggota untuk
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lebih mudah mendapat bantuan dari pemerintah, asalkan pengurus amanah dalam
persoaaln tersebut. Senada dengan pernyataan ketua kelompok Marengga
Monung, AT pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
mengatakan bahwa ;

bl

Didalam Pedoman Teknis telah dijelaskan bahwa BLM itu diterima oleh pengurus dengan
terlebih dahulu membuka rekening. Tidak diperkenankan kelompok menerima uang tunai
dari pemerintah, karena hal itu kemungkinan akan menyebabkan penyimpangan dana BLM.
Dalam pembelian peralatanpun pengurus mendiskusikan dengan anggota dan saya selaku
pendamping untuk membeli peralatan yang sesuai sebagaimana yang tercantum dana RUB.
Jadi tidak ada kemauan sendiri pengurus untuk membeli peralatan masak garam bu.

Pernyataan AT tersebut telah memperkuat hakekad pemberdayaan
masyarakat dalam Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
Artinya pemberdayaan bukan sekedar memberikan uang kepada masyarakat untuk
dimanfaatkan, tetapi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dimaksud
agarkan masyarakat melalui organisasi yang dibentuknya difungsikan secara aktif.
Pengurus yang juga berasal dari anggota memiliki integritas yang tinggi terhadap
kelompoknya. Tanggung jawab yang diberikan kepadanya dilaksanakan secara
benar dan dibawah pengawasan para anggota.

Dana BLM yang disalurkan sesuai dengan yang diusulkan dalam Rencana
Usaha Bersama

Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun menjadi dasar bagi
pelaksanaan kegiatan pengolahan garam rakyat. Rencana usaha bersama (RUB)
telah menjadi kesepakatan (disposisi) yang secara tegas menetapkan pilihan
masyarakat tentang peralatan pengolahan garam yang diinginkan. Faktor
konsistensi tentunya harus setara dengan disposisi atau ketetapan. Anggota
diminta untuk mengusulkan peralatan pengolahan garam dan hal itu telah
dipenuhi oleh anggota. Oleh karenanya dana Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM) tersebut harus sesuai dengan usulan masyarakat, bukan kemauan pengurus

170

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42005.pdf

kelompok, pendamping, bahkan kelembagaan di tingkat Kabupaten. Hal tersebut
diperkuat oleh AT sebagai pendamping dalam wawancara (08/11/2014) :

Penyaluran dana BLM dilakukan sesuai dengan usulan anggota kelompok. Dana itu
dipergunakan untuk membeli peralatan pengolahan garam rakyat. Ini kami selalu tekan
kepada pengurus agar dana itu dipergunakan semua untuk membeli peralatan. Kami juga
diminta pengurus untuk menfasilitasi pembelian alat pengolahan garam rakyat di luar
pulau Sumba. Itu pun kami sampaikan kepada pengurus untuk dibicarakan kepada anggota.
Kami tidak mau nanti anggota protes atau tidak setuju dengan hal itu.

Pernyataan AT di atas menunjukan bahwa proses penyaluran dana Bantuan
Langsung disesuatkan dengan usulan masyarakat. Namun yang menjadi
permasalahan apakah seluruh di lakukan sesuai dengan kesepakatan.
Permasalahan tersebut terformulasi dari pernyataan BO anggota kelompok Himbu
Luri, dalam wawancara (04/11/2014) :

Kalau dana BLM yang ada memang sudah sesuai dengan usulan anggota, tetapi anggota
tidak pernah lihat uangnya dan yang beli peralatan juga pengurus, bukan kami. Kami mau
juga kalau peralatan yang kami usulkan kami beli sendiri, sehingga kami bisa tahu
kualitasnya. Saya sudah bilang sama pengurus paling tidak kami diikutkan dalam
pembelian peralatan masak garam, jangan pengurus sendiri yang beli, nanti itu semua
maunya pengurus, padahal tidak sesyuai denga keinginan kami.

Pernyataan BO anggota kelompok Himbu Luri di atas menunjukan bahwa
terjadi fenomena ketidak konsistenan dalam proses penyaluran dana bantuan
langsung masyarakat, karena dana bantuan langsung masyarakat itu dikelola
sendiri oleh pengurus. Artinya pengurus yang melakukan pembelian peralatan dan
hal itu sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR).

C.4. Struktur Birokrasi
C.4.1. Rencana Usaha Bersama disusun oleh kelompok.

Rencana merupakan salah satu fungsi manajemen yang didalam terdapat

pilihan-pilihan alternatif tindakan untuk kemudian dilaksanakan dimasa yang akan

datang. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) oleh Kelompok Usaha
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Garam Rakyat (KUGAR) merupakan pelaksanaan salah satu fungsi manajemen
dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Rencana Usaha Bersama
(RUB) yang disusun oleh kelompok usaha garam rakyat salah satunya
mencatumkan aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan dimaksud adalah adanya
struktur kelembagan kelompok yang sekaligus merupakan identitas kelompok itu

sendirt. Menurut AT tenaga pendamping dalam wawancara (08/11/2014) :

Struktur kelembagaan kelompok harus dicantum dalam RUB. Ini susafd merupakan
ketentuan dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), termasuk keabsahan RUB
juga sangat ditentukan oleh eksistensi kelembagaan dalam kelompok. Ini maksud saya
bahwa dalam RUB hanya ditandatangni oleh ketua kelompok. Itu merupakan bentuk
keabsahan kelembagaan kelompok yang ditunjukan dalam RUB.

Pernyataan tenaga pendamping di atas lebih mengarah pada keabsahan
Rencana Usaha Bersama akibat karena adanya struktur kelembagaan didalamnya.
Menjadi wajar bahwa dalam sebuah rencana usaha bersama ditandatangani oleh
seorang ketua kelompok yang merupakan keabsahan dari kelompok dan hal itu
menjadi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Teknis
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Kelembagaan lain yang turut berperan dalam penyusunan Rencana Usaha
Bersama adalah kelembagan birokrasi, termasuk struktur birokrasi didalamnya.
Struktur biroksasi dalam konteks Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
memegang peranan penting. Kelembagaan tingkat kabupaten dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) menunjukan bahwa struktur
birokrasi dalam konteks Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) menjadi
unsur penting. Terkait dengan hal tersebut, MMP Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan dalam wawancara (31/10/2014) :

Kepemimpinan dalam konteks PUGAR ada ditingkat kabupaten. Dalam kelembagaan
tingkat kabupaten terdiri atas Kepala Dinas kelauatan dan Perikanan serta Tim Teknis yang
terdiri dari unsur SKPD. Fungsi itu dijalankan secara intensif karena sangat berkaitan
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dengan pengmabilan keputusan dan sangat berpengaruh pada pada keberlajutan kelompok
usaha garam rakyat dalam PUGAR.

Pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur
di atas menunjukan bahwa secara struktur birokrasi, maka tanggung jawab penuh
berada pada kelembagaan tingkat Kabupaten yaitu Kepala Dinas dan Tim Teknis.
Hal ini tidak bisa dihindari karena kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi
tanggung jawab utama dalam Implementasi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) dari sisi kebijakan dan keputusan birokrasi, sedangkan tim teknis
bertanggung dari sisi teknis. Dengan demikian faktor struktur birokrasi memegang
peranan penting dalam penyusunan rencana usaha bersama, termasuk penetapan
rencana usaha bersama yang layak dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR).
Aspek usulan sarana dan prasarana

Salah satu instrument pendukung keberhasilan Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Keberadaan sarana
dan prasarana tersebut tentunya tidak lepas dar peran struktur birokrasi
didalamnya. Menurut H, anggota Tim Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan,

dalam wawancara (31/10/2014) :

Sarana dan prasara yang diusulkan dalam RUB semua itu ditetapkan oleh kelompok, tetapi
perlu pengendalian dari kelembagaan Tingkat Kabupaten dan Tim teknis. Itu semua sudah
menjadi ketentuan dalam Pednis PUGAR. Saya katakan demikian karena kita tidak bisa
saja mengikuti semua usulan anggota tetapi harus tetap dalam pengendalian sturtur
birokrasi yang saya maksudkan tadi, sebab kalau tidak para anggota akan seenaknya
mengusulkan sarana yang sebenarnya kurang bermanfaat. Bahwa kelompok berwenang
mengajukan usulan peralatan pengolahan garam rakyat, itu diakui sebagai kewenangan
kelompok, tetapi untuk melakukan seleksi atas peralatan itu perlu kapasitas strutur birokrasi
didalamnya. Yang pasti didalam tim teknis ada personil yang mampu dan mengetahui
kelayakan sebuah peralatan pengolahan garam rakyat, sehingga dapat ditetapkan oleh
kelembagan tingkat Kabupaten. Kita juga tidak ingin karena aspek partispasi, transparansi
diterapkan dalam pelaksanaan PUGAR, tetapi jangan karena itu aspek kualitas dan
kesesuaian fungsi kita abaikan. Oleh karena kita butuh struktur birokrasi yang demikian.
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Pernyataan H di1 atas lebih merujuk pada persoalan fungsi struktur birokasi
yang dimaksud. Faktor ketetapan, keabsahan, kelayakan fungsi dan kelayakan
ckonomi sangat ditentukan oleh kapasitas struktur birokrasi, bukan semata
mengandalkan partisipasi dan transparansi. Dengan demikian memerlukan
intervensi struktur birokrasi yang handal, baik dalam proses penyusunan Rencana
Usaha, seleksi dan penetapan rencana usaha bersama.

Aspek Kelembagaan

Kelembagaan sebenarnya telah menunjukan tugas dan fungsi dari
komponen kelembagaan itu sendiri. Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR), maka aspek kelembagaan lebih berkaitan dengan
kelembagaan pengelola dan kelembagaan ditingkat lapangan. Struktur birokrasi
dalam kelembagaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) sebenar lahir
dari adanya kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang
sengaja dibentuk untuk tujuan kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR). Menurut MTM Ketua kelompok Padamu, dalam wawancara

(18/11/2014)

Kelembagaan kelompok dalam PUGAR telah ditentukan dengan kriteria masing-masing.
Kalau kelompok kami ditentukan oleh Dinas kelautan dan Perikanan berdasarkan kriteria
yang telah ditetapkan, sedangkan kelembagan ditingkat kabupaten dibentuk berdasarkan
kepentingan kebijakan PUGAR. Semua kelembagaan bekenja sesuai fungsinya masing-
masing. Kelembagaan tingkat kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PUGAR
ditingkat Kabupaten. Sedangkan kelembagan kelompok ditingkat lapangan bertanggung
jawab terhadap tugas-tugas ditingkat kelompok

Dalam penjelasan ketua kelompok Padamu tersirat makna bahwa struktur
birokrasi yang dimaksud adalah kelembagaan Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada sisi
kelembagaan Tingkat Kabupaten maka struktur birokasi diartikan sebagai

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
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(PUGAR) ditingkat Kabupaten, sedangkan pada struktur kelembagaan ditingkat
lapangan dalam hal ini adalah kelompok bertanggung jawab terhadap tugas-tugas
ditingkat lapangan.

Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat
kelemahan dalam pelaksanaan tugas fungsi kelembagaan, baik yang ada ditingkat
kabupaten maupun pada tingkat lapangan. Pada tingkat kabupaten terlihat bahwa
tugas-tugas masith banyak didominasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan,
sedangkan tim teknis lebih bersifat sektoral saja dalam melakukan pendampingan
teknis, itupun belum menyentuh substansi SKPD yang mengutusnya. Sedangkan
pada tingkat lapangan kelembagaan kelompok cenderung berjalan sendiri dengan
kegiatan pengolahan garam rakyat, padahal idealnya kelompok yang menfasilitasi
pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota kelompok bukan semata mengurus
bantuan langsung masyarakat atau kegiatan yang bersifat administratif kelompok.
Aspek Volume Produksi Garam Rakyat

Volume produksi garam rakyat menjadi sasaran kuatitatif dari
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Penetapan volume produksi
garam rakyat dari sisi stutur birokrasi meruipakan kewenangan pencetus
kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Namun dari sisi
implementasi ditingkat lapangan, maka perluasan pemahaman tentang maksud
dan tujuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) untuk pengentasan
kemiskinan di daerah, maka aspek struktur birokrasi berkewenangan untuk
menentukan kapasitas volume produksi. Kewenangan itu berada pada
kelembagaan tingkat Kabupaten sesuai dengan Pedoman Teknis Pemberdayaan

Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
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Menurut H anggota Tim Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam

wawancara (31/10/2014) :

Daya pacu kinerja kelompok tentunya pada penetuan volume produksi garam rakyat yang
dicantumkan dalam rencana Usaha bersama. Dalam RUB kelompok mencatumkan volume
usaha untuk dapat dipacu kinerja kelompok sehingga tepat mencapai sasaran. Faktor
kelembagaan Kabupaten yang menentukan volume produksi itu lebih berada pada tataran
teoritis sebagaimana terungkap dalam pedoman teknis PUGAR. Namun bagi saya bahwa
keterlibatan struktur birokrasi dalam hal ini sangat penting, karena kelembagaan Kabupaten
lebih dengan kelompok sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan rencana usaha bersama
oleh kelompok dapat dilakukan secara intens, demkian juga dalam penanganan bantuan
langsung masyarakat.

Pernyataan H diatas menunjukan bahwa keberadaan rencana usaha bersama
yang disusun oleh kelompok sangat ditentukan oleh struktur birokrasi atau
kelembagaan, baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat lapangan. Pada tingkat
Kabupaten, maka rencana usaha bersama yang disusun oleh kelompok akan
diseleksi dan ditetapkan oleh kelembagaan ditingkat Kabupaten. Sedangkan pada
tingkat lapangan kapasitas kelompok usaha garam rakyat menjadi penanggung
jawab langsung dari rencana usaha bersama dalam Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR). Dengan demikian aspek struktur sangat berpengaruh dalam
konteks penyusunan rencana usaha bersama.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa aspek kelembagaan tingkat
kabupaten telah secara benar memposisikan dirinya dalam konteks pelaksanaan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) ditingkat Kabupaten, tetapi dalam
penyusunan rencana usaha bersama belum disesuaikan dengan kemampuan tim
teknis yang memiliki pengetahuan tentang teknis pengolahan garam garam rakyat
yang sangat terbatas. Sedangkan pada tingkat lapangan ditemukan bahwa
kelembagan kelompok justru mendominasi penyusunan rencana usaha bersama,
sementara kapasitas anggota di abaikan.

Aspek kelayakan usaha.
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Kelayakan usaha tentunya menjadi kalimat yang tidak asing lagi dalam
siklus berusaha, khsususnya usaha ekonomi yang beujung pada keuntungan dan
kerugian. Dalam konteks inilah sasaran kualitatif Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) adalah kelayakan usaha petani garam rakyat. Dalam tataran
teoritis maka kelayakan usaha lebih diartikan sebagai kelayakan teknis usaha,
kelayakan financial dan ekonomi. Faktor ini memegang peranan penting bagi
keberlanjutan kelompok usaha garam rakyat dalam Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur. Menurut H anggota Tim Teknis dari Dinas

Kelautan dan Perikanan dalam wawancara (31/10/2014)

Sisi penting dalam sebuah RUB adalah adanya kelayakan usaha sebagai ukuran kinerja
kelompok usaha garam rakyat. Analisa kelayakan usaha menjadi penting artinya untuk
mengetahui kemampuan kelompok usaha garam rakyat melakukan kegiatan usahanya.
Apakah dengan usulan dana dan peralatan tersebut kelompok usaha garam rakyat mampu
menghasil produksi garam yang maksimal.

Dari pernyataan H di atas jelas bermakna bahwa kelayakan usaha dalam
sebuah rencana usaha bersama menjadi faktor yang penting. Dilayaninya dana
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada kelompok usaha garam rakyat
karena dinilai bahwa usaha garam rakyat dijalankan layak untuk dibantu dengan
dana bantuan langsung masyarakat. Faktor kelayakan usaha juga menjadi faktor
yang dipertaruhkan untuk menjamin kelangsungan hidup kelompok, karena
dengan layaknya usaha garam rakyat, menyebabkan usaha tersebut mampu
bertahan untuk memngkatkan pendapatan petani garam Dalam konteks imilah
fungsi struktur birokrasi akan dipertaruhkan karena berkenaan dengan keputusan,
penetapan dan dukungan terhadap usulan masyarakat dalam rencana usaha

bersama. AT pendamping dalam kaitan ini dalam wawancara (08/11/2014) :

Struktur birokrasi dalam konteks kelayakan usaha sebuah RUB yang disusun kelompok
adalah keterlibatan tim seleksi RUB yang disusun oleh kelompok. Faktor ini penting artinya
bagi kelompok, karena kelompok yang dianggap tidak layak proposalnya tidak diterima
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atau diperbaiki dulu baru dilayani dana BLM bu. Ini sudah menjadi kesepakatan formal
sebagaimana yang tertuang dalam pedoman teknis PUGAR.

Dari pendapatan AT di atas menunjukan bahwa dalam penilaian kelayakan
usaha dari rencana usaha bersama yang disusun kelompok usaha garam rakyat,
maka aspek struktur birokrasi memegang peranan penting. Namun berdasarkan
hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi struktur birokrasi masih sebatas
ketersediaan personalitas, baik yang di usulkan oleh SKPD terkait, maupun dan
Dinas Kelautan dan Perikanan itu sendiri. Kehadiran dan perhatian tim teknis
ditingkat lapangan kurang memberikan jaminan bagi kelangsungan kelompok.
C.4.2. Seleksi dan verifikasi Rencana Usaha Bersama
Adanya Rencana Usaha yang diseleksi

Salah satu proses pemberdayaan dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) adalah melalui kegiatan penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)
oleh Kelompok Usaha Bersama Garam rakyat (KUGAR). Rencana Usaha
Bersama (RUB) tersebut selanjutnya diseleksi, diverifikasi dan ditetapkan sebagai
Rencana Usaha yang layak untuk dibantu dalam Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR). Faktor selektivitas menjadi hal urgen yang secara langsung
berpengaruh pada keberadaan kelompok usaha garam rakyat (KUGAR). Hal mana
karena dalam proses seleksi melibatkan struktur birokrasi sebagai komponen
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Keterlibatan struktur birokrasi
dalam hal ini bukan hanya karena faktor substansi seleksi rencana usaha bersama
tersebut, tetapi faktor kapasitas sumberdaya manusia, kewenangan dan
pengambilan keputusan (decision making). Berdasarkan hasil penelitian
menunjukan bahwa peran struktur birokrasi dalam proses seleksi terlibat hanya

terbatas pada jumlah rencana usaha bersama yang diseleksi, belum pada kualitas
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rencana usaha bersama itu sendiri. Hal mana karena tim seleksi berasal dari SKPD
teknis yang secara umum belum memiliki kemampuan melakukan seleksi
terhadap rencana usaha yang disusun oleh kelompok. Hal ini diperkuat oleh

pernyataan AUN tenaga pendamping dalam wawancara (08/11/2014) :

Memang persoalan seleksi RUB adalah hal yang sederhana, karena analisa kelayakannya
juga cukup sederhana, tetapi persoalannya bukan demikian tetapi persoalan substansi RUB
yang dikaitkan dengan teknis pengolahan garam rakyat yang mesti diperhatikan oleh tim
seleksi. Tim seleksi harus punya kemampuan melihat prospek pengolahan garam rakyat,
termasuk faktor teknis pengolahan dan pemasaran, sehingga RUB yang disusun oleh
kelompok dapat layak dan sesuai dengan tujuan PUGAR.

Pernyataan tenaga pendamping di atas mengandung makna bahwa rencana
usaha yang disusun oleh kelompok usaha (KUGAR) memang merupakan rencana
usaha bersama yang analisa kelayakannya cukup sederhana, tetapi substansinya
harus diperhatikan oleh tim seleksi karena perihal substansi rencana usaha
bersama itu berkaitan langsung dengan usaha yang dijalankan oleh anggota. Oleh
karena itu tim seleksi harus benar-benar mengerti teknis pengolahan garam rakyat.
Terkait dengan hal itu, NB I ketua kelompok Temu dalam wawancara
(28/10/2014) :

Seleksi RUB dilakukan oleh tim seleksi bu, sehingga kita tinggal tunggu saja hasilnya,
apakah RUB kita di terima atau tidak. Kita juga menyusun RUB seadanya saja sesuai
dengan kemampuan kita, tetapi yang kita butuh itu tim seleksi harus dapat mengarahkan
kita agar RUB yang kita susun benar-benar layak dan dapat dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pengolahan garam rakyat.

Pernyataan yang disampaikan ketua kelompok Temu di atas menunjukan
bahwa strutur birokrasi dalam hal im tugas dan fungsi tim seleksi harus
mencakupi arahan yang benar berkenaan dengan substansi Rencana Usaha
Bersma (RUB) yang disusun oleh kelompok usaha garam rakyat. Substansi
rencana usaha bersama merupakan dasar dalam pelaksanaan pengolahan garam

rakyat. Oleh karenanya tim seleksi harus memahami betul substansi rencana usaha
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bersama, termasuk teknis pengolahan garam rakyat dalam Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR).
Aspek Penetapan Rencana Usaha yang layak.

Penetapan Rencana Usaha yang layak tentunya menjadi bagian integral
yang tidak terlepas dari implementasi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR). Rencana Usaha bersama yang di susun oleh kelompok usaha garam
rakyat menjadi dasar dalam pelaksanaan pengolahan garam rakayat dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Kelayakan usaha itu menjadi
penting karena menjadi jaminan bagi keberlangsungan kegiatan usaha pengolahan
garam rakyat. Faktor penetapan rencana usaha bersama yang layak tentunya
dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memapankan kegiatan usaha
pengolahan garam rakyat. Sebuah rencana usaha yang layak akan menjadi
motivasi bagi anbggota kelompok untuk melanjutkan usaha pengolahan rakyat.
Berdasar atas hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan rencana usaha
bersama sebagai rencana usaha bersama yang layak dilakukan oleh tim seleksi.
Hasil penetapan rencana usaha bersama tersebut telah menghasilkan rencana
usaha bersama yang siap dilayani dalam penyaluran dan bantuan langsung
masyarakat (BLM). Namun yang menjadi persoalan apakah rencana usaha
bersama telah layak dari sisi usaha atau tidak. Hal mana terbukti dalam
perhitungan terdapat 2 (dua) kelompok usaha yang belum layak usahanya, baik
dari sisi keutnungannya maupun dari sisi kelayakan teknisnya. Hal mana
diperkuat oleh AT pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR),

dalam wawancara (08/11/2014) :

Rencana usaha bersama itu bu adalah kekuatan kelompok yang secara langsung berkaitan
dengan berhasil atau tidaknya kegiatan pengolahan garam. Memang sangat disayangkan
kalau ada rencana usaha bersama yang secara tidak jelas dikatakan layak. Kalau proses
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penyusunannya sudah kami bantu sedemikian rupa karena itu tugas kami, tetapi dari sisi
penetapannya perlu kita lihat dulu. RUB yang ada menurut saya sudah baik, meskipun
masih ada kelompok yang belum layak secara teknis usahanya bu. Kita pahami itu dan
harus kita perbaikan perlahan-lahan agar RUB tersebut dapat diperbaiki.

Permnyataan AT di atas menunjukan bahwa peran dan fungsi struktur
birokarsi menjadi pertanyaan dalam konteks penetapan rencana usaha bersama
yang disusun oleh kelompok usaha garam rakyat. Rencana usaha bersama yang
telah ditetapkan layak tetapi dari sisi usaha berdasarkan atas penilaian dan
perhitungan kalayakan terdapat kelompok yang belum layak dari sisi usaha.
Dengan demikian perlu diperhatikan secara baik oleh tim seleksi agar dalam
penetapan rencana usaha bersama yang disusun oleh kelompok harus benar-benar
terseleksi secara baik, sehingga akan menghasilkan rencana usaha bersama yang
layak.

Aspek Tim seleksi RUB

Dalam konteks Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), maka
aspek sumberdaya manusia adalah pendukung utama dalam pelaksanaan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Aspek sumberdaya manusia akan
menentukan gerak dan langkah kelompok dalam proses pencapaian tujuan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Berdasarkan atas hasil penelitian
menunjukan bahwa salah satu bentuk pelaksanaan teknis dari Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah seleksi Rencana Usaha bersama yang
disusun kelompok usaha garam rakyat. Seleksi rencana usaha bersama itu
dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah.
Dalam kaitan dengan keberadaan tim seleksi, H anggota tim teknis dari Dinas

Kelautan dan Perikanan dalam wawancara (31/10/2014)

Keterkaitan fungsional tim seleksi dengan pelaksanan PUGAR adalah tugas dan fungsi tim
seleksi dalam melakukan seleksi dan verifikasi RUB yang disusun kelompok. Kita sebagai
tim seleksi tidak boleh sembarang dalam melakukan seleksi, meskipun itu hanya RUB yang
disusun oleh kelompok Kita harus merekomendasikan hal-hal yang baik dan mengarahkan
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kelompok pada kegiatan pengolahan garam yang dapat menguntungkan kelompok dan
anggotanya. Saya memang prihatin kalau ada tim seleksi yang belum memahami teknis
seleksi RUB, karena itu sama saja dengan menjurangkan kelompok KUGAR itu sendiri bu.

Pernyataan H di atas menunjukan bahwa aspek sumberdaya manusia dalam
konteks struktur birokrasi dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kinerja Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Sumberdaya Manusia dalam Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bukan hanya persoalan jumlah atau ada atau tidak
tim seleksi dari SKPD sektoral, tetapi lebih dari itu kompetensi selaku tim seleksi
benar-benar dipertaruhkan karena hal itu akan berpengaruh pada kepercayaan
masyarakat pada pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR). Keberadaan Tim seleksi tersebut oleh AT pendamping dalam
wawancara (08/11/2014)

Fungsi tim seleksi dalam konteks struktur birokrasi sebenarnya menjadi kewenangan SKPD
teknis yang mengutusnya. Arti SKPD teknis yang mengutusnya harus benar-benar mampu
melihat kapasitas anggota tim yang diutusnya. Persolannya seleksi RUB itu milik anggota
masyarakat atau kelompok yang harus dipahami mendalam berkenaan dengan kemampuan
mereka. Oleh karena itu penting buat kami sebagai pendamping, sehingga anggota merasa
bahwa PUGAR benar-benar bermanfaat bagi mereka.

Pernyataan AT di atas menunjukan bahwa Tim seleksi dari sisi fungsi
sektoral diharapkan mampu memahami kondisi masyarakat aspek teknis tupoksi
SKPD nya, bukan hanya persoalan kelengkapan tim seleksi. Faktor jumlah tim
seleksi tidak menjadi penting, tetapi yang terpenting adalah bagaimana tim seleksi
itu mampu menterjemahkan tupoksi SKPD kedalam ranah Pemberdayaan Usaha
Garam rakyat (PUGAR). Pernyataan itu juga diperkuat oleh AUN Pendamping

Pemberdayaan Usaha Garam rakyat (PUGAR) dalam wawancara (08/11/2014) :

Keberadaan tim seleksi itu memang sudah dari pedoman teknis PUGAR sendiri bu. Mereka
berasal dari SKPD teknis yang difungsikan untuk melakukan seleksi atas RUB yang
disusun oleh kelompok. Itu berarti mereka harus menguasai tupoksi SKPD teknis mereka
lalu di terapkan ditingkat lapangan dalam PUGAR. Dengan demikian Tim seleksi penting
sekali dalam proses implementasi PUGAR. Disini saya perlu sarankan agar Tim seleksi dan
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tim teknis dari SKPD baiknya ditetapkan pegawai yang berjabatan fungsional sehingga
mereka lebih terarah dalam menerapkan tupoksi SKPD teknisnya.

AUN dalam memberikan pernyataannya lebih menekankan pada kapasitas
tim seleksi yang diharuskan berkapasitas sesuai dengan tupoksi SKPD teknisnya.
Hal mana karena tujuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) lebih
bersifat komprehnsif karena menyangkut hidup masyarakat dari segala aspek,
baik pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, usaha ekonomi dan pendapatan. Jika
demikian halnya maka penting bagi tim pengelolaan Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) untuk memperhatikan kriteria tim teknis dan tim seleksi dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

C.4.3. Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Jumlah dana yang disalurkan per kelompok.

Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah
dana bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
kepada Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang bertujuan untuk
meningkatkan pengembangan usaha garam rakyat. Penyaluran dana BLM
PUGAR dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada
rekening KUGAR tanpa potongan pajak. Substansi dalam penyaluran dana
bantuan langsung masyarakat adalah jumlah dana yang disalurkan kepada
kelompok sesuai dengan usulan dana dalam rencana usaha bersama. Dalam hal
ini konsistensi menjadi penting dan hal itu menjadi kewenangan sturktur birokrasi
yang terlibat dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Terkait
dengan hal tersebut HTR ketua kelompok Rambangaru dalam wawancara

(11/11/2014)

Dana BLM yang kami terima berdasarkan usulan kelompok. Jadi jumlahnya ada dalam
RUB yang kami usulkan Jumlah BLM yang ada sudah tidak sesuai dengan usulan awal
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kami karena dipotong-potong karena uang pemerintah terbatas bu. Sebenarnya itu perlu
diperhatikan karena kami sangat membutuhkan dana BLM tersebut untuk meningkatkan
pendapatan kami. Fungsi BLM itu bagi kami sangat penting, karena sebelumnya kami
belum pernah dapat bantuan, padahal kalau dilihat potensi garam disini baik sekali bu... Ibu
kan orang sumba jadi tahu betul kalau potensi garam disini sangat bagus, menyesal kalau
dibiarkan begitu saja. Saya sangat terima kasih pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumba
Timur yang memperhatikan kami ini.

Dalam penjelasan ketua kelompok Rambangaru tersirat makna bahwa dari
sist struktur birokrasi seharus perlu memperhatikan keberadaan dana Bantuan
langsung masyarakat yang disalurkan di kelompok. Dana bantuan langsung
masyarakat itu oleh ketua kelompok Rambangaru merupakan faktor utama bagi
anggota dalam mengembangkan potensi garam di Sumba Timur. Dengan
demikian diharapkan struktur birokrasi yang ada melalui kewenangan, tugas dan
fungsi akan mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat alan peralatan
pengolahan garam rakyat dengan keberadaan dana bantuan langsung masyarakat
tersebut.

Dana yang diterima langsung oleh pengurus kelompok

Proses penetapan dana bantuan langsung masyarakat sebenarnya dilakukan
berdasarkan struktur birokasi yang terlibat dalam Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR). Penentuan jumlah bantuan langsung masyarakat dan ketetapan
kelompok penerima menjadi salah satu fungsi struktur birokrasi. Kelembagaan
tingkat Kabupaten menjadi bagian hang tidak terpisahkan dalam penentuan
bantuan langsung masyarakat. Menurut MMP Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan kabupaten Sumba Timur dalam wawancara (31/10/2014) :

BLM dalam kegiatan PUGAR diterima langsung oleh kelompok melalui rekening
kelompok yang telah dibuka di Bank. Hal ini dimaksudkan agar kelompok sejak awal
diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan dana BLM. Ini penting artinya bagi
keterlibatan aktif kelompok. Ini menjadi tujuan awal dalam pelaksanaan PUGAR sehingga
proses partisipasi telah dibangun sedini mungkin dan kelompok akan lebih bertanggung
jawab terhadap dana BLM yang diterimanya.
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Dari pernyataan MMP Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten
Sumba Timur dapat disimpulkan bahwa aspek struktur birokrasi memegang
peranan penting dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
pada masing-masing kelompok. Pemahaman itu lebih udekat dengan makna
pemberdayaan yang pada ahirnya menimbulkan proses keterlibatan positif
masyarakat. Dalam kerangka itu fungsi struktur birokrasi akan memainkan
peranannya dalam meningkatkan motivasi anggota masyarakat. Penyaluran dana
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) harus dapat dipatikan bahwa kelompok
menerima dana tersebut dan dapat disalurkan melalui pengadaan peralatan
pengolahan garam rakyat kepada anggota kelompok. Pernyataan Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Sumba Timur diperkuat oleh kelembagaan tingkat
lapangan seperti LJB Ketua kelompok Himbu Luri dalam wawancara
(04/11/2014) :

Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan selama im sangat baik bu, Bapak Kepala Dinas
selalu mengingat kepada kita kalau bertemu bahwa dana BLM itu disalurkan lewat
kelompok, tetapi itu milik anggota dalam bentuk peralatan masak garam. Penjelasan seperti
itu membuat kami terdorong untuk melakukan tugas kami secara baik, terutama dalam
pengelolaan dana BLM itu. Kami juga tidak mau ada penyimpangan.

Pernyataan ketua kelompok Himbuluri di atas menunjukan bahwa fungsi
struktur birokrasi telah berjalan secara baik. Fungsi struktur birokrasi dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) telah ditetapkan dalam Pedoman
Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Dengan demikian
keberdaan stuktur birokrasi dalam penyaluran bentuan langsung masyarakat
menjadi faktor penentu dalam penyeluran dana Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM).

Dana BLM yang disalurkan sesuai dengan yang diusulkan dalam Rencana
Usaha Bersama.
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Faktor ketetapan, kepastian dan konsistensi antara rencana dengan realisasi
adalah mutlak dana sebuah program pemberdayaan, termasuk Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah
disusun menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pengolahan garam rakyat,
karena di dalam Rencana Usaha Bersama (RUB) seluruh keperluan peralatan
masyarakat oleh anggota telah tercantum. Disinilah fungsi struktur birokrasi
dalam penetapan Rencana Usaha Bersama, termasuk kesesuaiannya dengan
jumlah dana bantuan langsung masyarakat yang disalurkan pada kelompok usaha
garam rakyat (KUGAR). Hal im1 sebagaimana diungkapkan AUN pendamping

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dalam wawancara (08/11/2014) :

Dalam BLM yang disalurkan pada kelompok itu sesuai dengan RUB yang diusulkan. Itu
menjadi ketentuan dalam pedoman teknis PUGAR. Kalau menurut pengamatan saya
memang dana itu belum cukup karena masih banyak peralatan masak garam yang belum
bisa dibeli dengan dana itu, oleh karenanya kita harapkan agar pemerintah daerah juga turut
membantu dalam menyiapkan dana pendamping untuk BLM PUGAR bu.

Faktor kecukupan Dana Bantuan Langsung masyarakat itu menurut AUN
merupakan keterbatasan pemerintah dalam menyiapkan dana bantuan langsung
masyarakat. Oleh karenanya perencanaan dana bantuan langsung masyarakat
harus dilakukan secara baik dan intensif agar dana bantuan langsung masyarakat
itu dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran struktur birokrasi untuk
memperjuangan hal tersebut menjadi penting peran stuktur birokrasi yang dapat
secara langsung mengakses dukungan pendanaan dalam pelaksanaan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Berdasarkan hasil penelitian menujukan bahwa proses produksi garam
rakyat melalui dana bantuan langsung masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur telah berlangsung baik, namun

dari sisi kepemilikan modal usaha dalam membeli peralatan pengolahan garam
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rakyat belum maksimal. Hal mana terbukti dengan belum disiapkan bak
penampung air serta rumah penampung tanah yang sebenar menjadi kebutuhan
utama masyarakat petani garam. Oleh karen itu diharapkan agar peran stuktur
birokrasi yang terlibat dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
dapat berfungsi baik, sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dalam peningkatan
produksi garam dapat meningkat dan tujuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) dapat tercapai.
C.5. Kelayakan Usaha

Berdasarkan waktu pelaksanaan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR), maka indikasi kelayakan dapat dilihat dari awal pelaksanaan
program dan pada ahir pelaksanaan program. Penilaian Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) dapat dilakukan pada subjek Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) yang telah mendapatkan hasil atau telah melakukan
produksi. Dengan demikian input (Masukan) dapat diukur dengan output. Output
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) berupa produksi garam rakyat dan
nilai jual yang diperoleh dibanding dengan masukan (input) berupa modal usaha
yang diberikan kepada kelompok. Suatu penilaian kelayakan Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tidak hanya individu yang terlibat langsung tetapi
juga dilihat dari kacamata masyarakat luas yang mungkin mendapat akibat tidak
langsung dari Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Terkadang ada
perbedaan kepentingan individu dan masyarakat, yang artinya suatu
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang layak dilihat dart kacamata
individu, belum tentu layak dilihat dari kacamata masyarakat dan sebaliknya.

Metode penilaian yang dapat dipakai untuk melihat kelayakan Pemberdayaan
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Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang lazim digunakan seperti: perhitungan Net
Present Value (NPV), B/C Ratio, analisis Break Event Point(BEP) dan Payback
Period (PP).

Aspek Kelayakan Usaha Net Present Value (NPV)

Berdasarkan atas penelitian menujukan bahwa jika dilihat dan hasil dari
perhitungan Net Present Value (NPV) maka dari delapan kelompok usaha garam
rakyat (PUGAR) tersebut memiliki Net Present Value (NPV) sebesar Rp
141.301.377 dimana nilai NPV rata-rata sebesar 0,441 atau lebih besar dari nol.
Sehingga dari analisis dengan menggunakan NPV tersebut, dapat ditarik
kesimpulan bahwa Pemberdayaan Usaha GaramRakyat (PUGAR) di Sumba
Timur cukup menguntungkan. Demikian pula secara teori Pemberdayaan Usaha
GaramRakyat (PUGAR) di Sumba Timurtersebut telah memenuhi syarat dari nilai
NPV dengan menunjukkan NPVnya > 0 yang berarti usaha garam rakyat layak
untuk diteruskan. Data yang menunjukan hal tersebut dapat dikuti pada tabel 4.13

sebagai berikut :

Tabel 4.13 Hasil perhitungan analisis Net Present Value KUGAR
Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR)

NAMA VOLUME DANA

cosT NP I
NO KELOMPOK PENJUALAN BANTUAN BANEVIDE v NILAINPY
1 | Temu 165.220.000,00 40.000.000 116.534.000 205.220.000,00 26.644.333,20 0,66610833
2 | Himbu Luri 165.000.000,00 40.000.000 128.352.000 205.000.000,00 9.635.322,81 0,24088307
Harui
3 Lapamilla 179.300.000,00 40.000.000 128.920.000 219.300.000,00 31.217.126,60 0,780428165
4 Kanatang 166.840.000,00 40.000.000 154.861.000 206.840.000,00 {17.968.709,62) -0,449217741

5 | Rambangaru 130.320.000,00 40.000.000 110.259.280 170.320.000,00 (23.676.547,13) -0,591913678

Bunga
6 | Karang 186.400.000,00 40.000.000 102.421.000 226.400.000,00 71.010.935,70 1,7752733392
Merangga
7 | Monung 167.480.000,00 40.000.000 110.351.000 207.480.000,00 28.124.977,54 0,703124438
8 | Patawang 157.760.000,00 40.000.000 119.372.000 187.760.000,00 16.313.938,09 0,407848452
JUMLAH 1.318.320.000,00 | 320.000.000 1.638.320.000,00 | 141.301.377,19 0,441566804

188

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/42005.pdf

Adapun tingkat kelayakan usaha tertinggi dikendalikan oleh Kelompok
Usaha Garam Rakyat (KUGAR) Bunga Karang dengan perolehan nilai NPV
mencapal Rp 71.010.936,- dan NPV terendah bahkan minus dipegang oleh
Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) Kanatang dengan Perolehan NPV
sebesar ( Rp 17.968.710) dengan nilai NPV sebesar (0,4492), dan Kelompok
Usaha Garam Rakyat (KUGAR) Rambangaru dengan Net Present Value (NPV)
sebesar (Rp 23.676.547) dengan nilai NPV sebesar (0,5919) atau lebih kecil dani
0. Hal in1 disebabkan besarnya biaya produksi tidak sebanding dengan hasil
penjualan.

Permasalahan yang terjadi pada kedua Kelompok Usaha Garam Rakyat
(KUGAR) di atas cukup berbeda. Pada satu sist Kelompok Usaha Garam Rakyat
(KUGAR) Kanatang memiliki volume produksi yang cukup tinggi, tetapi nilai
biaya produksi yang cukup besar sehingga persyaratan NPN nya tidak dapat di
penuhi, sebaliknya pada Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) Rambangaru
dimana tingkat produktitas garamnya yang cukup rendah, juga biaya produksinya
yang rendah. Hasil analisis NPV pada dua Kelompok Usaha Garam Rakyat
(KUGAR) diatas diperkuat oleh hasil wawancara dengan Anggota kelompok

Kanatang dalam wawancara (30/10/2014) :

Sebenarnya hasil produksi kami baik bu, jauh berbeda dengan sebelum ada PUGAR, tetapi
yang jadi permasalahannya adalah besarnya biaya produksi. Biaya produksi itu banyak
dikeluarkan untuk memberi kayu bakar serta ongkos angkut dari tempat masak garam ke
pasar, sementara kalau kami jual di tingkat petani harganya sangat murah yaitu 1 karung
ukuran 50 kg kami jual dengan harga Rp 125.000 — Rp 150.000 yang berarti Rp 3.000/ Kg.
Jadi sama saja, kalau kami jual dipasar juga ongkos angkutnya mahal

Pernyataan anggota Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) Kanatang
di atas menunjukan bahwa ada sebagian kelompok yang menggunakan biaya

produksi cukup besar yang jika dibandingkan dengan hasil penjualannya menjadi
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tidak layak. Ketidaklayakan itu dipicu oleh biaya produksi yang cukup tinggi serta
harga garam rakyat ditingkat petani yang sangat rendah. Berdasarkan pantauan di
lapangan harga garam yang telah diyodisasi sebesar Rp 10.000 sementara harga
garam yodisasi ditingkat petani Cuma Rp 3.000,-. Hal ini yang menyebabkan
petani tidak memiliki alternatif untuk memperoleh keuntungan, karena bagai buah
simalakama, dijual kepasar ongkos angkutnya mahal, dijual ditempat harganya
murah.

Pada tahun 2014 ini terjadi pertambahan jumlah kelompok-kelompok usaha
garam Pugar dari 17 kelompok sebanyak dengan rata-rata produksi tiap kelompok
819,405 ton sehingga terjadi peningkatan produksi garam dari 41.50 — 43,00 Ton.
Meskipun hasil produksi garam meningkat namun nilai NPV nya tidak terlalu
signifikan, hal ini dikarenakan rendahnya harga garam di tingkat petani dan
ongkos angkut dan kelangkaan BBM yang terjadi di Sumba Timur.

Dalam kondisi seperti itu, seharusnya Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
mengeluarkan kebijakan untuk mengontrol harga dan membantu pemasaran
garam agar supaya tidak terjadi penumpukan serta menyediakan koperasi yang
menampung dan mendistribusikan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan
pasokan garam. Jika hal tersebut tidak dilakukan sedemikian rupa maka petani
garam akan merugi dan kesejahteraan petani garam akan terancam gagal. Dengan
melihat tingkat capaian nilai NVP pada tataran yang kecil, maka dapat dipastikan
lambat laun petami garam rakyat akan merugi dan tersebut akan akan berdampak
pada penurunan pendapatan riil per kapita masyarakat pesisir Kabupaten Sumba
Timur.

Aspek pemanfaatan Biaya Benevide and Cost Ratio (BCR)
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Manfaat dari Program dapat diklasifikasikan menjadi manfaat langsung
(direct benefits), dan manfaat tidak langsung (indirect benefits), dan manfaat tak
kentara. (Nitisemito dan Burhan, 2004: 84-85) yaitu: (i) Manfaat langsung (direct
benefits) dari suatu proyek yaitu kenaikan hasil produksi baik dari kenaikan
kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu) barang/jasa atau penurunan biaya
sebagai akibat langsung dari proyek, (ii) Manfaat tidak langsung (indirect).
Demikian pula dengan penilaian atas Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) yang dapat dinilai keberhasilannya dengan melihat apakah ada manfaat
yang diterima masyarakat, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak
langsung.

Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa dari analisis B/C Ratio
dapat diketahui bahwa nilai dari B/C Ratio dariPemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur mencapai 1,16271 sehingga dapat dikatakan
nilai B/C Ratio dari Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba
Timur lebih dari atau sama dengan 1 (B/C Ratio > 1) yang berarti bahwa
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tersebut sudah memenuhi syarat
dari kelayakan suatu proyek/program usaha untuk dijalankan secara continu.
Karena nilai benefits yang diterima lebih besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan
untuk melanjutkan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Dengan
demikian, nilai B/C Ratio yang lebih tinggi dari 1 ini dapat dikatakan bahwa
dengan mengikuti Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), para petani
garam rakyat di wilayah pesisir Kabupaten Sumba Timur memperoleh benefits
yang cukup besar dengan pengeluaran biaya-biaya yang minim. Namun ada

pengecualian untuk kelompok usaha garam rakyat (PUGAR) Kanatang dan
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Rambangaru dimana NPVnya minus, kemudian untuk B/C Ratio untuk kelompok
Kanatang sebesar 0,94748 dan kelompok Rambangaru B/C Ratio sebesar 0,98601
atau lebih kecil dan atau sama dengan 1 (B/C Ratio < 1) sehingga bisa dikatakan
usaha gaiam kelompok Kanatang dan Kelompok Rambangaru tersebut tidak
layak. Oleh karena Untuk kelompok ini harus mendapatkan perhatian yang lebih
dari pemerintah daerah agar mampu bersaing dengan petani garam lainnya.

Hasil keseluruhan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan
usaha garam rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumba Timur layak untuk
dikembangkan secara kontinu karena berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat
kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) yang ada di Sumba Timur memiliki
biaya dan manfaat yang besar bagi petani garam rakyat dalam satu musim
produksi (4-5 bulan per tahun), dengan nilai B/C Ratio sebesar 1,6271 atau B/C
Ratio > 1dan NPV sebesar Rp.1.268.653.346 -

Aspek Kapasitas Produksi minimum Break Event Point (BEP)

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) maka
output yang diharapkan dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
adalah nilai produksi dari Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang
mampu menunjukan titik pulang pokok (Break Fven Point). Dengan kata lain,
dalam kelayakan tingkat produksi dimana titik pulang pokok yang tercapai harus
dapat ditentukan. Penetapan titik pulang pokok ini harus dihubungkan dengan
ramalan penjualan yang bisa dicapal. Apabila suatu usaha tidak mampu mencapai
titik pulang pokok maka akan menderita kerugian sehingga jika suatu usaha
berada di bawabh titik pulang pokok maka kelangsungan usaha tersebut tidak dapat

diharapkan dengan kata lain usaha tersebut tidak layak.
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Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan
kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) dalam pengolahan garam rakyat mampu
mencapai titik pulang pokok terhadap modal yang digunakan. Hasil penelitian
dengan menggunakan analisis Analisis Break Even Point (BEF) menunjukan
bahwa Kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) mampu mencapai titik pulang
pokok rata-rata sebesar 379 persen.

Dari perhitungan Analisis Break Even Point (BEP) mennjukan bahwa
masing-masing kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) menghasilkan produksi
yang berbeda-beda, dengan luas lahan yang sama serta biaya modal, biaya
operasional dan biaya-biaya lain-lain yang dikeluarkan untuk memproduksi
garam. Untuk kelompok yang mendapatkan profit maksimal yakni kelompok
Usaha Garam Rakyat (KUGAR) Bunga Karang dengan profit sebesar Rp
174.334.700 dengan persentase laba mencapai 392,854% selama musim produksi
garam dan mampu mengembalikan modal selama kurun waktu 1,09 tahun.

Akan tetapi ada juga kelompok yang menderita kerugian karena
produksinya gagal mencapai target BEP, ada dua kelompok yaitu, Kelompok
Kanatang dan Kelompok Rambangaru dengan pendapatan masing-masing sebesar
Rp 166.840.000 dan Rp 130.320.000,- kemudian untuk bisa mengembalikan
modal produksi garam kedua kelompok membutuhkan waktu lebih dar 1 tahun
atau mencapai 1,21 dan kemungkinan terjadi hutang pada musim produksi
berikutnya tahun lamanya. Hasil olahan analisis Break Event Point (BEP) yang
mengambarkan kondisi usaha Kelompok Garam Rakyat (KUGAR) dalam
Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur dapat

dilihat bahwa nilai Break Event Point yang dicapai oleh kedua kelompok Usaha
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garam rakyat (KUGAR) yakni kelompok Kanatang dan kelompok Rambangaru
berada dibawah nilai kelompok lainnya. Hal ini mengidikasikan kegagalan
mencapai titik impas bagi kedua kelompok tersebut yang berahir pada kegagalan
kedua kelompok garam rakyat tersebut.

Hal inilah yang menjadi penghambat untuk kemajuan dan kesejahteraan
petani garam di kawasan pesisir Kabupaten Sumba Timur, di mana jika petani
garam tersebut sudah terlibat hutang dengan pedagang maka ketika panen garam
berikutnya petani diwajibkan menjual semua garamnya ke pedagang yang
meminjamkan modal dengan harga yang dibawah standar pemerintah karena
pedagang tersebutlah yang menentukan harga garam di tingkat produsen.

Secara keseluruhan usaha garam rakyat Kabupaten Sumba Timur sudah
layak secara finansial karena di antara 8 kelompok yang memproduksi garam
hanya terdapat 2 kelompok saja yang gagal karena produksinya tidak mumpuni
dengan biaya produksi yang cukup besar tersebut. Dengan total nilai BEP Rp.
1.212.463.520,-. Dengan demikian hasil usaha garam rakyat di Kabupaten Sumba
Timur secara keseluruhan usaha garam tersebut dikatakan layak secara finansial.
Aspek Kemampuan pengembalian Investasi Payback Periode (PP)

Metode ini dipergunakan untuk mengetahui berapa lama tingkat
pengembalian investasi, apabila waktu yang diperlukan lebih pendek atau sama
dengan yang disyaratkan, maka program dapat diterima. Hal ini dikarenakan
semakin cepat waktu pengembalian maka akan semakin kecil resikonya,
sebaliknya apabila lebih panjang dari yang disyaratkan maka program ditolak atau

tidak layak.
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Untuk menghitung payback perioddariPe Break Event Point (BEP)
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yaitu dengan membagi total biaya
investasi dengan arus kas bersih. Dengan perhitungan tersebut dapat diketahui
bahwa metode ini sangat sederhana dan lebih niengutamakan investasi yang
menghasilkan aliran kas. Menurut Prof. Dr. Ahmad dan Hemi Ali, (2010;60)
“Payback period adalah rentang waktu yang di butuhkan oleh pendapatan bersih
suatu investast untuk menutupi biayanya. Payback period merupakan metode
formal pertama yang digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek penganggaran
modal. Pendapat Ahmad dan Hermi Ali di atas menunjukan bahwa kemampuan
suatu organisasi atau kelompok salah satunya dilihat dari kemampuannya
mengembalikan modal usaha dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam
sebuah program, apalagi program pemberdayaan faktor pengembalian modal tidak
banyak diperhatikan. Hal tersebut mengakibatkan kinerja kelombok sasaran
program selalau mengalami kegagalan, karena sering menunda untuk melakukan
produksi lantaran waktu pengembalian modal bukan hal yang penting.

Berdasarkan atas hasil penelitian menujukan bahwa secara keseluruhan
Kelompok Usaha garam Rakyat (KUGAR) di Sumba Timur memiliki
kemampuan untuk mengembalikan pinjaman dalam satu periode tertentu.
Pernyataan ini didukung dengan hasil analisis Payback Periode(PP) yang
menunjukan bahwa seleuruh kelmpok mampu mengembalikan pinjaman selama
1,06 bulan. Arti dengan waktu pelaksanaan produksi selama 24 bulan, ternyata
modal dapat dikembalikan dalam waktu 12,06 bulan yang berarti adanya
kemampuan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dalam melanjutkan usaha

dengan investasi yang ada pada musim produksi selanjutnya. Penjelasan tentang
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kondisi kelompok garam rakyat (KUGAR) dalam analisis Paybac Periode (PP)
menunjukan bahwa Kelompok Usaha Garam (KUGAR) dengan dukungan
bantuan Langsung Masyarakat untuk diadakan peralatan produksi garam rakyat
ternyata menunjukan kemampuannya untuk mengembalikan mudal usahanya.
Kenyataan itu diperkuat oleh MMY ketua kelompok Marengga Monung yang
dalam wawancara (15/11/2014)

Sebenarnya BLM yang kami terima bu untuk membeli peralatan masak garam. Memang
uang tersebut masih sangat kecil. Karena uang kami terima itu sebesar Rp 40.000.000 yang
jika dibagikan dengan 8 orang anggota kelompok, masing-masing mendapat Rp 5.000.000
untuk beli peralatan masak garam. Jika saja dananya cukup besar, maka hasil produksinya
bukan seperti ini bu, karena potensi garam yang ada cukup besar. Tapi kami pahami
keterbatasan pendanaan pemerintah, jadi kelola dan itu apa adanya. Harapan kami kalau
ingin produksi garam meningkat, maka dana BLM nya harus ditingkatkan lagi bu..

Dari penjelasan ketua kelompok Marengga Monung di atas menunjukan
bahwa Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) harus melihat kemampuan
masyarakat dalam pengolahan garam rakyat dengan potensi garam yang tersedia.
Masih banyak lahan tidur yang jika dikelola untuk pengolahan garam, maka
produksinya akan jauh lebih besar lagi, apalagi jumlah dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) yang diberikan cukup besar, maka dimungkinkan akan
memberikan manfaat besar bagi masyarakat untuk meningkatkan produksi garam

yang pada ahirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasar atas Latar belakang permasalahan dan hasil penelitian tentang Implementasi

kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur, maka dapat

ditarik kesimpulan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1.

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba

Timur merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin

diwilayah pesisir ternyata belum secara merata mencapai keberhasilan, baik dari sisi

Input, Output dan Outcome. Hal mana terlihat dengan masih adanya kelompok Pugar

yang belum mencapai standar analisis kelayakan pengelolaan garam rakyat sebagaimana

yang menjadi tujuan PUGAR itu sendiri.

Implementasi kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur

berdasarkan hasil penelitian menunjukan kelemahan-kelamahan, baik dari sisi

komunikasi, Sumberdaya, Disposisi maupun Struktur Birokrasi. Ke empat aspek tersebut
dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Komunikasi, Bahwa Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang
dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur telah malibatkan masyarakat mulai dari
proses perencanaan, seleksi RUB sampai pada tataran penyaluran bantuan langsung
masyarakat (BLM), namun dari aspek pemahaman dan pengetahuan masyarakat
tentang Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) masih berada pada tataran
partisipasi semu. Artinya masyarakat memang terhibat dalam proses penyusunan
RUB dan penetapannya, tetapi masyarakat tidak memahami substansi RUB itu
sendiri. Keberadaan anggota hanya terbatas pada pemenuhan persyaratan kehadiran

dalam penyusunan RUB. Dan sisi seleksi dan verifikasi rencana usaha bersama
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(RUB), maka masyarakat mengakui bahwa RUB harus diseleksi, tetapi perlu
diperhatikan berkenaan dengan kemampuan tim seleksi yang harus dikapasitaskan
agar RUB yang diseleksi tersebut dijamin kelayakannya berdasarkan pengetahuan
dan pemahaman tim seleksi. Dari sisi bantuan langsung masyarakat (BLM) pada
dasarnya masyarakat mengakui keterbatasan dana Pemerintah, tetapi masyarakat
sangat mengharapkan adanya dukungan dana pendamping dari pemerintah daerah,
dimana dana BLM yang ada belum secara optimal mampu meningkatkan produksi
garam karena peralatan yang digunakan belum optimal.

b. Sumberdaya, Bahwa sumberdaya dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) merupakan titian kuat bagi implementasi Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR). Hal mana karena dalam setiap tahapan proses Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR) selalu melibatkan sumberdaya didalamnya, baik
sumbedaya manusia, sarana dan sarana maupun dana atau anggaran. Hasil penelitian
menunjukan bahwa keterlibatan sumberdaya manusia secara umum dalam
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) telah menunjukan hasil yang cukup
memadai, namun dari sisi kualitas terbukti belum optimal, baik pada tataran
kelompok maupun pada tataran kelembagaan pengelola. Pada tataran kelompok
adanya faktor keterbatasan anggota dalam pemahaman tentang Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) serta pada tataran kelembagaan pengelolaa yaitu masih
rendahnya kemampuan teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) pada
tim teknis dan tim seleksi. Sedangkan pada aspek sarana dan prasarana dan
penganggaran terlihat lemah karena peralatan dan pengangaran yang diberikan
belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan potensi garam

yang diwilayah Sumba Timur.
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c. Disposisi/Sikap, Bahwa disposisi/ sikap dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) lebih pada faktor ketetapan berdasarkan atas kewenangan, tugas dan
fungsi serta kapasitas kelembagaan itu sendiri. Hasil penelitian menunjukan bahwa
pada penetapatan kelayakan usaha masih belum dilakukan secara optimal terbukti
dengan masih adanya dua kelompok yang dalam analisis kelayakan usaha belum
layak secara ekonomis. Demikian juga dalam penetapan sarana dan prasarana serta
anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan anggota, bahwa anggota bersedia
menerima peralatan dan dana bantauan langsung masyarakat karena adanya
kebutuhan, tetapi apabila kebutuhan tersebut belum terpenuhi maka akan
berpengaruh pada tingkat produktifitas garam rakyat yang menjadi tujuan utama
dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

d. Struktur Birokrasi, Bahwa dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
kedudukan dan fungsi stuktur birokrasi melekat pada kelembagaan yang terlibat
langsung Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Pada kelembagaan tingkat
Kabupaten tanggung jawab penetapan dan pengambilan keputusan berada ditangan
kelembagaan kabupaten. Pada tataran itu peran Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan serta Tim Teknis sangat menentu. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukan bahwa fungsi struktur birokrasi lebih didominasi oleh Dinas Kelautan
dan Perikanan sedangan pada tim teknis lebih pada jumlah personalitas dalam Tim,
sehingga terlihat banyak tugas tim teknis dilaksanakan oleh Dinas kelautan dan
Perikanan. Disamping itu, tim teknis yang berasal dart SKPD teknis belum
menerapkan kapasitas teknisnya sesual dengan tupoksi SKPD teknis sementara
tujuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bersifat koprehensif yang
mencakupi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik pendidikan, kesehatan dan

usaha ekonomi.
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e. Implementasi kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba
Timur dari sisi kelayakan secara umum menggambarkan kemampuan kelompok
untuk melakukan usaha pengolahan garam rakyat dengan tingkat kelayakan yang
cupup tinggi dengan NPV sebesar Rp 141.301.377 dengan nilai NPV sebesar
0,441556 atau NPV > 0, dan pada analisis B/C ratio kelompok usaha garam rakyat
(KUGAR) di Sumba Timur telah mampu memenuhi nilai B/C ratio sebesar 1,671
atau B/C rasio > 1. Sedangkan untuk nilai Break Event Point (BEP) mencapai 378
persen dan nilai modal dengan kemampuan pengembalian modal selama 1,06 tahun
dalam analisis Payback Periode (PP). Namun dari delapan kelompok usaha garam
rakyat (KUGAR). Dengan kondisi tersebut kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur layak untuk diteruskan karena mampu
memberikan nilai tambah masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat ditawarkan bagi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan

Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) diperlukan adanya
kerjasama integral antara pengelola Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
dengan SKPD teknis seperti kesehatan, pendidikan, Koperasi dan UKM serta
Perindustrian dan perdagangan dalam menerapkan substansi tugas dan fungsi SKPD teknis
dalam pencapaian tujuan komprehsnsif dari Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR).

2. Implementasi PUGAR di Sumba Timur harus dikembangkan berdasarkan atas
kemampuan dan kebutuhan masyarakat atau petani garam yang ada di Sumba Timur.
Kemampuan dan kebutuhan masyarakat atau petani garam harus dijawab dalam bentuk

kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong peningkatan dari sisi output PUGAR itu
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sendiri, baik kebijakan dukungan terhadap pengembangan produksi garam dalam bentuk
dukungan sarana dan prasarana, termasuk aspek pemasaran yang memungkin kestabilan
harga garam di tingkat pasaran. Disamping perlu adanya kemitraan kerja antara
pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menampung hasil produksi garam rakyat
serta adanya pembentukan koperasi garam yang akan memberikan fasilitasi atau
kemudahan bagi anggota untuk memasarkan hasil produksi garam dalam meningkatkaan
pendapatan masyarakat.

. Pengembangan kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur
diarahkan pada bentuk pengembangan Zonasi sehingga memungkinkan terjadi
pengclusteran fungsi kelompok pada tataran implementasi kebijakan Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR) di Sumba Timur. Dalam kerangka ini fungsi Badan Usaha
seperti koperasi, BLUD dan sejenisnya akan dapat berkembang, baik sebagai fasilitator
jejaning kelompok, maupun dalam aspek hubungan pemasaran hasil produksi garam
rakyat.

. Dalam Implementasi PUGAR di Sumba Timur agar produksi garam rakyat dapat
ditampung ditingkat pasar dengan mekanisme pola kemitraan kerja dengan pihak swasta
atau koperasi yang selanjutnya dapat dikirim atau diantarpulaukan sehingga produksi
garam rakyat Sumba Timur dapat dikenal ditingkat pasar luar yang akan berdampak pada
peningkatan volume produksi garam rakyat di Sumba Timur.

. Dalam Implementasi PUGAR di Sumba Timur disarankan agar dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) yang produktif itu perlu ditingkatkan volumenya, sehingga target
output bukan hanya nilai produdktifitas garam rakyat, tetapi seberapa besar masyarakat
mampu meneingkatkan volume aktifitas pengolahan garam, termasuk memanfaatkan lahan

yang potensial bagi pengolahan garam rakyat.
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di Rumah Tangga, Word Prees, jakarta 2007
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(Wijanarko,2102), penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar,
Univ. Guna Dharma —Jawa tengah 2012

(Siagian, dalam Ridwan,2009). ? Fungsi-fungsi Manajemen, Pustaka Jaya, Jakarta
Tahun 2009.
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PEDOMAN WAWANCARA

PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT (PUGAR)

Nama
Usia
Alamat
Status

Pendidikan
Pekerjaan

....................................................... ; Laki-laki/Perempuan

L. INDIKATOR INPUT

A. Dana BLM PUGAR

Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui adanya Bantuan Langsung
Masyarakat Dalam program Pugar ?

Apakah Bapak/Ibu/Sdr Juga Mendapat Bantuan Langsung tersebut ?
Jika Ya, Berapa uang yang Apakah Bapak/Ibu/Sdr dapatkan?

Jika Tidak, apa alasannya ?

Jika Apakah Bapak/Ibw/Sdr mendapat dana BLM PUGAR tersebut,
Bapak/Ibu/Sdr menggunakannya untuk keperluan apa ?

Apakah Bapak/Ibu/Sdr memiliki rekening di Bank terdekat ?

Menurut bapak/ibu/sdr, apakah penyaluran BLM tersebut selalu tepat

waktu ?

B. Sumberdaya Manusia

1.

Apakah Bapak/Ibw/Sdr mengetahui informasi mengenai Program
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Apabila tahu dari manakah Bapak/Ibw/Sdr mendengar mengenai
informasi tentang Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR)?

Informasi seperti apakah yang Bapak/Ibu/Sdr terima tentang Program
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)

Apakah Pemerintah atau Dinas terkait melakukan sosialiasi mengenai
Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)?

Apabila ada, siapakah yang melakukan sosialisasi ?
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6. Berapa kali Bapak/Ibu/Sdr mendapatkan sosialisasi?

7. Dalam menyampaikan informasi apakah petugas konsisten dalam
menyampaikannya?

8. Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui dengan jelas tentang isi dan teknis
pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Garain Rakyat (PUGAR) ?

9. Menurut Bapak/IbwSdr berapa frekuensi petugas dalam memberikan
informasi tentang pengadaan garam beryodium?

10. Apakah Bapak/Ibuw/Sdr pernah mendapat pelatihan teknis tentang
pengelolaan produksi garam masyarakat ?

11. Jika Ya, Siapa yang memnberikan pelatihan tersebut ?

12. Berapa kali Bapak/ibu/sdr mendapatkan pelatihan tersebut ?

13. Apakah Bapak/ibw/sdr pernah dikirim untuk studi banding di daerah
lain ?

14. Menurut bapak/ibw/sdr, ada berapa jumlah kelompok binaan Program
Pugar di daerah Bapak/ibu/sdr ?

15. Menurut bapak/ibw/sdr, apakah kelompok binaan Program Pugar di
daerah Bapak/ibu/sdr semuanya aktif ?

16. Jika Tidak, apakah alasannya ?

17. Menurut bapak/ibu/sdr, apakah ada tenaga pendamping kelompok ?

18. Jika Tidak, apakah alasannya ?

19. Menurut bapak/ibu/sdr, dari manakah tenaga pendamping itu ?

20. Berapa orang tenaga pendamping yang disiapkan untuk mendampingi
kelompok bapak/ibu/sdr ?

21. Menurut bapak/ibu/sdr, apakah tenaga pendamping itu memahami
tentang PUGAR ?

C. Instrument Pendukung

1. Apakah Bapak/ibu/sdr pernah memberikan dukungan peralatan dalam
pengelolaan garam Rakyat ?

2. Jika Tidak apakah alasannya ?

3. Jika Ya, dalam bentuk apakah dukungan peralatan itu ?

4. Menurut Bapak/ibu/sdr, siapa yang memberikan bantuan peralatan

tersebut ?
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5. Menurut bapak/ibu/sdr dimana bantuan peralatan itu diberikan ?

6. Menurut bapak/ibu/sdr, apakah bantuan peralatan itu dibawa langsung
ditempat tinggal bapak/ibu/sdr ataukah di ambil sendiri ditempat
penjualannya ?

II. INDIKATOR OUTPUT

a. Indikator Qutput Umum.

Pemanfaat :
1. Apakah Bapak/ibu/sdr, berapa jumlah anggota dalam 1 kelompok ?

2. Apakah Bapak/ibu/sdr/ anggota tersebut selalu aktif dalam kegiatan
kelompok ?

3. Jika tidak apa alasannya ?

Partisipasi Umum :

4. Jika Ya, apakah anggota kelompok tersebut selalu hadir dalam
perencanaan dan pengambilan keputusan kelompok ?

5. Apakah Bapak/ibwsdr/ anggota kelompok selalu hadir dalam rapat-
rapat pemecahan masalah yang dihadapi kelompok ?

Penguatan Kapasitas:

6. Menurut Bapak/ibu/sdr, berapa presentase jumlah anggota yang telah
dilatih tentang ketrampilan teknis pengelolaan garam rakyat ?

7.  Menurut Bapak/ibu/sdr, berapa presentase jumlah anggota yang telah
mendapat Bimtek tentang ketrampilan teknis pengelolaan garam
rakyat ?

8. Menurut Bapak/ibu/sdr, berapa presentase jumlah anggota yang telah
mengikuti temu usaha ?

9. Menurut Bapak/ibw/sdr, berapa jumlah kelompok yang langsung
dibina oleh pendamping ?.

Tata kelola yang baik :

10. Menurut Bapak/ibu/sdr, Apakah ada papan informasi berbasis desa
tentang PUGAR ?
11. Menurut bapak/ibw/sdr, berapa prosentase pengaduan kelompok yang

ditindaklanjuti oleh pemerintah ?
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Aspek Gender :

12. Menurut  bapak/ibw/sdr, berapa jumlah anggota perempuan
dibandingkan laki-laki dalam kempok PUGAR?

13. Menurut bapak/ibu/sdr, berapa jumlah tenaga pendamping dan atau
kader pemberdayaan yang perempuan ?

14. Menurut bapak/ibw/sdr, berapa jumlah anggota perempuan yang selalu
hadir dalam rapat perencanaan dan pengembilan keputusan ?

15. Menurut bapak/ibu/sdr, berapa jumlah anggota perempuan yang selalu
aktif dalam menyampaikan usul dan saran dalam proses penyusunan
perencanaan dan pengambilan keputusan ?

Dukungan Pemerintah daerah :

1. Menurut bapak/ibw/sdr, apakah ada dukungan dari Pemerintah daerah
dalam pelaksanaan PUGAR di Kabupaten Sumba Timur ?
2. Jika Tidak, apakah alasannya ?
3. Jika ada, dalam bentuk apa dukungan tersebut ?
4. Menurut bapak/ibu/sdr, apakah pemerintah daerah juga selalu
memonitoring pelaksanaan kegiatan PUGAR di tingkat lapangan ?
b. Indikator Output Khusus

1. Menurut bapak/ibu/sdr, berapa target produk garam rakyat yang
ditetapkan untuk masing-masing kelompok ?

2. Menurut bapak/ibu/sdr, apakah terget tersebut disesuaikan dengan
asums! cuaca normal dan masa produksi ?

3. Menurut bapak/ibu/sdr, barapa pendapatan yang diperoleh kelompok
dari setiap ton garam rakyat dihasilkan ?

4. Menurut bapak/ibu/sdr, apakah pendapatan tersebut cukup untuk
meningkatkan pendapatan anggota kelompok ?

5. Jika tidak, apakah alasannya ?

6. Jika ya, berapa pendapatan setiap anggota kelompok dari produksi
garam yang dihasilkan ?

7. Berapa biaya produksi garam yang dikeluarkan dalam memproduksi
garam dalam kelompok ?

8. Berapa biaya angkut garam tersebut ke tempat pemasaran ?.
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9. Menurut bapak/ibu/sdr, apakah produksi garam rakyat yang dihasilkan
cukup memenuhi standar kualitas garam yang telah ditetapkan?
10. Jika tidak, apakah alasannya.
11. Jika ya, apakah garam yang diproduksi tersebut laku ditingkat
pasaran ?
12. Jika tidak, apakah alasannya ?
III. INDIKATOR OUTCOME

1. Menurut bapak/ibu/sdr, apakah dengan usaha memproduksi garam
rakyat dalam program pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR)
ini dapat meningkatkan pendapatan petani garam dari tahun sebelum?

2. Jika tidak, apakah alasan ?

3. Jika ya, berapa persen peningkatan pendapatan tersebut ?

4. Menurut bapak/ibu/sdr, apakah dalam pelaksanaan program
pemberdayaan usaha garam rakyat bapak/ibu/sdr mendapat
keuntungan ?

5. Jika ya, berapa keuntungan bersih yang diperoleh ?

6. Menurut bapak/ibu/sdr, pendapatan dari produksi garam tersebut
digunakan untuk apa ?

7. Menurut bapak/ibu/sdr, apakah dalam pelaksanaan PUGAR telah
terbangun kemitraan dengan dengan lembaga-lembaga usaha lainnya ?

8. Menurut bapak/ibw/sdr, apakah sudah ada inisiatif untuk membangun

satu unit Badan usaha Milik desa ?
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DAFTAR WAWANCARA
IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT

I. Indikator Rencana Usaha Bersama :

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, apakanh kelompok memiliki rencana usaha
bersama dalam pengelolaan usaha garam rakyat ?

2. Iikatidak ada, apakah alasannya ?

3. Jika Ada Rencana Usaha Bersama (RUB), apakah Rencana usaha bersama
di susun bersama dengan anggota kelompok.

4. Apakah Rencana Usaha Bersama (RUB) diputuskan bersama dalam rapat
kelompok ?

5. Jika Ya, Apakah semua anggota kelompok menyetujui Rencana Usaha
Bersama (RUB) tersebut.

6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah dalam rencana Usaha Bersama tersebut
tercantum usulan sarana dan prasarana ?

7. Jika Tidak, apakah alasannya ?

8. Jika ya, dalam bentuk apa saja usulan sarana dan prasarana tersebut ? (bisa
disebutkan jenis dan volumenya)

9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah dalam rencana Usaha Bersama tersebut
dicantumkan struktur kelembagaan?

10. Jika tidak, apakah alasannya ?

11. Jika Ya, terdiri atas apa saja komponen kelembagaan kelompok tersebut ?

12. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah dalam rencana Usaha Bersama tersebut
dibuat analisis volume produksi garam rakyat.

13. Jika tidak, apakah alasannya ?

14. Jika ya, berapa volume produksi garam rakyat per tahun ?

15. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah dalam rencana Usaha Bersama tersebut
dimuat analisis kelayakan usahanya ?

16. Jika tidak, apakah alasannya ?

17. Jika ya, menurut bapak/Ibu/Sdr/i layakkah usaha garam rakyat tersebut ?
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IL Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Rencana Usaha Bersama : adalah
kegiatan penentuan atas kelayakan Rencana Usaha Bersama yang
disampaikan oleh kelompok serta penetapan recana Usaha bersama yang
layak untuk mendapatkan dana bantuan PUGAR.

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah Adanya Rencana Usaha yang diusulkan
oleh kelompok diseleksi untuk ditetapkan sebagai sasaran PUGAR ?

2. Jika Tidak, apakah alasannya ?

3. Jika ya, dalam bentuk apakah seleksi dan Verifikasi itu dilakukan ?

4. Apakah ada tim yang melakukan seleksi dan verifikasi atas RUB yang di
usulkan oleh kelompok?.

5. Apakah hasil seleksi dan verifikasi itu diterima oleh semua kelompok
PUGAR ?

6. Jikatidak, apakah alasannya.

7. Jika ya, ada berapa kelompok yang ditetapkan sebagai kelompok
PUGAR ?

[II. Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah : Kegiatan
menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM) kepada kelompok
PUGAR berdasarkan atas recana Usaha bersama yang telah disusun.

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah setiap kelompok menerima Dana
Bantuan Langsung untuk kegiatan PUGAR ?

2. Jika tidak, apakah alasannya ?

3. Jika ya, Dana BLM tersebut diterima langsung oleh pengurus kelompok?

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah dana BLM yang diterima kelompok
sesuai dengan RUB yang telah diseleksi dan diverifikasi ?

5. Jika tidak, apakah alasannya

Terima kasih atas kejasama yang baik

Peneliti

Ratnawati F.L. Banepa,S.Pi
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TABEL BENEVIDE COST AND RATIO (BCR)
KELOMPOK TEMU
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BCR {Gross)
n
. , 2 Bt/(1+) t
Tahun C B alianKas | g ) | (Cr-Bty (+i)* S B+ | S+t |3 (B-Coy+if| $ (Ct-Boy(1+if o
Netto t=0 t=0 t=0 t=0 n
5 Ct/(1+) ¢
t=0
0 40,000,000 (50,000,000)| (40,000,000)] 40,000,000 | 2.0000000| 0.0000000000{ 20,000,000 |  (20,000,000){ 20,000,000
1 54,780,000 | 82,220,000 | 27,440,000 | 7,000,000 | (27,440,000)| 1.060000 | 77,566,037.74 | 51,679,245 6,603,774 | (25,886,792.5)|  1.197017
2 61,754,000 | 83,000,000 | 21,246,000 | 7,500,000 | (21,246,000 1.102500 | 75,283,446.71 56,012,698 6,802,721 | (19,270,748.3)
T 156,534,000 | 165,220,000 | (1,314,000) (25,500,000)|  (8,686,000)| 4.162500 | 152,849,484 | 127,691,944 (6,593,505)|  (25,157,541)
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TABEL NET PRESENT VALUE (NPV)
KELOMPOK HIMBU LURI1

Tahun C pengfl\l;amn B pen:i\[;mn ”“:e':t':“ (Bt-Ct) |PV(Bt-Ct)| (+) | (BeCoyd+) | Ko &; (Bi-CO/(1+3)

0 40,000,000 | 1.000000 -1 (40,000,000)| (50,000,000  (1.250000)|  1.000000 (1.250000)|  1.000000 (2.250000)
2013 54,780,000 |  1.369500 | 82,220,000 | 2.0555000 | 27,440,000 | 27,440,000 0.686000 |  1.060000 0.647170 | 0.060000 0.587170
2014 61,754,000 | 1543850 | 83,000,000 | 2.0750000 | 21,246,000 | 21,246,000 0.531150 |  1.102500 0.481769 | 0.050000 0.431769

i 156,534,000 |  3.913350 0.647170

NPV (I-n) | 116,534,000 165,220,000 8,686,000 | 93,000,000 |  (0.032850)| 2.162500 1.776108 | 1.110000 0.666108
0.110000 NPV =
BCR 156,534,000 165,000,000 143,000,000 | 143,000,000 0.666108
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KELOMPOK HIMBU LURI
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BCR (Gross)
n
. 3 Bt/(1+i) t
Tahun C B aliranKas | g ) | (ct-Be) g+t | S @+ | S o)t S BECHi+f | S (CBo(1+)] o
Netto t=0 t=0 t=0 t=0 n
5 Ct/(1+i) t
t=0
0 40,000,000 | 0.0000000 | (40,000,000)| (40,000,000)| 40,000,000 | 2.0000000(  0.0000000000{ 20,000,000 |  (20,000,000)] 20,000,000
1 57,540,000 | 80,560,000 | 23,020,000 | 7,000,000 | (23,020,000 1.060000 | 76,000,000.00 | 54,283,019 6,603,774 | (21,716,981.1) 1.088934
2 70,812,000 | 82,500,000 | 11,688,000 | 7,500,000 | (11,688,000)] 1.102500 | 74,829,931.97 | 64,228,571 6,802,721 | (10,601,360.5)
T | 168,352,000 | 163,060,000 | (5292,000)| (25,500,000)| 5,292,000 | 4.162500 150,829,932 | 138,511,590 (6,593,505)|  (12,318,342)
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KELOMPOK HIMBU LURI
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Tahun C pengmmn B pen:i\;;mn ““;f’;(:f” (Bt-Ct) | PV(Bt-Ct) (1+i) Bt-Co/(1+i) | Ko ,z (Bt-Cr)/(l+2)

0 40,000,000 | 1.000000 -| (40,000,000 (50,000,000)|  (1.250000)| 1.000000 (1.250000)| 1.000000 (2.250000)
2013 54,780,000 |  1.369500 | 82,220,000 | 2.0555000 | 27,440,000 | 27,440,000 0.686000 |  1.060000 0.647170 | 0.060000 0.587170
2014 61,754,000 |  1.543850 | 83,000,000 | 2.0750000 | 21,246,000 | 21,246,000 0.531150 |  1.102500 0.481769 | 0.050000 0.431769

i 156,534,000 | 3.913350 0.647170

NPV (1-n) | 116,534,000 165,220,000 8,686,000 | 93,000,000 |  (0.032850)|  2.162500 1776108 |  1.110000 0.666108
0.110000 NPV =
BCR 156,534,000 165,000,000 143,000,000 | 143,000,000 0.666108
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BCR {Gross)
n
. - S Bt/{1+i) t
Tahun C B aliran Kas | g0 (1) (Ct-Bt) (1+i) ¢ T Beya+y | T Coia+H) | S B-Cry(1+if | 3 (Ct-Bty(1+if | o
Netto t0 t=0 t=0 t=0 n
3 Ct/(1+i) ¢t
t=0
0 40,000,000 | 0.0000000 | (40,000,000) (40,000,000)| 40,000,000 | 2.0000000|  0.0000000000| 20,000,000 |  (20,000,000)| 20,000,000
1 58,761,000 | 89,300,000 | 30,539,000 | 7,000,000 | (30,539,000)( 1.060000 | 84,245283.02 | 55,434,906 6,603,774 | (28,810,377.4) 1.192756
2 70,159,000 | 90,000,000 | 19,841,000 | 7,500,000 | (19,841,000)| 1.102500 | 81,632,653.06 | 63,636,281 6,802,721 | (17,996,371.9)
S| 168,920,000 | 179,300,000 | 10,380,000 | (25,500,000)] (10,380,000)| 4.162500 165,877,936 | 139,071,187 (6,593,505)|  (26,806,749)
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—
Tahun C peng:':ﬂmn B pen:i\l;mn ""l'\’,‘e""':’“ (Bt-Ct) PV (Bt-Ct) (1+i) (Bt-Ct)/(1+i) ' KO ;1 5 (Bt-Ct)/(H‘i)

0 40,000,000 1.000000 -1 (40,000,000)|  (50,000,000) (1.250000)|  1.000000 (1.250000)|  1.000000 (2.250000)
2013 58,761,000 1.469025 | 89,300,000 22325000 30,539,000 30,539,000 0.763475 | 1.060000 0.720259 | 0.060000 0.660259
2014 70,159,000 1753975 | 90,000,000 2.2500000 19,841,000 19,841,000 0.496025 |  1.102500 0.449909 | 0.050000 0.399909

i 168,920,000 4.223000 0.720259

NPV (1-n) 128,920,000 179,300,000 10,380,000 93,000,000 0.009500 |  2.162500 1.890428 |  1.110000 0.780428
0.110000 NPV =
BCR 168,920,000 165,000,000 143,000,000 | 143,000,000 0.780428
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16/42005.pdf

BCR {Gross)
n
. ¥ Bt/(1+4i) t
Tahun C B aliran Kas (Bt-Ct) (Ct-Bt) (1+i)t Y (BO/(1+i) $ con+p | Brecoa+f| "3 (CeBo1d) | wo
Netto t=0 t=0 t=0 t=0 n
3 Ct/(14) ¢
t=0
0 40,000,000 |  0.0000000 (40,000,000  (40,000,000) 40,000,000 | 2.0000000|  0.0000000000 20,000,000 |  (20,000,000) 20,000,000
1 67,352,500 83.240,000 | 15,887,500 7,000,000 (15,887.500)|  1.060000 | 78,528,301.89 63,540,094 6,603,774 (14,988,207.5) 0.947476
2 87,508,500 83,600,000 |  (3,908,500)|  7.500,000 3.908,500 |  1.102500 |  75,827,664.40 79,372,789 6,802,721 3,545,124.7
¥ 194,861,000 | 166,840,000 | (28,021,000)] (25,500,000) 28,021,000 | 4.162500 154,355,966 | 162,912,883 (6,593,505) 8,556,917
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KELOMPOK KANATANG
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Tahun C peng::mn B pen:i‘l;aan ““:’;":“5 (Bt-Ct) | PV(Bt-Ct) (1+i) (Bt-Cty/(1+i) K0 :;: (Bt-Ct)/(l:Li)

0 40,000,000 1.000000 -1 (40,000,000  (50,000,000) (1.250000){  1.000000 (1.250000)]  1.000000 (2.250000)
2013 67,352,500 1.683813 83,240,000 |  2.0810000 15,887,500 | 15,887,500 0.397188 |  1.060000 0.374705 | 0.060000 0.314705
2014 87,508,500 2187713 83,600,000 |  2.0900000 (3,908,500)|  (3,908,500) 0.097713)]  1.102500 (0.088628)  0.050000 (0.138628)

i 194,861,000 4.871525 0.374705

NPV (1-n) 154,861,000 166,840,000 (28,021,000)| 93,000,000 (0.950525)| 2162500 0.660782 |  1.110000 (0.449218)
0.110000 NPV =
BCR 194,861,000 165,000,000 143,000,000 | 143,000,000 (0.449218)
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KELOMPOK RAMBANGARU
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BCR {Gross)
n
. . 3 Bt/(1+i) ¢
Tahun C B aliranKas | e o) | (ct-Br) a+iyt | Sy | S | S B | S By | o
Netto t=0 t=0 tm0 t=0 n
3 Ct/(1+i) ¢
t=0
0 40,000,000 | 0.0000000 | (40,000,000) (40,000,000)| 40,000,000 | 2.0000000 0.0000000000{ 20,000,000 (20,000,000) 20,000,000
1 62,340,000 | 64,920,000 | 2,580,000 | 7,000,000 | (2,580,000)| 1.060000 | 61,245,283.02 58,811,321 6,603,774 (2,433,962.3) 1.091345
2 47,919,280 | 79,600,000 | 31,680,720 | 7,500,000 | (31,680,720) 1.102500 | 72,199,546.49 43,464,200 6,802,721 |  (28,735,346.9)
S| 150,259,280 | 144,520,000 | (5,739,280)| (25,500,000 5,739,280 | 4.162500 | 133,444,830 | 122,275,520 (6,593,505) (11,769,309)
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TABEL NET PRESENT VALLUE (NPV)
KELOMPOK RAMBANGARU

Tahun C pengfl:mn B pen:i‘[;mn ““;"e':t‘:‘“ (Bt-Ct) | PV(Bt-Ct) (+) {  (BeCty(a+i) K0 '"12 (Bt-CHy/(1+i)

0 40,000,000 1.000000 -] (40,000,000))  (40,000,000) (1.000000)|  1.000000 (1.000000)|  1.000000 (2.000000)
2013 62,340,000 1.558500 64,920,000 1.6230000 2,580,000 2,580,000 0.064500 | 1.060000 0.060849 |  0.060000 0.000849
2014 47,919,280 1.197982 79,600,000 1.9900000 | 31,680,720 31,680,720 0.792018 | 1.102500 0.718384 | 0.050000 0.668384

i 150,259,280 3.756482 0.060849

NPV (1-n) 110,259,280 144,520,000 (5,739,280)| 93,000,000 (0.143482)|  2.162500 0.840082 |  1.110000 (0.269918)
0.110000 NPV =
BCR 150,259,280 165,000,000 143,000,000 | 143,000,000 (0.269918)
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TABEL BENEVIDE COST AND RATIO (BCR)
KELOMPOK BUNGA KARANG
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BCR (Gross)
n
R S Bt/(1+i) t
Tahun C B aliran Kas (Bt-Ct) (Ct-Bt) (1+i) N B+ | SO+t T (BCHI(1+if ] § (Cr-By/(1+if 10
Netto t=0 =0 t=0 t=0 by
S Ct/(1+i) t
t=0
0 40,000,000 |  0.0000000 (40.000,000)|  (40,000,000) 40,000,000 | 2.0000000|  0.0000000000] 20,000,000 |  (20,000,000)] 20,000,000
1 5§2350,000 | 92,400,000 | 40,050,000 | 7,000,000 | (40,050,000)| 1.060000 | 87,169,811.32 | 49,386,792 6,603,774 | (37,783,018.9) 1.501974
2 50,071,000 94000000 | 43,929.000 |  7.500.000 | (43,929,000)| 1.102500 | 85260,770.98 | 45415873 6,802,721 | (39.844,898.0)
v 142,421,000 | 186,400,000 | 43,979,000 | (25,500,000)| (43,979,000) 4.162500 172,430,582 | 114,802,665 (6,593,505)| (57,627,917
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TABEL NET PRESENT VALUE (NPV)

KELOMPOK BUNGA KARANG
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Tahun C peng:t’lyl;aran B PV penerimaan{aliran Kas Netto (Bt-Ct) PV (Bt-Ct) (1+i) (Bt-Ct)/(1+i) t KO0 ,:Z (Bt-Ct)/(l-:i)

0 40,000,000 1.000000 - (40,000,000) (40,000,000) (1.000000)| 1.000000 (1.000000) 1.000000 (2.000000)
2013 £2,350,000 1.308750 92,400,000 2.3100000 40,050,000 40,050,000 1.001250 1.060000 0.944575 0.060000 0.884575
2014 50,071,000 1.251775 94,000,000 2.3500000 43,929,000 43,929,000 1.098225 1.102500 0.996122 0.050000 0.946122

i 142,421,000 3.560525 0.944575

NPV (1-n) 102,421,000 186,400,000 43,979,000 93,000,000 1.099475 2.162500 2.885273 1.110000 1775273
0.110000 NPV =
BCR 142,421,000 165,000,000 143,000,000 143,000,000 1.775273
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TABEL BENEVIDE COST AND RATIO (BCR)
KELOMPOK MERANGGA MONUNG

BCR (Gross)
n
aliran Kas ZBt/(1+) t
Tahun C B (Bt-Ct) (Ct-Bt) a+) ] LB+t | SCoa+iyt| T Be-Coy(1+if| Y (CH-Bey(1+if] =0
Netto t=0 t=0 t=0 t=0 n
5 Ct/(1+i) t
t=0
0 40,000,000 | 0.0000000 | (40,000,000)] (40,000,000)|  40.000,000 | 2.0000000| 0.0000000000] 20,000,000 |  (20,000,000)| 20,000,000
1 62,345,000 | 83,480,000 | 21,135,000 7,000,000 | (21,135,000)| 1.060000 | 78,754,716.98 | 58,816,038 6,603,774 | (19,938,679.2) 1.266317
2 48,006,000 |  84.000,000 | 35,994,000 7,500.000 | (35.994,000)| 1.102500 | 76,190,476.19 | 43,542,857 6,802,721 | (32.647,619.0)
T | 150,351,000 | 167,480,000 | 17,129,000 | (25,500,000)| (17,129,000)| 4.162500 | 154,945,193 | 122,358,895 (6,593,505)|  (32,586,298)
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TABEL NET PRESENT VALUE (NPV)

KELOMPOK MERANGGA MONUNG
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;
Tahun C pengfmmn B pe“:i‘r;mn ““:’e':":“ (Bt-Ct) | PV(Bt-Ct) | (1+) | (Bt-Co/i+ KO z*'{13t-(:t)/(1+i)t
0 40,000,000 1000000 | (40,000.000)| (40.000.000)  (1.000000)| 1.000000 (1.000000)|  1.000000 (2.000000)
2013 62,345,000 1558625 | 83,480,000 | 2.0870000 | 21,135,000 | 21,135,000 0.528375 |  1.060000 0.498467 | 0.060000 0.438467
2014 48,006,000 1200150 | 84,000,000 |  2.1000000 | 35,994,000 | 35,994,000 0.899850 | 1.102500 0.816190 |  0.050000 0.766190
i 150,351,000 3.758775 0.498467
NPV (I-n) | 110,351,000 167,480,000 17,129,000 | 93,000,000 0.428225 | 2.162500 1.813124 |  1.110000 0.703124
0.110000 | NPV =
BCR 150,351,000 165,000,000 143,000,000 | 143,000,000 0.703124
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TABEL BENEVIDE COST AND RATIO (BCR)
KELOMPOK PADAMU
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BCR {Gross)
n
. . 3 BY/(1+i) t
Tahun C B aliran Kas (Bt-Ct) (Ct-Bt) (+i)t N (By/(1+) £ o+ | $ Brey/i+Hf| Y (CeBhy(14i o
Netto t=0 =0 t=0 1=0 n
2 Ct/{1+i) t
t=0
0 40,000,000 0.0000000 |  (40,000,000)|  (40,000,000) 40,000,000 |  2.0000000|  0.0000000000| 20,000,000 |  (20,000,000) 20,000,000
1 52,130,250 78,560,000 26,429,750 7,000,000 (26.429.750)|  1.060000 |  74,113,207.55 49,179,481 6.603,774 (24,933,726.4) 1.121228
2 67,241,750 79,200,000 11,958,250 7,500,000 (11,958,250)]  1.102500 |  71,836,734.69 60,990,249 6,802,721 (10,846,485.3)
5 159,372,000 | 157,760,000 (1,612,000)]  (25,500,000) 1,612,000 |  4.162500 145,949,942 | 130,169,731 (6,593,505) (15,780,212)
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TABEL NET PRESENT VALUE (NPV)
KELLOMPOK PADAMU

Tahun c pengflrmn B pene':i";‘m "“:‘e':t':"s (B(-Ct) | PV(Bt-Ct)| (1+) | (BL-CH/(I+) K0 :1 5 (B-Cty(1+i)

0 40,000,000 | 1.000000 .| 40,000,000 (50,000,000  (1.250000)|  1.000000 (1.250000)] 1000000 (2.250000)
2013 52130250 | 1303256 |  78,560.000 | 1.9640000 | 26,429,750 | 26,429,750 0.660744 |  1.060000 0.623343 | 0.060000 0.563343
2014 67241750 | 1681044 | 79200000 | 1.9800000 | 11958250 | 11,958,250 0.298956 |  1.102500 0271162  0.050000 0.221162

i 159,372,000 | 3.984300 0.623343

NPV (Ln) | 119,372,000 157,760,000 (1612,000)| 93000000 | (0.290300)  2.162500 1517848 | 1.110000 0.407848
0.110000 NPV =
BCR 159,372,000 165,000,000 143,000,000 | 143,000,000 0.407848
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TABEL BENEVIDE USAHA GARAM PUGAR
KABUPATEN SUMBA TIMUR
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NILAI LAHAN

BIAYA TETAP

BIAYA VARIABLE

NO KEI:SJ!:::OK LUAS, {\'ilai Harga sewa PR(():Z:‘T‘)KSI . Biayan Biaya Total Biaya Bi.aya Biaya Total Biaya TOTAL BIAYA
LAHAN | NJOP/ Tanah Biaya Upah penyusutan Organisasi Tetap pemeiiharaan pemasara.n Variabel
(M2) M2 alat produksi
1|Temu 10,000 5,000 50,000,000 82.61 12,000,000.00 | 10,111,000.00 | 240,000.00 | 22,351,000.00 22,000,000 22,183,000 44,183,000 116,534,000.00
2{Himbu Luri 10,000 5,000 50,000,000 81.53 12,000,000.00 | 9,778,000.00 240,000.00 | 22,018,000.00 37,800,000 18,534,000 56,334,000 128,352,000.00
3|Harui Lapamilla 10,000 5,000 50,000,000 89.65 12,000,000.00 ; 10,435,000.00 | 240,000.00 | 22,675,000.00 25.?50,500 26,394,500 56,245,000 128,920,000.00
4|Kanatang 10,000 7,500 75,000,000 83.42 12,000,000.00 | 9,285,000.00 240,000.00 | 21,525,000.00 28,950,750 29,385,250 58,336,000 154,861,000.00
5|Tunas Harapan 10,000 3,000 30,000,000 65.16 12,000,000.00 | 7,226,000.00 240,000.00 | 19,466,000.00 34,890,780 25,902,500 60,793,280 110,259,280.00
6|Bunga Karang 10,000 2,000 20,000,000 93.20 12,000,000.00 | 9,991,000.00 240,000.00 | 22,231,000.00 29,563,250 30,626,750 60,190,000 102,421,000.00
7/ Merangga Monung 10,000 3,000 30,000,000 83.74 12,000,000.00 | 9,259,000.00 240,000.00 | 21,499,000.00 31,287,450 27,564,550 58,852,000 110,351,000.00
8 Patawang 10,000 3,500 35,000,000 78.88 12,000,000.00 | 8,498,000.00 240,000.00 | 20,738,000.00 42,100,000 21,534,000 63,634,000 119,372,000.00
JUMLAMN 658.19
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TABEL INVESTASI USAHA GARAM PUGAR
KABUPATEN SUMBA TIMUR

16/42005.pdf

NO | NAMA KELOMPOK Lkl}ni/ LAE LLN‘,‘('RP) SDM BLM P:;?)lﬁ%:gl/ PEV;J)JLUliNL'iN BENEFIDE l;l\J/l;Zl]SLTAAl;l PP
RP/M2 TON
1 Temu 10.000 M2 | 50,000,000 | 12,000,000 | 40,000,000.00 | 101,110.00 | 202,220,000.00 | 242,220,000.00 | 264,220,000 | 1.09
2|Himbu Luri 10.000 M2 | 50,000,000 | 12,000,000 | 40,000,000.00 | 97,780.00 | 195,560,000.00 | 235,560,000.00 | 257,560,000 | 1.09
3|Harui Lapamilla 10.000 M2 | 50,000,000 | 12,000,000 | 40,000,000.00 | 104,350.00 | 208,700,000.00 | 248,700,000.00 | 270,700,000 | 1.09
4|Kanatang 10.000 M2 | 75,000,000 | 12,000,000 | 40,000,000.00 | 92,850.00 | 185,700,000.00 | 225,700,000.00 | 272,700,000 | 1.21
5|Tunas Harapan 10.000 M2 | 30,000,000 | 12,000,000 | 40,000,000.00 | 72,260.00 | 144,520,000.00 | 184,520,000.00 | 186,520,000 | 1.01
6|Bunga Karang 10.000 M2 | 20,000,000 | 12,000,000 | 40,000,000.00 | 99,910.00 | 199,820,000.00 | 239,820,000.00 | 231,820,000 | 0.97
7|Merangga Monung | 10.000M2 | 30,000,000 | 12,000,000 | 40,000,000.00 | 92,590.00 | 185,180,000.00 | 225,180,000.00 | 227,180,000 | 1.01
8|Patawang 10.000 M2 | 35,000,000 | 12,000,000 | 40,000,000.00 | 84,980.00 | 169,960,000.00 | 209,960,000.00 | 216,960,000 | 1.03
JUMLAH
CATATAN :

1. Luas lahan dikalikan dengan nilai jual objek pajak/M2 untuk mengisi kolom 3

2. Untuk SDM dihitung berdasarkan jumlah SDM yang digunakan dikalikan dengan biaya perhari dikalikan dengan 30 hari dikalikan

dengan 3 tahun program
3. Volume produksi adalah jumlah produksi garam dikalikan dengan harga per ton di kalikan 3 tahun program
4. Volume penjualan adalah jumiah volume garam yang terjual dikalikan dengan harga per ton dikalikan 3 tahun pregram
5. benevide adalah jumlah volume penjualan ditambah dengan BLM

6 Investasi adalah jumlah luas lahan +
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TABEL BENEVIDE USAHA GARAM PUGAR
KABUPATEN SUMBA TIMUR

16/42005.pdf

NONAMA KELOMPOK P:’:)Jli,ljx!\:iN Pl):(l)l[‘)ftJlK/ SI[:ITAL\.;?\N P-v PE:JAUSAI::AN (P-V)/HP "l[f:':/"\l"\‘;?’ BA[?\éliTi\N VilRAl\l;‘EL BENEVIDE BEP % BEP
SATUAN |[VARIBEL /BULAN

I{Temu 82,220,000 2,500,000 150,000, 2,350,000 16,522,000| 0.142235] 22,351,000 40,000,000 | 44,183,000 205,220,000 157,141,796.60 | 3.92854491
2|Himbu Luri 165,000,000 2,500,000 150,000 2,350,000 16,306,000! 0.144119| 22,018,000\ 40,000,000 | 56,334,000 205,000,000 152,776,811.91 | 3.81942030
3|Harui Lapamilla 179,300,000 2,500,000 150,000| 2,350,000 17,930,000 0.131065| 22,675,000| 40,000,000 | 56,245,000 219,300,000 173,005,425.53 | 4.32513564
4;Kanatang 166,840,000 2,500,000 150,000 2,350,000 16,684,000 0.140854| 21,525,000 40,000,000 | 58,336,000 206,840,000 152,818,340.43 | 3.82045851
SiTunas Harapan 144,520,000 2,500,000 150,000 2,350,000 13,032,000 0.180325| 19,466,000\ 40,000,000 | 60,793,280 170,320,000 107,949,324.26 | 2.69873311
6{Bunga Karang 186,400,000 2,500,000 150,000 2,350,000 18,640,000] 0.126073| 22,231,000 40,000,000 | 60,190,000 226,400,000 176,334,400.00 | 4.40836000
7|Merangga Monung 167,480,000 2,500,000 150,000 2,350,000 16,748,000 0.140315| 21,499,000, 40,000,000 | 58,852,000 207,480,000 153,219,256.17 | 3.83048140
8|Patawang 157,760,000 2,500,000 150,000 2,350,000 15,776,000 0.148960| 20,738,000{ 40,000,000 | 63,634,000 197,760,000 139,218,165.11 | 3.48045413

JUMLAH 1,249,520,000 320,000,000 1,638,320,000 3.7889485
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TABEL INVESTASI USAHA GARAM PUGAR
KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2013-2014

LUAS VOLUME
, NAMA ; HARGA HASIL BIAYA _
NO| L ELOMPOK LAI»/l\Adl;/RP BLM PROllz(l;JKSl/ JALKG | PENSUALAN | PRODUKS] | BENEFIDE NPV B/C RASIO BEP PP
1{Temu 10.000 M2 | 40,000,000.00 82,610 | 2,000.00 | 165,220,000 | 66,534,000 | 205,220,000.00 0.5872 -1 157,141,797 | 1,09
2|Himbu Luri 10.000 M2 | 40,000,000.00 81,530 | 2,000.00 | 163,060,000.00 | 78,352,000 | 203,060,000.00 0.2409 1.08893 | 152,776,812 | 1.09
3|Harui Lapamilla 10.000 M2 | 40,000,000.00 89,650 | 2,000.00 | 179,300,000.00 | 78,920,000 | 219,300,000.00 0.7804 1.19276 | 173,005,426 | 1.09
4|Kanatang 10.000 M2 | 40,000,000.00 83,420 | 2,000.00 | 166,840,000.00 | 79,861,000 | 206,840,000.00 (0.4492)| 094748 | 152,818,340 | 1.21
5|Tunas Harapan 10.000 M2 | 40,000,000.00 65,160 | 2,000.00 | 130,320,000.00 | 60,259,000 | 170,320,000.00 {0.2699) 1.09135 | 107,949,324 | 1.01
6|Bunga Karang 10.000 M2 | 40,000,000.00 93,200 | 2,000.00 | 186,400,000.00 | 82,421,000 | 226,400,000.00 1.7753 1.50197 | 176,334,400 | 0.97
7{Merangga Monung | 10.000 M2 | 40,000,000.00 83,740 | 2,000.00 | 167,480,000.00 { 80,351,000 | 207,480,000.00 0.7031 1.26632 | 153,219,256 | 1.01
8|Patawang 10.000 M2 | 40,000,000.00 78,880 | 2,000.00 | 157,760,000.00 | 84,372,000 | 197,760,000.00 0.4078 1.12123 | 139,218,165 | 1.03
JUMLAH
23,486,792 3.7756
9,635,323 8 8.21003
31,217,127 0.4719 1.02625 Rata-rs
(17,968,710)
(10,796,729)
71,010,936 3.93
28,124,978
16,313,938
151,023,655
CATATAN :

1. Luas lahan dikalikan dengan nilai jual objek pajak/M2 untuk mengisi kolom 3

2. Untuk SDM dihitung berdasarkan jumiah SDM yang digunakan dikalikan dengan biaya perhari dikalikan dengan 30 hari dikalikan dengan 3 tahun program
3. Volume produksi adalah jumlah produksi garam dikalikan dengan harga per ton di kalikan 3 tahun program

4. Volume penjuaian adalah jumlah volume garam yang terjual dikalikan dengan harga per ton dikalikan 3 tahun program

5. benevide adalah jumlah volume penjualan ditambah dengan BLM

6 Investasi adalah jumlah luas lahan +
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TABEL BENEVIDE USAHA GARAM PUGAR
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KABUPATEN SUMBA TIMUR
NO | NAMA KELOMPOK P::JLUAA:}fN BADNéI":Jll‘\N cosT BANEVIDE NPV NILAI NPV

1{Temu 165,220,000 40,000,000 116,534,000 205,220,000 26,644,333.20 0.66610833
2|Himbu Luri 165,000,000 40,006,000 128,352,000 205,000,000 9,635,322.81 0.24088307
3|Harui Lapamilla 179,300,000 40,000,000 128,920,000 219,300,000 31,217,126.60 | 0.780428165
4|Kanatang 166,840,000 40,000,000 154,861,000 206,340,000 {17,968,709.62)} -0.449217741
|

5]Rambangaru 130,320,000 40,000,000 110,259,280 170,320,000 (23,676,547.13)| -0.591913678
6|Bunga Karang 186,400,000 40,000,000 102,421,000 226,400,000 71,010,935.70 | 1.775273392
7|Merangga Monung 167,480,000 40,000,000 110,351,000 207,480,000 28,124,977.54 | 0.703124438
8iPatawang 157,760,000 40,000,000 119,372,000 197,760,000 16,313,938.09 | 0.407848452
JUMLAH 1,318,320,000 320,000,000 1,638,320,000 141,301,377.19 | 0.441566804
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